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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha
Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan
‘Laporan Kinerja Direktorat Jendaral Bina Konstruksi tahun
2016" dapal diselesaikan. Lapaoran ini merupakan wujud
pertanggungjawaban Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
dalam melaksanakan berbagai kewsajibannya secara
transparan dan akuntabel

Calam rangka mewujudkan akuntabilitas dan fransparansi,
Pemerntah telah menerbitkan  Pergturan  Presiden
Republik Indonesia (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014

Gambar 1. Direktur tentang Sistem Akuniabilitas Kinerja Instanst Pemerintah
Jenderal Bina Konatruks! (pengganti Nomar 7 Tahun 1993 tentang AXuntabilitas
Kinerja Instansi Pemeriniah), Dan dalam rangka pelaksanaan Perpres NMomor 28
Tahun 2014 tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi menerbitkan Permen PAN & RB No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Parjanjian Kinerja, Pefaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, sebagai pedoman daiam penyusunan laparan kinerja Direktorat
Jendsral Bina Konstruksi tahun 20186.

LaKIP ini juga merupakan pervujudan kewajiban Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai sasaran dan fujuan yang telzh ditetapkan melalui sistem
pertanggungjawaban untuk perode TA 2016,

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat datam
penyusunan LaKIP [hrektorat Jenderal Bina Konsiruksi TA 2018 inl, balk secara
langsung maupun tidak langsung.

Jakarta, Januari 2017
Direktur Jenderal Bina Konstruksi

@V

|

Ir. Yusid Toyib, M. Eng. Sc
MNIP 185708311986031003
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun 2016 merupakan wujud
akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra)
Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2016.
Dalam upaya merealisasikan good governance, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
telah melaksanakan berbagai program melalui unit kerjanya untuk mencapai
sasaran serta mewujudkan visi dan misi Presiden yang telah dituangkan dalam
Rencana Strategis Ditjen Bina Konstruksi. Adapun visi dan misi Direktorat Jenderal
Konstruksi yang selaras dengan NAWACITA antara lain: membangun Indonesia dari
pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara
kesatuan, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, meningkatkan
produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dan mewujudkan
kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi
domestik. Hal-hal tersebut akan diwujudkan sesuai dengan Rencana Strategis
Kementerian PUPR 2015-2019 terkait Bina Konstruksi yaitu: “Mempercepat
pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu
dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan
pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan,

dan kawasan pedesaan, dalam kerangka NKRI”.

Beberapa hal yang dapat disampaikan terkait program pembinaan konstruksi yang

dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah sebagai berikut:

A. Tujuan dan Sasaran

Dalam upaya merealisasikan good governance, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
telah melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung program
pembinaan konstruksi. Adapun tujuan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang
tertuang dalam Renstra DJBK 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan kebijakan dan rencana pembinaan konstruksi dan investasi

yang efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan;
2. Berperan aktif dalam mewujudkan penyelenggaraan konstruksi yang produktif,

efisien dan efektif, serta berkelanjutan;

iX
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3. Berperan aktif dalam menciptakan pelaku, SDM, dan masyarakat konstruksi yang
unggul, mandiri, profesional, dan berdaya saing tinggi;

4. Memelopori penciptaan informasi konstruksi dan terpenuhinya sumber daya
konstruksi; dan

5. Mempelopori pengkajian, penyebarluasan, dan penerapan inovasi teknologi,

investasi dan ekonomi konstruksi yang berkelanjutan.

Tujuan yang ingin dicapai oleh DJBK tersebut telah mengacu kepada sasaran
strategis Ditjen Bina Konstruksi yang tertuang di dalam Renstra Kementerian PUPR
2015-2019 vyaitu “Meningkatnya Kapasitas dan Pengendalian Kualitas

Konstruksi Nasional”.

B. Kinerja Sasaran

Pencapaian sasaran strategis Ditjen Bina Konstuksi didukung oleh pencapaian

sasaran-sasaran program yang telah dilaksanakan selama 1 tahun ini. Adapun

pencapaian sasaran program Ditjen Bina Konstruksi TA 2016 adalah sebagai
berikut:

1. Terhadap sasaran Meningkatnya Kapitalisasi Konstruksi oleh Investor Nasional
telah tercapai peningkatan nilai konstruksi yang diselesaikan se Indonesia dari
574 Triliun pada tahun 2015 menjadi 636 Triliun pada tahun 2016 atau meningkat
sebanyak 12,18%.

2. Terhadap sasaran Meningkatnya Persentase BUJK yang Berkualifikasi Besar
telah tercapai peningkatan jumlah BUJK berkualifikasi B2 dari 184 BUJK pada
tahun 2015 menjadi 219 BUJK pada tahun 2016 atau meningkat sebanyak
25,18%.

3. Terhadap sasaran Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Konstruksi telah
tercapai peningkatan persentase kenaikan tingkat tertib penyelenggaraan
konstruksi dengan meningkatnya tertib sistem penyelenggaraan melalui
penetapan lelang, meningkatnya tertib administrasi kontrak melalui kesesuaian
kontrak dengan peraturan, meningkatnya tertib konstruksi berkelanjutan melalui
tersedianya dokumen RK3K dan meningkatnya tertib manajemen mutu melalui
tersedianya dokumen RMP dan RMK sebesar 5,94%.

4. Terhadap sasaran Meningkatnya SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten

telah tercapai peningkatan persentase SDM penyedia jasa konstruksi yang

X
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kompeten dari 243.367 tenaga ahli berkompeten pada tahun 2015 menjadi
567,657 tenaga kerja konstruksi berkompeten pada tahun 2016 atau meningkat
sebanyak 11,76%.

5. Terhadap sasaran Meningkatnya utilitas produk unggulan telah tercapai
peningkatan persentase tingkat utilitas produk unggulan dengan kenaikan jumlah
kapasitas produksi perusahaan beton pracetak dari 25,45 juta m3 pada tahun
2015 menjadi 28 juta m? pada tahun 2016 atau setara dengan kenaikan 1,86%

tingkat utilitas produk unggulan.
Adapun rincian ketercapaian target dari sasaran program Direktorat Jenderal

Bina Konstruksi per indikator program dapat dilihat pada tabel di halaman

berikutnya.

Xi
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Kelima sasaran program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi tersebut merupakan
dasar untuk menjawab realisasi sasaran strategis yang termuat dalam LaKIP
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai “Meningkatnya
Kapasitas dan Pengendalian Kualitas Konstruksi Nasional”’. Adapun ketercapaian
sasaran strategis dari Program Pembinaan Konstruksi adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis % Target |Realisasi

i ) % o
e i Indikator Target |Realisasi |Ketercapaian | Bobot IRCElERE] | REmEda || (Remsiie

Konstruksi (Renstra Target

Kementerian PUPR)

Per Kemen Kemen
Bobot PUPR PUPR

TINGKAT PENGENDALIAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI NASIONAL

) 1 |Rasio kapitalisasi konstruksi oleh badan usaha nasional | 3.00% | 12.18% 406.00% 15% 15.00%
Meningkatnya

Kapasitas dan 2 |Tingkat BUJK yang berkualifikasi besar 25 35 140.00% 15% 15.00%

Pengendalian Kualitas Tingkat penerapan manajemen mutu dan tertib 78.00% | 90.44%
9 an nu 3 | !Ingkat penerap jemen mutu 8.00% | 5.94% 74.25% 15% | 11.14%
Konstruksi Nasional penyelenggaraan konstruksi
4 |Persentase SDM konstruksi yang kompeten 4.00% | 11.76% 294.00% 40% | 40.00%
5 |Persentase Utilitas Produk Unggulan 3.00% | 1.860% 62.00% 15% 9.30%

C. Kinerja Keuangan

Dalam melaksanakan tujuan dan sasaran kinerja tersebut, Ditjen Bina Konstruksi
didukung oleh pendanaan pagu APBN-P sebesar Rp639.549.456.000,-, namun
dengan adanya kebijakan self-blocking sehingga pagu efektif adalah
Rp627.549.456.000 dengan capaian sebesar R569.597.952.000,- atau sekitar
90,77% jika dibandingkan dengan pagu efektif. Jika dibandingkan dengan progres
fisik yang mencapai 98,50%, maka dapat dilihat bahwa terjadi efisiensi anggaran
dalam pelaksanaannya sehingga anggaran yang dikeluarkan berada di bawah pagu.
Selain itu, pencapaian ini patut diapresiasi karena jika dibandingkan dengan tahun
lalu, capaian fisik Ditjen Bina Konstruksi peningkatan sebesar 2,86%. Hal ini
menandai bahwa pada tahun ini ada perbaikan kinerja dibandingkan dengan tahun

lalu.

D. Kendala

Secara umum, hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan telah tercapai sesuai
dengan rencana yang ditetapkan walau masih terdapat kendala dan permasalahan
yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadinya pemotongan APBN dan tidak sesuainya anggaran pada Renstra
terhadap DIPA 2016 mempengaruhi pencapaian output dan outcome pada
tahun ini.

2. Terjadinya perubahan struktur organisasi menyebabkan berkurangnya SDM

di tiap-tiap unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Xiii
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3. Peningkatan tugas dan tanggung jawab tidak diikuti dengan sumber daya
manusia yang ada, dimana SDM Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang
ada masih terbatas dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

4. Kurangnya pemahaman pada setiap poin yang ada dalam agenda Reformasi
Birokrasi serta pelaksanaan budaya kerja yang belum maksimal.

5. Kurang terkelolanya data dan informasi dikarenakan pengumpulan data
masih belum kontinu dan banyak hasil kajian yang tidak menggunakan data

dan informasi yang akurat.

E. Rekomendasi

Berdasarkan kendala dan permasalahan yang dihadapi, berikut adalah beberapa
rekomendasi yang disampaikan sebagai langkah perbaikan pada tahun anggaran
berikutnya:

1. Meningkatkan pemahaman terhadap tusi yang baru, yang disebabkan
perubahan organisasi dari badan menjadi direktorat jenderal.

2. Membuat timeline yang berhubungan dengan perencanaan, penganggaran,
serta evaluasi untuk dapat digunakan setiap tahunnya.

3. Mengoptimalkan koordinasi internal di lingkungan Direktorat Jenderal Bina
Konstruksi sehingga terjadi sinergi kegiatan antar direktorat dan memperkuat
pencapaian outcome terkait pembinaan konstruksi.

4. Mensinergikan program dengan lingkungan eksternal baik dengan satminkal
lain di Kementerian PUPR maupun dengan institusi pemerintah lainnya, serta
masyarakat jasa konstruksi yang lebih luas.

5. Merekomendasikan review Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina
Konstruksi TA 2015-2019 terkait target per tahun outcome Direktorat Jenderal

Bina Konstruksi.

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Ditjen Bina Konstruksi Tahun
2016 ini, diharapkan menjadi suatu bahan perbaikan dalam perencanaan kegiatan
dan langkah Ditjen Bina Konstruksi dalam mencapai tujuan dan sasaran pada

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi tahun 2015-2019.

Xiv
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (pengganti Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) serta Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diwajibkan untuk
menyusun Laporan AKIP, penetapan kinerja dan rencana tindak yang merupakan
bagian dari komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP). Adapun sistem kinerja
dibangun dan dikembangkan bagi penyelenggara manajemen kinerja melalui upaya:
merencanakan, melaksanakan, mengukur dan mengevaluasi kinerja. Hal ini
bertujuan untuk perbaikan kinerja secara berkesinambungan guna mendukung

pencapaian tujuan dalam kerangka pemenuhan visi dan misi presiden.

Selain itu, berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Permen PAN dan RB Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk
Teknis Evaluasi LAKIP, maka diperlukan adanya fasilitasi dalam penyusunan
dokumen LAKIP dimana salah satu komponen penting yang perlu dianalisa adalah
dokumen rencana aksi dan laporan monitoring evaluasi kinerja. Berdasarkan hasil
penilaian dan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR terhadap
LAKIP Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2015, maka terdapat beberapa hal
pokok yang memerlukan perhatian, yaitu: 1) Melakukan perbaikan terhadap indikator
kinerja outcome; 2) Menyusun SOP tentang mekanisme monitoring Renstra secara
periodik dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil monitoring Target Jangka
Menengah; 3) Menerapkan reward dan punishment pada monitoring rencana kinerja
dan memasukkan hal terkait dengan otorisasi dan eksekusi pelaksanaan atau
penundaan kegiatan pada Pemanfaatan Rencana Aksi atas kinerja, 4) Menyusun
SOP tentang pengumpulan data kinerja yang up to date dan jelas, 5) Menyusun alur
input-proses-output dan outcome, menyajikan perbandingan data kinerja mengenai
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realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis, serta menyajikan informasi
tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada LaKIP berikutnya, dan 6)

Menjadikan informasi dalam Laporan Kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan.

Dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan dokumen LaKIP dan PK
sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan kelengkapan dokumen Rencana AKksi
Unit Organisasi Eselon | dan Laporan Monitoring Evaluasi Kinerja di Lingkungan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dokumen Rencana AkKsi
tersebut akan secara berjenjang mendukung Dokumen Rencana Aksi Kementerian
PU.

1.2. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan
sumber daya jasa konstruksi;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan,
dan sumber daya jasa konstruksi;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengawasan
penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh masyarakat dan
pemerintah daerah;

d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan jasa
konstruksi;

e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan

penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi;



LAKIP DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 2016

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan penyelenggaraan,
kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi;

g. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi; dan

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan ketentuan pada Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 15
Tahun 2015 tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
melakukan penataan organisasi dan tata kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada Bab IX tentang
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, dijabarkan mengenai susunan organisasi di
bawah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Adapun Direktorat Jenderal Bina
Konstruksi terdiri atas Unit Eselon Il sebagai berikut:

A. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mempunyai tugas memberikan

pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur organisasi di lingkungan

Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal

menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan kebijakan dan strategi, program jangka menengah, dan rencana
kerja dan anggaran, serta evaluasi dan laporan kinerja pembinaan
penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya konstruksi;

b. Pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;

c. Pengelolaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, dan rumah tangga serta
pengelolaan barang milik Negara Direktorat Jenderal; dan

d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi
hukum dan pertimbangan hukum, pengolahan data serta penyelenggaraan

komunikasi publik Direktorat Jenderal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
20 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis, terdapat
lima (3) jenis UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. UPT tersebut
antara lain: Balai Jasa Konstruksi, Balai Penerapan Teknologi Konstruksi, dan Balai
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Material dan Peralatan Konstruksi. Adapun UPT yang berada di bawah koordinasi

Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah sebagai berikut:

a. Balai Penerapan Teknologi Konstruksi

Balai Penerapan Teknologi Konstruksi berada di bawah dan bertanggung jawab

langsung kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi melalui Sekretariat Direktorat

Jenderal Bina Konstruksi. Balai Penerapan Teknologi Konstruksi dipimpin oleh

seorang kepala. Balai Penerapan Teknologi Konstruksi berlokasi di Jakarta dan

memiliki tugas melaksanakan penerapan teknologi konstruksi. Dalam

melaksanakan tugasnya, Balai Penerapan Teknologi Konstruksi

menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja peningkatan penerapan teknologi konstruksi;

b. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan kerjasama peningkatan penerapan
teknologi konstruksi;
Pengelolaan informasi teknologi konstruksi;

d. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan penyebarluasan materi penerapan
teknologi konstruksi;

e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan penerapan
teknologi konstruksi; dan

f. Penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan,
tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik

negara, pelayanan sarana dan prasarana serta urusan rumah tangga Balai.

b. Balai Material dan Peralatan Konstruksi
Balai Material dan Peralatan Konstruksi berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi melalui Sekretariat Direktorat
Jenderal Bina Konstruksi. Balai Material dan Peralatan Konstruksi dipimpin oleh
seorang kepala. Balai Material dan Peralatan Konstruksi berlokasi di Jakarta

dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Balai Material dan Peralatan Konstruksi mempunyai tugas melakukan
peningkatan pendayagunaan material dan peralatan konstruksi. Dalam
melaksanakan tugasnya, Balai Material dan Peralatan Konstruksi

menyelenggarakan fungsi:
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a. Penyusunan rencana kerja bidang peningkatan pendayagunaan material dan
peralatan konstruksi;

b. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama bidang pendayagunaan
material dan peralatan konstruksi;
Pengelolaan data dan aset bidang material dan peralatan konstruksi;

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan pendayagunaan
material dan peralatan konstruksi; dan

e. Penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan,
tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik
negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pelayanan sarana dan

prasarana serta urusan rumah tangga Balai.

B. Direktorat Bina Investasi Infrastruktur
Direktorat Bina Investasi Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan

investasi infrastruktur. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Bina Investasi

Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pola investasi dan
pembiayaan infrastruktur, penyelenggaraan investasi infrastruktur, penyelesaian
permasalahan dan pengembangan mitigasi risiko investasi infrastruktur, serta
pembinaan pasar infrastruktur;

b. Pelaksanaan, pengembangan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan dan strategi
di bidang pembinaan pola investasi dan pembiayaan infrastruktur,
penyelenggaraan investasi infrastruktur, serta pembinaan pasar infrastruktur;

c. Pelaksanaan koordinasi, advokasi, dan fasilitasi di bidang penyelesaian
permasalahan dan pengembangan mitigasi risiko investasi infrastruktur;

d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan Kriteria
penyelenggaraan investasi infrastruktur;

e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pola investasi
dan pembiayaan infrastruktur, penyelenggaraan investasi infrastruktur,
penyelesaian permasalahan dan pengembangan mitigasi risiko investasi
infrastruktur, serta pembinaan pasar infrastruktur;

f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyelenggaraan investasi

infrastruktur dan pembinaan pasar infrastruktur;



LAKIP DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 2016

g. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan pengusahaan BUMN Perum di Kementerian;
dan

h. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

C. Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

penyelenggaraan jasa konstruksi. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Direktorat

Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem penyelenggaraan jasa
konstruksi, kontrak konstruksi, konstruksi berkelanjutan, dan manajemen mutu;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sistem penyelenggaraan jasa konstruksi,
kontrak konstruksi, konstruksi berkelanjutan, dan manajemen mutu;

c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem
penyelenggaraan jasa konstruksi, kontrak konstruksi, konstruksi berkelanjutan,
dan manajemen mutu;

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem penyelenggaraan
jasa konstruksi, kontrak konstruksi, konstruksi berkelanjutan, dan manajemen
mutu;

e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang sistem penyelenggaraan jasa
konstruksi, kontrak konstruksi, konstruksi berkelanjutan, dan manajemen mutu;
dan

f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

D. Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi
Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pembinaan kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi. Dalam
menyelenggarakan tugasnya, Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa
Konstruksi menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan dan
pembinaan perijinan, rantai pasok material dan peralatan konstruksi, teknologi
konstruksi dan produksi dalam negeri, serta usaha jasa konstruksi;
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b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan dan pembinaan
perijinan, rantai pasok material dan peralatan konstruksi, teknologi konstruksi dan
produksi dalam negeri, serta usaha jasa konstruksi;

c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
pembinaan kelembagaan dan pembinaan perijinan, rantai pasok material dan
peralatan konstruksi, teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri, serta
usaha jasa konstruksi;

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan kelembagaan
dan pembinaan perijinan, rantai pasok material dan peralatan konstruksi,
teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri, serta usaha jasa konstruksi;

e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kelembagaan dan
pembinaan perijinan, rantai pasok material dan peralatan, teknologi konstruksi
dan produksi dalam negeri, serta usaha jasa konstruksi; dan

f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

E. Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

kompetensi dan produktivitas konstruksi. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat

Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang standar, penerapan, pengembangan
kompetensi profesi jasa konstruksi, dan produktivitas konstruksi;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang standar, penerapan, pengembangan
kompetensi profesi jasa konstruksi, dan produktivitas konstruksi;

c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standar,
penerapan, pengembangan kompetensi profesi jasa konstruksi, dan produktivitas
konstruksi;

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standar, penerapan,
pengembangan kompetensi profesi jasa konstruksi, dan produktivitas konstruksi;

e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang standar, penerapan,
pengembangan kompetensi profesi jasa konstruksi, dan produktivitas konstruksi;
dan

f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.
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F. Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan
Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan

penyelenggaraan jasa konstruksi. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Kerja

Sama dan Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan pemberdayaan
penyelenggaraan jasa konstruksi;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan pemberdayaan
penyelenggaraan jasa konstruksi;

c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerja
sama dan pemberdayaan penyelenggaraan jasa konstruksi;

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerja sama dan
pemberdayaan penyelenggaraan jasa konstruksi;

e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kerja sama dan pemberdayaan
penyelenggaraan jasa konstruksi; dan

f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT)
yang bersifat mandiri dan melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau
tugas teknis penunjang tertentu dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang
bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi. Berikut
adalah UPT di lingkungan Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan:

a. Balai Jasa Konstruksi
Balai Jasa Konstruksi berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada
Direktur Jenderal Bina Konstruksi melalui Direktorat Kerja Sama dan
Pemberdayaan. Balai Jasa Konstruksi terdiri dari 7 Balai Jasa Konstruksi yang
dibagi berdasarkan wilayah kerja. Balai Jasa Konstruksi memiliki tugas
melakukan pemberdayaan dan pengawasan bidang pembinaan jasa konstruksi.
Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana kerja pengendalian mutu peningkatan kapasitas jasa
konstruksi dan penyelenggaraan jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh
masyarakat dan pemerintah di wilayahnya;
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b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi rencana kerja dengan lembaga
pemerintah dan masyarakat di wilayahnya;

Pengelolaan data dan informasi sumber daya jasa konstruksi di wilayahnya;

d. Pelaksanaan pengendalian mutu peningkatan kapasitas jasa konstruksi dan
penyelenggaraan jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan
pemerintah di wilayahnya,;

e. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan pengawasan
penyelenggaraan jasa konstruksi di wilayahnya; dan

f. Penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan,
tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik
negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pelayanan sarana dan

prasarana serta urusan rumah tangga Balai.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI
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Bagan 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
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1.4. ISU STRATEGIS
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi bersifat strategis serta lebih menuju ke

arah perumusan kebijakan dan standardisasi teknis. Harapan masyarakat konstruksi
yang besar terhadap Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dalam melakukan
pembinaan tidak hanya pada lingkup PUPR melainkan pada keseluruhan dunia
konstruksi Indonesia sehingga memberi konsekuensi tanggung jawab yang besar

pula khususnya terhadap pencapaian target organisasi.

Isu strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang saat ini
diperhatikan/dikedepankan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan Direktorat
Jenderal Bina Konstruksi antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan paradigma investasi infrastruktur untuk pemenuhan gap pendanaan
non APBN (Rp626 Triliun) melalui pola simpul Kerjasama Pemerintah dengan
Badan Usaha (KPBU).

2. Penguatan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam mendukung percepatan
pembangunan infrastruktur melalui pelelangan dini.

3. Penyiapan kelengkapan regulasi dan kelembagaan sebagai tindaklanjut RUU
Jasa Konstruksi.

4. Peningkatan layanan informasi kebutuhan/ketersediaan sumber daya dan rantai
pasok konstruksi serta struktur usaha BUJK Nasional/Asing (katalog material,
registrasi peralatan konstruksi, pendataan tenaga kerja konstruksi, registrasi
lembaga pelatihan kerja konstruksi, dsb).

5. Penataan struktur kompetensi kerja konstruksi (body of knowledge), sistem
pelatihan konstruksi, dan sistem sertifikasi tenaga kerja.

6. Kerjasama strategis dan peningkatan kelembagaan stakeholder pembinaan
konstruksi.

7. Pemberdayaan penyediaan SDM konstruksi yang kompeten melalui kegiatan

Mobile Training Unit (MTU) dan pelatihan mandiri.

10
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BAB 2
PERENCANAAN KINERJA

2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA

Rencana strategis merupakan hasil penurunan dari arah dan tujuan Direktorat
Jenderal Bina Konstruksi selama lima tahun ke depan, dimana Direktorat Jenderal
Bina Konstruksi memposisikan diri sebagai “Pembina konstruksi dan investasi yang
berintegritas tinggi, andal, dan kokoh”. Berdasarkan alur pengembangan yang telah
dirumuskan sebelumnya, disusun rincian program strategis dan indikator serta target
yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2015-2019. Program
dan indikator tersebut dijabarkan berdasarkan masing-masing misi, proses bisnis
internal (pendukung), sumber daya untuk belajar dan tumbuh, dan perspektif
finansial (anggaran) yang merupakan komponen-komponen yang bila disatukan
secara sinergis maka akan membentuk sebuah bangunan utuh, yaitu Direktorat
Jenderal Bina Konstruksi yang berintegritas tinggi, andal, dan kokol untuk
mewujudkan tertib penyelenggaraan konstruksi, menuju konstruksi Indonesia yang

unggul dan mandiri demi terwujudnya kenyamanan lingkungan yang terbangun.

Memperhatikan analisis situasi baik internal dan eksternal, maka tujuan
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada tahun 2019 diwujudkan melalui
pencapaian lima sasaran program sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional,

2. Meningkatnya kinerja BUJK kualifikasi besar;

3. Meningkatnya penerapan manajemen mutu, K3, tertib pengadaan dan
administrasi kontrak;

4. Meningkatnya SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten; dan

5. Meningkatnya utilitas produk unggulan.

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dan sejalan dengan meningkatnya
kompleksitas tantangan yang dihadapi, upaya yang harus dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Bina Konstruksi dalam mencapai sasaran tersebut juga harus meningkat,
baik dalam skala kuantitas maupun kualitasnya. Keberhasilan Direktorat Jenderal
Bina Konstruksi dalam menjawab tantangan yang dihadapi sangat tergantung dari

11
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keberhasilannya dalam menyiapkan organisasi dan tata kelola Direktorat Jenderal

Bina Konstruksi serta sumber daya yang diperlukan.

2.1.1.VISI DAN MISI
Berdasarkan arahan dari presiden, bahwa setiap kementerian memiliki fungsi

operasional dalam mendukung pencapaian visi dan misi presiden yang tertuang di

dalam Nawacita Presiden sebagai berikut:

1. Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa Dan
Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara

2. Membuat Pemerintah Tidak Absen Dengan Membangun Tata Kelola
Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis, Dan Terpercaya

3. Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-daerah
Dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan

4. Menolak Negara Lemah Dengan Melakukan Reformasi Sistem Dan Penegakan
Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat Dan Terpercaya

5. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia

6. Meningkatkan Produktivitas Rakyat Dan Daya Saing Di Pasar Internasional

7. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor-sektor
Strategis Ekonomi Domestik

8. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa

9. Memperteguh Ke-bhineka-an dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia

Unsur Nawacita Presiden yang difokuskan dalam program Pembinaan
Konstruksi adalah poin 3, 5, 6 dan 7. Selain itu, berdasarkan RPJMN 2015-2019,
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi selaras dengan tertib penyelenggaraan,
produktivitas Badan Usaha, volume pengusahaan, penggunaan dan nilai tambah
dalam negeri, serta penguasaan pasar. Berdasar kepada Rencana Strategis
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, visi Kementerian adalah “Terwujudnya
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal dalam
Mendukung Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, sesuai
dengan program utamanya Yyaitu pembinaan konstruksi, berperan dalam

pengembangan konstruksi nasional, pembinaan penyelenggaraan konstruksi,

12
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pembinaan produktivitas badan usaha dan sumber daya konstruksi, serta
pemberdayaan tenaga kerja konstruksi dan masyarakat dalam rangka Mewujudkan
terciptanya industri konstruksi yang mandiri, produktif dan berdaya saing dengan
dilandasi iklim usaha yang sehat, sumber daya manusia yang kompeten dan

menggunakan teknologi unggulan.

Adapun Misi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berangkat dari misi Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat poin 4 yaitu:

“Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan
rakyat secaraterpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang
berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di
kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan pedesaan, dalam

kerangka NKRI”

2.1.2.TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Tujuan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berdasarkan Rencana Strategis

DJBK 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan kebijakan dan rencana pembinaan konstruksi dan investasi
yang efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan;

2. Berperan aktif dalam mewujudkan penyelenggaraan konstruksi yang produktif,
efisien dan efektif, serta berkelanjutan;

3. Berperan aktif dalam menciptakan pelaku, SDM, dan masyarakat konstruksi yang
unggul, mandiri, profesional, dan berdaya saing tinggi;

4. Memelopori penciptaan informasi konstruksi dan terpenuhinya sumber daya
konstruksi; dan

5. Mempelopori pengkajian, penyebarluasan, dan penerapan inovasi teknologi,

investasi dan ekonomi konstruksi yang berkelanjutan.
Adapun indikator kinerja tujuan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

berdasarkan sasaran umum Rencana Strategis DJBK 2015-2019 adalah sebagai
berikut:

13
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1. Tujuan1l
e Terwujudnya Roadmap Pembinaan yang sesuai dengan perkembangan yang
ada
e Peningkatan penyelenggaraanpembinaan baik di pusat maupun di daerah

e Peningkatan fungsi dan peran pembinaan melalui regulasi

2. Tujuan 2
¢ Peningkatan investasi (konstruksi) infrastruktur yang katalis dan inovatif.

e Peningkatan kinerja sistem penyelenggaraankonstruksiyang efisien dan
efektif.

3. Tujuan 3
e Dukungan rantai pasok konstruksi yang memadai
¢ Peningkatan kapasitas LPJK yang kokoh dan mandiri
e Peningkatan kompetensi SDM Konstruksi

e Peningkatan kapasitas pembinaan yang menyeluruh dan merata

4. Tujuan 4
e Dukungan rantai pasok konstruksi yang memadai
e Tersedianya informasi konstruksi dan sumber daya konstruksi
e Peningkatan kerjasama dan partisipasi stakeholder konstruksi untuk
mendukung ketersediaan informasi konstruksi dan sumber daya konstruksi
e Terbuka akses informasi konstruksi dan sumber daya konstruksi bagi seluruh
stakeholder

5. Tujuan 5
¢ Peningkatan kualitas Produk dan Layanan dengan pemberdayaan Litbang
e Peningkatan kinerja Litbang melalui peningkatan fungsi dan peranan,
kerjasama dan partisipasi stakeholder, dan sistem pengelolaan beserta
pengadaan dalam menjalankan Litbang
e Peningkatan kerjasama dan partisipasi stakeholder konstruksi untuk
mendukung kegiatan litbang konstruksi

14
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e Tersebarnya informasi produk dan layanan

Sesuai dengan konsep restrukturisasi program dan kegiatan yang dimotori
oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan, masing-masing Unit Eselon | hanya
memiliki dan bertanggungjawab atas satu program. Adapun sasaran strategis dari
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berdasarkan Rencana Strategis DJBK 2015-
2019 adalah “Meningkatnya Kapasitas dan Pengendalian Kualitas Konstruksi

Nasional”.

2.1.3.PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai program dan kegiatan yang dimotori oleh Bappenas dan Kementerian
Keuangan, masing-masing Unit Eselon | hanya memiliki dan bertanggungjawab atas
satu program. Satu-satunya program yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bina
Konstruksi adalah Program Pembinaan Konstruksi dengan indikator kinerja
outcome program adalah Meningkatnya Kapasitas dan Pengendalian Kualitas
Konstruksi Nasional yang diukur dari tingkat pengendalian pelaksanaan konstruksi
nasional. Program tersebut diukur berdasarkan sasaran program sebagai berikut:
1. Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional.
Meningkatnya persentase BUJK yang berkualifikasi besar.
Meningkatnya tertib penyelenggaraan konstruksi.

Meningkatnya SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten.

a k> 0N

Meningkatnya utilitas produk unggulan.

Sasaran program dicapai dengan pengukuran indikator kinerja yang tertuang di
dalam perjanjian kinerja. Pada Rencana Strategis Ditjen Bina Konstruksi TA 2015-
2019 sudah tidak memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan diganti dengan
indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran Direktorat Jenderal Bina
Konstruksi untuk menjawab sasaran program adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan rasio kapitalisasi oleh investor nasional.
Persentase kenaikan BUJK menjadi berkualifikasi besar.
Persentase kenaikan tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi.

Persentase kenaikan SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten.

a k> 0N

Persentase kenaikan tingkat utilitas produk unggulan.

15



LAKIP DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 2016

Penetapan indikator kinerja kegiatan tersebut didasarkan pada perkiraan yang
realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data
pendukung yang terorganisir. Indikator kinerja dimaksud dibuat dengan
memperhatikan kaidah-kaidah SMART : (1) spesifik dan jelas (Specific), (2) dapat
diukur secara obyektif (Measurable), (3) dapat dicapai (Achievable), (4) relevan

dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai (Relevant), dan (4) tidak bias

(Transparant).

Target jangka menengah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang berselaras
dengan target Rencana Strategis Kementerian PUPR dan RPJMN 2015-2019 dapat

dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Target Jangka Menengah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

PROGRAM 2 : PEMBINAAN KONSTRUKSI

SASARAN PROGRAM

1 | Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional

1 | Peningkatan rasio kapitalisasi konstruksi oleh
investor nasional

%

15

2 | Meningkatnya persentase BUJK yang berkualifi

kasi besar

1 | Persentase kenaikan BUJK menjadi
berkualifikasi Besar

%

18

18

18 18

18

90

3 | Meningkatnya penerapan manajemen mutu, K3,

tertib pengadaan

dan ad

ministrasi kontrak

1 | Persentase kenaikan tingkat tertib
penyelenggaraan konstruksi

%

8

8 8

8

40

4 | Meningkatnya SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten

1 | Persentase kenaikan SDM penyedia jasa
konstruksi yang kompeten

%

27

5 | Meningkatnya utilitas produk unggulan

1 | Persentase kenaikan tingkat utilitas produk

%

unggulan

3 3

3

15

Sumber: Perjanjian Kinerja DJBK (2015)

Adapun kegiatan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berjumlah 6 (enam)

buah sesuai dengan jumlah Unit Eselon Il di lingkungan Direktorat Jenderal Bina

Konstruksi, yaitu:

1. Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi

Konstruksi;

Pembinaan Investasi Infrastruktur;

3. Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi;

Pembinaan Jasa
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Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi;
Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi; dan

Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi.

Program dan Kegiatan-Kegiatan yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bina
Konstruksi merupakan cara untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang termuat
di dalam Rencana Strategis DJBK 2015-2019.

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja atau Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
adalah Rencana Kinerja pada tahun bersangkutan yang berasal dari Dokumen DIPA
(Dokumen Anggaran) dan Rencana Strategis Ditjen Bina Konstruksi TA 2015-2019
yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja output dan target kinerja sesuai
dengan tujuan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang selaras dengan visi misi

Presiden yaitu NAWACITA sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2016

PERJAMIIAN KINERIA TAKUN 2035
DIRFNTORAT JEMDERAL BINA KONSTRUKST - KEMINTERTAN POSERIAAN UMUM DAN PERUMANAN RAKTAT

Gl SASRAAN NI AM 1 INOIEATOR KINERIA TARGET
all 12l 1 ) —_— 1%
1) PROGRAM PLNLLNAAY X 0N ST Muest
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1[N0y gn ol patusmn O M 1 N s S B SONGOR T R R AR D W e -
‘merey

L R T Py ) & s e VT e pera [ A AR g S i ™
g Aar g

L e T L Pemrerdane betanan Boaghad oW pad e | b L.

Mg e Manaam
1 e oo LIS b N

NEAATA, Lo

WM’ 'I"'¥/
M RANIET HADEMLA TING o sovie

Sumber: Perjanjian Kinerja DJBK (2016)
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Pada dokumen Perjanjian Kinerja tersebut, tercantum sasaran program,
indikator kinerja dan target. Indikator Kinerja Utama merupakan Indikator Kinerja

yang telah disusun berdasarkan Renstra.

2.3. METODE PENGUKURAN

Di dalam organisasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, terdapat 3 (tiga)
komponen utama yang saling bersinergi dalam mewujudkan outcome Ditjen Bina
Konstruksi. Ketiga komponen tersebut adalah :

1. Manajemen
2. Kerjasama dan pemberdayaan

3. Substansi Direktorat

Saat ini, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sedang membangun sistem
informasi yang terintegrasi. Berkaitan dengan hal tersebut, Sekretariat Direktorat
Jenderal Bina Konstruksi akan melakukan pemetaan semua materi monitoring dan
evaluasi yang akan difasilitasi oleh Aplikasi Instrumen Monev berbasis web dan
mobile untuk kemudahan akses dan efisiensi pelaksanaan di lapangan. Aplikasi ini
akan memudahkan dalam hal mengumpulkan data, menyajikan materi survey dan
melaksanakan analisa atau formula dari data yang diolah. Sistem tersebut akan
mengumpulkan data-data pencapaian target kinerja dari beberapa instansi yang
berkaitan dengan pencapaian outcome dan output Direktorat Jenderal Bina
Konstruksi. Instansi yang dimaksud termasuk dari unit kerja yang ada di lingkungan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maupun dari instansi lain
seperti Badan Pusat Statistik (BPS), BPJS Ketenagakerjaaan, LPJKN, IAPPI,
Asosiasi-asosiasi yang berhubungan dengan pembinaan konstruksi seperti AP3I dan
A2K4, serta instansi lain yang memiliki data terkait pembinaan konstruksi di

Indonesia.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada tahun 2016 memiliki 5 (lima)
sasaran program dengan 5 (lima) outcome. Setiap indikator kinerja outcome
tersebut, telah ditetapkan target kinerja masing-masing pada Perjanjian Kinerja
Tahun 2016 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Adapun pencapaian kinerja
dilakukan dengan menghitung persentase realisasi dibandingkan dengan target
pada tahun 2016.
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Capaian kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, dihitung berdasar

kepada rumus perhitungan sebagai berikut:

Keterangan:

a = Manajemen

p1 = Substansi Direktorat

14 = Kerja Sama dan Pemberdayaan

61 = Outcome 1 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Masing-masing komponen dalam rumus pencapaian kinerja Direktorat
jenderal Bina Konstruksi memiliki bobotnya masing-masing, dengan penjabaran

sebagai berikut:

Manajemen = 30%
Substansi Direktorat =20%
Kerja Sama dan pemberdayaan =50%

OUTCOME KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL BINA
KONSTRUKSI

= MANAJEMEN 4/ s
DIREKTORAT

m SUBSTANSI

u KERJA SAMA

Diagram 1. Komposisi Outcome Kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Pencapaian outcome Direktorat Jenderal Bina Konstruksi didukung oleh
pencapaian dari manajemen, substansi dan kerja sama. Adapun subkomponen dari
masing-masing komponen pendukung dalam pencapaian outcome Direktorat

Jenderal Bina Konstruksi adalah sebagai berikut:
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Tabel 3. Subkomponen Pencapaian Komponen Outcome

MANAJEMEN Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
Direktorat Bina Investasi Infrastruktur

Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber
Konstruksi

Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
Balai Penerapan Teknologi Konstruksi

Balai Material dan Peralatan Konstruksi

Balai Jasa Konstruksi Wilayah | Banda Aceh

Balai Jasa Konstruksi Wilayah Il Palembang

Balai Jasa Konstruksi Wilayah Il Jakarta

10. Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya

wnN P

Daya Jasa

©Ce N O A

SUBSTANSI 11. Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin
12. Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar
13. Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura
14. Manajemen dan Pengendalian Pembinaan Jasa Konstruksi
Daerah
15. Satker Pelaksana Pemberdayaan Jasa Konstruksi DI
Yogyakarta
16. Satker Pelaksana Pemberdayaan Jasa Konstruksi Kalimantan
Timur
17. Satker Pelaksana Pemberdayaan Jasa Konstruksi Sulawesi
Selatan
KERJA SAMA 1. Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Adapun baseline dan target yang ditetapkan untuk dicapai pada Tahun 2016
dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Target dan Baseline Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
TA 2016

1 kogstruksi oleh koEstruksi oleh diselesaikan pada - tahun 1,5% BPS
. . . . 2014 adalah 509 T
investor nasional investor nasional
. Persentase I
Meningkatnya kenaikan BUJK | Berdasarkan data LPJK Dit. Bina
persentase BUJK o Kelembagaan dan
2 | yang berkualifikasi | Menad tahun 2014, terdapat 139 | 9% | g\ per paya Jasa
yang berkualifikasi BUJK kualifikasi B2 &
besar Konstruksi
besar
Indikator tertib
Persentase enyelenggaraan melalui
Meningkatnya tertib | kenaikan tingkat peny 99 Dit. Bina
. penetapan lelang,
3 | penyelenggaraan tertib - . 4% Penyelenggaraan
- administrasi kontrak, .
konstruksi penyelenggaraan . . Jasa Konstruksi
. konstruksi  berkelanjutan,
konstruksi .
dan manajemen mutu
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terdapat 218 proyek tertib
penyelenggaraan
e Jumlah SDM konstruksi
sebanyak 6.885.401
orang
. Persentase e Rasio yang diharapkan
M kat DM . .
eenngi; nya S.asa kenakan ~ SDM | adalah  40%  Skilled
4 peny . : penyedia jasa | Labour : 60% Unskilled 2%
konstruksi yang .
konstruksi  yang | Labour
kompeten .
kompeten e Jumlah SDM penyedia
jasa konstruksi Skilled
Labour adalah 166.247
orang (6,04%).
. Persentase
M'e.nmgkatnya kenaikan tingkat Volume penggunaan
5 | utilitas produk N beton pracetak terhadap 1,5%
utilitas produk
unggulan beton adalah sebesar 15%
unggulan

2.4. TARGET TAHUN INI MENURUT RENSTRA

Target Direktorat Jenderal Bina Konstruksi tahun 2016 ditetapkan pada
Rencana Strategis 2015-2019. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki satu
program utama yaitu Program Pembinaan Konstruksi. Dalam mencapai program
pembinaan, maka dilihat melalui pencapaian sasaran program pembinaan
konstruksi. Berikut merupakan sasaran program pembinaan konstruksi beserta

dengan indikator kinerja program pada Tahun 2016:

Tabel 5. Sasaran dan Indikator Kinerja Program berdasar Renstra

Meningkatnya kapitalisasi konstruksi

Peningkatan rasio kapitalisasi

0,

oleh investor nasional konstruksi oleh investor nasional 3%
Meningkatnya persentase BUJK yang | Persentase kenaikan BUJK menjadi

e e 18%
berkualifikasi besar berkualifikasi besar
Meningkatnya tertib penyelenggaraan | Persentase kenaikan tingkat tertib 8%
konstruksi penyelenggaraan konstruksi
Meningkatnya SDM penyedia jasa Persentase kenaikan SDM penyedia 29%
konstruksi yang kompeten jasa konstruksi yang kompeten 0
Meningkatnya kapitalisasi konstruksi Persentase kenaikan tingkat utilitas 3%

oleh investor nasional

produk unggulan

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (2015-2019)

Pada tahun 2016, pagu berdasarkan Renstra adalah sebesar

Rp923.769.000.000,- namun berdasarkan DIPA TA 2016 adalah sebesar
Rp639.549.456.000,-. Oleh karena itu, diputuskan pada saat pembuatan perjanjian
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kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi bahwa target yang akan dicapai pada
tahun 2016 merupakan 50% dari target yang dicanangkan pada Rencana Strategis
2015-2019. Adapun sasaran dan indikator kinerja program untuk Tahun Anggaran
2016 berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah

sebagai berikut:

Tabel 6. Sasaran dan Indikator Proiram berdasar Per'ianiian Kiner'ia

Meningkatnya kapitalisasi konstruksi Peningkatan rasio kapitalisasi

1 . ; . . . 1,5%
oleh investor nasional konstruksi oleh investor nasional
Meningkatnya persentase BUJK yang | Persentase kenaikan BUJK menjadi

2 S e 9%
berkualifikasi besar berkualifikasi besar

3 Meningkatnya tertib penyelenggaraan | Persentase kenaikan tingkat tertib 4%
konstruksi penyelenggaraan konstruksi
Meningkatnya SDM penyedia jasa Persentase kenaikan SDM penyedia

4 ) i ) 2%
konstruksi yang kompeten jasa konstruksi yang kompeten

5 Meningkatnya kapitalisasi konstruksi Persentase kenaikan tingkat utilitas 1 50
oleh investor nasional produk unggulan 70

Sumber: Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (2016)

Pencapaian target program didukung oleh kegiatan-kegiatan yang ada di
lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Target pencapaian indikator kinerja
kegiatan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah target sekretariat dan setiap
direktorat yang ada di bawah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Adapun target
pencapaian indikator kinerja kegiatan seperti yang terdapat dalam Rencana
Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA 2015-2019
untuk pencapaian TA 2016 pada setiap direktorat dan sekretariat sesuai dengan

yang tertuang dalam PK masing-masing Unit Eselon Il adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Target Pencapaian Indikator Kinerja pada Rencana Strategis 2015-2019
INDIKATOR KINERJA L TARGET

DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR

Pengaturan pembinaan investasi infrastruktur 4 NSPK

1 [Jumlah Draft NSPK Pembinaan Investasi Infrastruktur 4 NSPK
Pemantauan dan evaluasi investasi infrastruktur dan Pengelolaan Risiko 4 Profil

1 [Jumlah profil pembinaan investasi infrastruktur dan pengelolaan risiko 4 Profil
Output Tambahan 13 Bulan

1 [Jumlah Layanan Perkantoran 13 Bulan

|

DIREKTORAT BINA PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
Pengaturan pembinaan penyelenggaraan konstruksi 7 NSPK

1 |[Jumlah draft NSPK pembinaan penyelenggaraan 7 NSPK
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INDIKATOR KINERJA TARGET \
Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan konstruksi | penyelenggaraan konstruksi Profil
1 [Jumlah profil pembinaan dan penyelenggaraan konstruksi 5 Profil
Output Tambahan 13 Bulan
1 |Jumlah Layanan Perkantoran 13 Bulan
|
DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA JASA KONSTRUKSI
Pengaturan pembinaan kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi 8 NSPK
1 |Jum|ah draft NSPK pembinaan kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi 8 NSPK
Pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi 8 Profil
1 [Jumlah profil pembinaan kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi 8 Profil
Output Tambahan 13 Bulan
1 [Jumlah Layanan Perkantoran 13 Bulan
|
DIREKTORAT BINA KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI
Pengaturan pembinaan kompetensi dan produktivitas kerja konstruksi 30 Draft NSPK
1 [Jumlah draft NSPK kompetensi dan produktivitas kerja konstruksi 30 Draft NSPK
Pemantauan dan evaluasi kompetensi dan produktivitas kerja konstruksi 3 Profil
1 [Jumlah profil kompetensi dan produktivitas kerja konstruksi 3 Profil
Output Tambahan 13 Bulan
1 [Jumlah Layanan Perkantoran 13 Bulan
I
DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI
Kerjasama dan pemberdayaan peningkatan kompetensi SDM konstruksi 1 Profil
1 |Jumlah profil kerjasama dna pemberdayaan peningkatan kompetensi SDM 1 Profil
konstruksi
Output Tambahan 13 Bulan
1 [Jumlah Layanan Perkantoran 13 Bulan
|
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
Layanan teknis dan administrasi pembinaan jasa konstruksi 5 Dokumen/Laporan
1 |[Jumlah layanan teknis dan administrasi pembinaan jasa konstruksi 5 Dokumen/Laporan
Output Tambahan 13 Bulan
1 [Jumlah Layanan Perkantoran 13 Bulan

Sumber: Rencana Strategis Kementerian PUPR (2015-2019)
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BAB 3
KAPASITAS ORGANISASI

3.1. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki total pegawai sebanyak 400

orang PNS dan 311 NON PNS yang tersebar dalam 6 Unit Eselon Il dan beberapa
balai di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Adapun detail pegawai pada

setiap unit adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Jumlah Peﬁawai DJBK ﬁer Unit Ker'|a

Setditjen Bina Konstruksi 61 26
Dit. Bina Investasi Infrastruktur 41 16
Dit. Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 47 12
Dit. Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi 45 21
Dit. Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi 43 42
Dit. Kerja Sama dan Pemberdayaan 33 12
Balai Material dan Peralatan Konstuksi 15 12
Balai Penerapan Teknologi Konstruksi 15 12
Balai Jasa Konstruksi Wilayah | Banda Aceh 14 12
Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1l Palembang 10 31
Balai Jasa Konstruksi Wilayah |ll Jakarta 8 25
Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya 29 27
Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin 12 14
Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar 13 15
Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura 14 34

TOTAL 400 311

Sumber: Data Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (2016)

Perbandingan PNS dan Non PNS
Per Unit Kerja

-
g
(=}
§
=
3
e i T T T T
\ - e Dit.Bina | Di:Bina | Dit.Bina | o o Balai | Balai BalaiJasa | Balai Jasa l BalaiJasa | Balailasa | Balailasa | Balailasa | Balailasa
Setditjen Dit. Bina Kelembagaan| Kompetensi e . i 5 z 5 ¥ i
Bina veetasi Penyelenggar HanGlrbar Sin Sama dan |Material dan| Penerapan | Konstruksi Konstruksi Konstruksi | Konstruksi Konstruksi Konstruksi | Konstruksi
Korstrukst. | InFrastruktur aan Jasa Bayalusa szduktivitar‘ Pemberdaya | Peralatan | Teknologi Wilayah | Wilayah Il | Wilayah Il | Wilayah IV | WilayahV | Wilayah VI | Wilayah Vil
‘ Konstruksi fes | ‘ an Konstuksi ‘ Konstruksi ‘Banda Aceh | Palembang Jakarta Surabaya | Banjarmasin| Makassar Jayapura
| Konstruksi | Konstruksi | | | | | | |
[wpns | &1 | a1 | a s | & | 3 | 15 | 15 | 1 | 1w | 8 | 3 | B | B 14
[mNoNPNS| 26 | 16 | 12 21 | 42 | 12 | 12 | 12 | 12 | = E A

1
Unit Kerja

= PNS mNON PNS

Sumber: Data Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (2016)

Diagram 2. Jumlah Pegawai DJBK Per Unit Kerja
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Berdasarkan golongan dan ruang, sebaran personil Direktorat Jenderal Bina

Konstruksi adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Jumlah Pegawai DIBK Berdasarkan Golongan dan Ruan

Sumber: Data Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (2016)

Jumlah Pegawai DJBK Berdasarkan
Golongan dan Ruang

W IV/E
m 1IV/D
m IV/C
1vV/B
m IV/A
u [lI/D
H llI/C
® lIl/B
m lII/A
m /D
mIi/C
= 1l/B
® /A
mi/C

Sumber: Data Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (2015)
Diagram 3. Jumlah Pegawai DJBK Berdasarkan Golongan dan Ruang

Jika dilihat dari sebaran golongan pegawai, sekitar 78% jumlah pegawai
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berada di golongan Il dengan rincian sebagai
berikut: golongan Ill/a sebanyak 40 orang (10%), golongan lll/b sebanyak 164 orang
(41%), golongan lll/c sebanyak 63 orang (16%) dan golongan lll/d sebanyak 44
orang (11%). Dominasi personil pada tingkat golongan ini, menunjukkan sumber
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daya Direktorat Jenderal Bina Konstruksi cukup untuk mendukung pencapaian

kinerja dari target yang telah direncanakan.

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebaran personil Direktorat Jenderal Bina

Konstruksi adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Jumlah Pegawai DIJBK Berdasarkan Tingkat Pendidikan
2 1 61 17 186 128 5

Sumber: Data Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (2016)

Jumlah Pegawai DJBK
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

® SD

mSLTP

mSLTA
SM/D-3

uS1/D4

®S2

mS3

Sumber: Data Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (2016)

Diagram 4. Jumlah Pegawai DJBK Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jika dilihat dari tingkat pendidikan pada tahun 2015, terjadi peningkatan
pegawai dengan tingkat pendidikan S1 dari 180 menjadi 186 orang. Jumlah saat ini,
hampir 80% dari total pegawai memiliki jenjang pendidikan SI/D4 dan S2, dimana

sebagian besar merupakan staf potensial yang dapat dikembangkan lagi.
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Sedangkan, staf pendukung dengan tingkat pendidikan SLTA adalah 61 orang atau

sekitar 15% dari total pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Berdasarkan jenis kelamin, sebaran personil Direktorat Jenderal Bina

Konstruksi adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Jumlah Pei;awai DJBK Berdasarkan Jenis Kelamin

Pria 246
Wanita 154
TOTAL 400

Sumber: Data Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (2016)

Jumlah Pegawai DJBK
Berdasarkan Jenis Kelamin

H Pria

M Wanita

Sumber: Data Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (2016)
Diagram 5. Jumlah Pegawai DJBK Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan diagram diatas, dapat dilihat bahwa mayoritas pegawai DJBK
adalah berjenis kelamin pria yaitu sebesar 61%. Adapun jumlah pegawai wanita di
lingkungan DJBK adalah sebesar 154 orang dengan persentase terhadap

keseluruhan adalah 39%.

Selain berdasarkan golongan dan ruang, tingkat pendidikan, dan jenis

kelamin, data pegawai berdasarkan pada usia juga dapat menjadi cerminan dari
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tingkat produktivitas yang dapat dicapai Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Berikut
merupakan sebaran pegawai Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berdasarkan usia:

Tabel 12. Jumlah Pegawai DIJBK Berdasarkan Usia
0 5 61 118 35 39 24 49 69 0

Sumber: Data Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (2016)

Jumlah Pegawai DJBK
Berdasarkan Usia

m<20
H20-25
® 26-30
31-35
B 36-40
m41-45
B 46-50
m51-54
W 55-60
B >60

Sumber: Data Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (2016)
Diagram 6. Jumlah Pegawai DJBK Berdasarkan Usia

Kelompok usia paling besar adalah pada rentang usia 31-35 tahun vyaitu
sebanyak 118 orang atau sekitar 30% dari total pegawai PNS di lingkungan
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Hal ini merupakan potensi Direktorat Jenderal
Bina Konstruksi dalam hal regenerasi di masa yang akan datang.
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Diagram 7. Diagram SDM vs Anggaran DJBK

Pada grafik di atas, dapat dilihat mengenai pola antara SDM Direktorat
Jenderal Bina Konstruksi dengan anggaran setiap tahunnya. Berdasarkan
perbandingan tersebut, dapat dilihat bahwa rasio pembebanan anggaran per orang
semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2014, rasio pembebanan adalah
pada angka 0,84. Sedangkan pada tahun 2015 menjadi 1,78. Hal ini menyebabkan
beban kerja di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi juga semakin tinggi sebagai
konsekuensi dari berubahnya struktur organisasi dan naiknya pagu anggaran pada
tahun 2015. Namun, pada tahun 2016 terjadi penurunan pagu anggaran sehingga
rasio pembebanan menjadi menurun hanya sekitar 1.68. Namun, hal tersebut tetap
diperberat dengan perubahan bentuk dari badan menjadi direktorat jenderal yang
menyebabkan tugas dan fungsi menjadi lebih besar. Dalam menangani tantangan
tersebut, penyusunan indikator kinerja individu telah diselaraskan dengan
indikator kinerja organisasi sehingga dapat terciptanya pelaksanaan kegiatan
yang efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan pengukuran outcome saja tanpa
pengendalian kinerja tidak akan mengkomunikasikan bagaimana outcome tersebut
dapat dicapai atau diperoleh. Salah satu metode pengukuran kinerja terintegrasi
adalah metode Balanced Scorecard. Balanced Scorecard adalah sekumpulan
ukuran kinerja yang mencakup 4 perspektif yaitu: perspektif keuangan, perspektif
pelanggan, perspektif proses internal dan perspektif pertumbuhan dan

pembelajaran. Keempat perspektif tersebut berkaitan antara satu dengan yang lain.
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Hubungan antara keempat perspektif digambarkan sebagai suatu kesatuan

sebagaimana digambarkan pada gambar sebagai berikut:

VISI DAN
STRATEGI

PERSPEKTIF DI UKUR DARI : UKURAN GENERIC

Keuangan nE:E:;m:I.nkaeﬂ::h:r:lva Tingkat pengembalian modal dan nilai tambah
poptimal ganyg ekonomis, tingkat efisiensi usaha

Pelanggan bagaimana memuaskan Kepuasan pelanggan, retensi, pangsa pasar, dan
pelanggan kemampuan menarik pelanggan baru,

Proses Internal bagaimana proses kerja di Inovasi, mutu, pelayanan purna jual, efisiensi
dalam organisasi biaya produksi dan pengenalan produk baru
Pertumbuhan bagaimana organisasi Kemampuan pekerja, kepuasan pekerja,
dan_ berinovasi dan terus ketersediaan sistem informasi serta kinerja
pembelajaran tumbuh dan berkembang kelompok (Human Capital)

Gambar 2. Hubungan Empat Perspektif Balanced Scorecard

Indikator Kinerja Individu diukur menggunakan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
Dalam kegiatan pengumpulan dan merekap SKP seluruh pegawai di lingkungan
Ditien Bina Konstruksi telah menggunakan sistem aplikasi yang terintegrasi
langsung mulai dari inputing hingga pada penilaian SKP di akhir tahun. Sistem
aplikasi tersebut mempermudah dalam penghitungan sekaligus menjadi database
kinerja setiap individu di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi sehingga pelaksanaan
monitoring kinerja individu dapat dilaksanakan dengan waktu yang lebih singkat.
Adapun salah satu contoh indikator kinerja individu di lingkungan Ditjen Bina

Konstruksi adalah sebagai berikut:
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Gambar 3. Contoh Sasaran Kerja Pegawai Ditjen Bina Konstruksi

Jika tidak terjadi penambahan SDM pada tahun-tahun berikutnya, diperkirakan pada
tahun 2019 rasio pembebanan dapat menjadi 3,91. Hal ini berdampak kepada
besarnya beban kerja pada masing-masing pegawai di lingkungan Direktorat
Jenderal Bina Konstruksi. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan terkait
peningkatan kapasitas SDM agar dapat menunjang kinerja Ditjen Bina Konstruksi

yang semakin strategis.

3.2. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan Prasarana Direktorat Jenderal Bina Konstruksi meliputi semua
Barang Milik Negara (BMN) yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau
berasal dari perolehan lainnya yang sah. Yang dimaksud dengan perolehan lainnya
yang sah antara lain:

v' Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
v' Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;

v Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
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v' Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

ketentuan hukum tetap.

Klasifikasi BMN berdasarkan KepMenKeu No. 532/KM.6/2015 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010
tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara dapat dilihat pada
gambar di bawabh ini:
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Sumber: Bagian Keuangan dan Umum (2016)
Bagan 2. Pemetaan Klasifikasi Barang Milik Negara

Salah satu aset sarana yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
adalah bangunan kantor yang digunakan selama ini. Adapun luasan bangunan dan

tanah keseluruhan aset Direktorat Jenderal Bina Konstruksi tertera pada tabel di

bawah ini:

Tabel 13. Luas Tanah dan Bangunan Kantor Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Sekretariat Direktorat Jenderal Bina

1 Konstruksi 1.428 939.8 Gedung Utama

> Direktorat Bina Investasi 1.428 814,7 Keme_nterlan
Infrastruktur Pekerjaan Umum
Direktorat Bina Penyelenggaraan dan Perumahan

3 Jasa Konstruksi 1.428 814,7 Rakyat
Direktorat Bina Kelembagaan dan

4 Sumber Daya Jasa Konstruksi 1.428 675

5 Direktorat Bina Kompetensi dan i 316 Tanah milik Diklat
Produktivitas Konstruksi Sekjen PUPR
Direktorat Kerja Sama & Pinjam Pakai

6 Pemberdayaan 802 802 Ditjen Bina Marga
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Balai Penerapan Teknologi Pinjam Pakai Dit.
! Konstruksi 21.744 240 BKPK
g | Balai Material dan Peralatan 53.760 2304 | Milik Sendir
Konstruksi
Balai Jasa Konstruksi Wil | Banda Hak Pakai
9 Aceh 7500 756 UNSYIAH
10 Balai Jasa Konstruksi Wil Il 5345 805,77 Milik Pemprov
Palembang Sumsel
11 | Balai Jasa Konstruksi Wil IV 20.000 1195 | Milik Sendir
Surabaya
Balai Jasa Konstruksi Wil V Pinjam Pakai
12 Banjarmasin 2100 612 Ditien. SDA
. - Tanah Pinjam
13 Balai Jasa Konstruksi Wil VI 15.000 1073 Pakai Pemprov
Makasar
Sulsel
14 Balai Jasa Konstruksi Wil VII 6.000 3.955 P|_r!Jam P_akal
Jayapura Ditjen. Bina Marga
15 Manajemen dan Pengendalian 2116 90 Pinjam Pakai
Pembinaan Jasa Konstruksi Daerah ' Wisma Karya

Sumber: Bagian Keuangan dan Umum (2016)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa aset tanah dan bangunan yang
merupakan milik Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah yang saat ini ditempati
oleh Balai Material dan Peralatan Konstruksi dan Balai Pembinaan Konstruksi
Wilayah IV Surabaya dengan luas tanah total 73.760 m? dan luas bangunan 3.499
m?2 . Adapun luas bangunan dan tanah milik Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat dan diurus oleh Biro Umum masing-masing seluas 3.244,2 m?
dan 5.712 m? . Sebagian besar unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina
Konstruksi terutama yang berdomisili di daerah, masih meminjam-pakai tanah dan
bangunan milik unit kerja lain seperti milik Direktorat Jenderal Bina Marga,
Universitas Syiah Kuala, Pusdiklat PU, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan
Wisma Karya dengan total luas bangunan 7.528 m? dan luas tanah 60.607 m?Z.
Dapat disimpulkan bahwa lebih dari 52% luas bangunan yang ditempati unit kerja
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi masih dalam status pinjam-pakai.

Selain bangunan, sarana lain yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bina
Konstruksi adalah aset pelatihan, dan pembinaan konstruksi. Adapun sebaran
neraca aset yang dimiliki Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berdasarkan Satuan

Kerja per tanggal 30 Juni 2015 dapat dilihat pada diagram di bawabh ini:
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Sumber: Bagian Keuangan dan Umum, 2015
Diagram 8. Sebaran Neraca Aset Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Dapat dilihat bahwa sebaran nilai aset paling besar berada di Balai Peralatan

Konstruksi. Hal ini dikarenakan tugas balai tersebut untuk melaksanakan bimbingan

teknis, pelatihan keterampilan dan keahlian teknik konstruksi sehingga perlu

menyelenggarakan fungsi dalam penyiapan sarana dan prasarana kegiatan

pelatihan konstruksi.

Dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana di Direktorat Jenderal Bina

Konstruksi, terdapat beberapa permasalahan dalam penatausahaan Barang Milik

Negara (BMN) para periode tahun 2015 ini. Permasalahan tersebut antara lain:

1.

Terdapat beberapa unit Kendaraan Dinas Bermotor (KDO) dalam kondisi rusak

berat namun belum selesai proses penghapusan.

. Terdapat 2 unit Kendaraan Dinas Bermotor (KDO) yang digunakan oleh pegawai

non aktif (pensiunan) dan pegawai diluar Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.
Temuan BPK terhadap laporan keuangan Kementerian Pekerjaan Umum pada
tahun 2015 terdapat bukti penggunaan aset tanah oleh pegawai dan pensiunan
tanpa didukung oleh bukti-bukti penggunaan yang sah.

Terdapat beberapa bangunan gedung milik Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
yang dibangun di atas tanah milik Satminkal lain.

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) yang harus

terkoneksi dengan internet sehingga tidak terintegrasi dengan aplikasi SAIBA.
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3.3. DIPA

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang pada awal Tahun 2016 mendapat
alokasi sebesar Rp681.971.765.000,-, akan tetapi melalui APBN-Perubahan pada
bulan Juli terbit Inpres No. 4 Tahun 2016 tentang langkah-Langkah Penghematan
dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan APBN
TA 2016 mengalami perubahan menjadi Rp633.571.765.000,-. Lalu, pada bulan
September 2016 terbit Inpres No. 8 Tahun 2016 sehingga Direktorat Jenderal Bina
Konstruksi melaksanakan penghematan (self-blocking) sebesar Rp12M dalam pagu
akhir TA 2016. Pada bulan November, terdapat revisi penambahan Gaji Tunjangan
Kinerja sebesar Rp5,98M yang membuat pagu akhir Direktorat Jenderal Bina
Konstruksi adalah Rp639.549.456.000,-. Adapun rincian alokasi anggaran masing-
masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah sebagai
berikut:

Tabel 14. Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2016

1 Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 102.819.128
2 Direktorat Bina Investasi Infrastruktur 31.330.563
3 Direktorat Bina Penvelenaaaraan Jasa Konstruksi 37.497.322
4 Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Dava Jasa Konstruksi 36.353.995
5 Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi 37.618.269
6 Direktorat Keria Sama dan Pemberdavaan Jasa Konstruksi 35.421.471
7 Balai Jasa Konstruksi Wilavah | Banda Aceh 37.498.285
8 Balai Jasa Konstruksi Wilavah Il Palembana 19.140.992
9 Balai Jasa Konstruksi Wilavah 11l Jakarta 27.977.088
10 | Balai Jasa Konstruksi Wilavah IV Surabava 53.331.061
11 | Balai Jasa Konstruksi Wilavah V Baniarmasin 26.071.854
12 | Balai Jasa Konstruksi Wilavah VI Makassar 26.427.644
13 | Balai Jasa Konstruksi Wilavah VIl Javapura 21.941.737
14 | Balai Penerapan Teknoloai Konstruksi 15.239.382
15 | Balai Material dan Peralatan Konstruksi 67.937.266
16 | Manaiemen dan penaendalian Pembinaan Jasa Konstruksi Daerah 53.277.521
17 | Pelaksana Pemberdavaan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi DI Yoavakarta 3.495.289
18 | Pelaksana Pemberdavaan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Kalimantan Timur 3.178.409
19 | Pelaksana Pemberdavaan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2.992.180

TOTAL 639.549.456

Sumber: Perjanjian Kinerja Unit Kerja Eselon Il dan Satker DJBK, 2016
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Dapat dilihat pada diagram di bawah ini bahwa satuan kerja Eselon Il dengan pagu
terbesar adalah Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Hal ini dikarenakan
pagu tersebut termasuk didalamnya adalah Gaji Pegawai unit kerja yang berlokasi di
Jakarta. Sedangkan, pagu terkecil adalah oleh Pelaksana Pemberdayaan Jasa

Konstruksi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Rp120,000,000

[ Sekretariat Direktorat Jenderal Bina
Konstruksi

M Direktorat Bina Investasi Infrastruktur
Rp100,000,000

@ Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi

Rp80,000,000 [ Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber
Daya Jasa Konstruksi

M Direktorat Bina Kompetensi dan
Produktivitas Konstruksi

Rp60,000,000 M Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan
Jasa Konstruksi

Pagu DIPA (Rp)

M Balai Jasa Konstruksi Wilayah | Banda Aceh

Rp40,000,000 . s
M Balai Jasa Konstruksi Wilayah Il Palembang

B Balai Jasa Konstruksi Wilayah Il Jakarta

Rp20,000,000
M Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya

| ‘ ‘ B B Balai Jasa Konstruksi Wilayah V
RpO Banjarmasin
Unit Kerja

Sumber: Perjanjian Kinerja Unit Kerja Eselon Il dan Satker DJBK (2016)
Diagram 9. Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2016
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BAB 4
AKUNTABILITAS KINERJA

4.1 CAPAIAN KINERJA

Tahun 2016 merupakan tahun kedua dalam penggunaan Rencana Strategis
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun 2015-2019. Tahun kedua pelaksanaan
diharapkan dapat lebih baik dan tetap konsisten terhadap pencapaian di Tahun
2016.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang pada dasarnya adalah
instrumen yang digunakan oleh setiap instansi pemerintah dalam memenuhi
kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu
kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja,
dan pelaporan kinerja. Penyimpulan atas pelaporan akuntabilitas kinerja instansi
dilakukan dengan menjumlahkan komponen-komponen dengan kategori sebagai
berikut:

Tabel 15. Range Pengukuran Kinerja

No | Nilai kinerja Kategori Interpretasi

1 >85-100 AA

2 >75-85 A

3 >65-75 B Baik, perlu sedikit perbaikan

4 >50-65 CcC

5 >30-50 C Agak kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk
perubahan yang mendasar

6 0-30 D

Sumber: e-monitoring.pu.go.id (2016)
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Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya adalah
instrumen yang digunakan oleh setiap instansi pemerintah dalam memenuhi
kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu
kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja,
dan pelaporan kinerja. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada tahun 2016 memiliki
5 (lima) sasaran program dengan 5 (lima) outcome. Setiap indikator kinerja outcome
tersebut, telah ditetapkan target kinerja masing-masing pada Perjanjian Kinerja
Tahun 2016 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Adapun pencapaian kinerja
dilakukan dengan menghitung persentase realisasi dibandingkan dengan target
pada tahun 2016.

Capaian kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, dihitung berdasar
kepada rumus perhitungan sebagai berikut:

Keterangan:

a = Manajemen

p1 = Substansi Direktorat

Y = Kerja Sama dan Pemberdayaan

64 = Outcome 1 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Masing-masing komponen dalam rumus pencapaian kinerja Direktorat
jenderal Bina Konstruksi memiliki bobotnya masing-masing, dengan penjabaran
sebagai berikut:

Manajemen = 30%
Substansi Direktorat =20%
Kerja Sama dan pemberdayaan =50%

Sehingga, dapat diketahui pencapaian target masing-masing outcome
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada tahun anggaran 2016 adalah sebagai
berikut:
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A. KOMPONEN MANAJEMEN ()

Dukungan komponen manajemen terhadap pencapaian target outcome yang
dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah dukungan
pelayanan teknis dan administrasi pembinaan jasa konstruksi Komponen
manajemen berperan sebesar 30% dalam mendukung terealisasinya target
outcome Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Perencanaan strategis di tahun
kedua menjadi cerminan keberlanjutan kinerja Direktorat Jenderal Bina
Konstruksi dalam melakukan kegiatan bertujuan untuk merealisasikan seluruh
target outcome Ditjen Bina Konstruksi. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina
Konstruksi sebagai penanggungjawab utama dalam komponen manajemen ini
menghadapi perubahan organisasi yang berdampak pada berubahnya seluruh
tugas dan fungsi organisasi, dan juga harus menghadapi permasalahan
kurangnya SDM dalam memenuhi struktur organisasi yang baru. Direktorat
Jenderal Bina Konstruksi memiliki nilai-nilai organisasi, KITA (Kompetensi,
Integritas, Transparasi, dan Akuntabilitas) yang perlu dimiliki oleh setiap insan
Ditjen Bina Konstruksi. Setiap insan Ditjen Bina Konstruksi diharapkan memiliki
kompetensi yang baik sesuai dengan tugas dan fungsinya dan aktif dalam
meningkatkan kemampuan yang telah dimiliki, memiliki integritas tinggi dalam
setiap lakunya, menjaga prinsip transparasi dalam melaksanakan kegiatan dan
penggunaan anggaran, serta mampu mempertanggungjawabkan atas segala
sesuatu yang telah dilaksanakan. Penanaman nilai organisasi tersebut perlu
terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas setiap insan Ditjen Bina Konstruksi.
Hal ini mengingat bahwa Ditjen Bina Konstruksi memiliki andil besar terhadap
keberlangsungan dunia konstruksi di Indonesia yang menghadapi banyak
tantangan, salah satunya adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah
dimulai sejak awal tahun 2016. Dengan dukungan SDM yang berkualitas tangguh
dan bermartabat, Ditjen Bina Konstruksi akan mampu membangun dunia
konstruksi di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Selain itu, untuk meningkatkan
sistem manajemen di bidang administrasi, pada tahun 2016 telah dimulai
penyelenggaraan sistem e-office . E-office merupakan sistem tata naskah dinas
yang diintegrasikan secara elektronik dengan sistem online yang selama ini
dilakukan secara manual dengan menggunakan kertas. Sistem tersebut ditujukan
untuk meningkatkan kemudahan dalam me-record naskah dinas, mempermudah

pencarian dan mengaksesan naskah dinas dimana saja dan kapan saja,
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No

(e RNe)] e

mengurangi kebutuhan tempat dan sarana untuk menyimpan naskah dinas, dan
mengurangi penggunaan kertas dan energy untuk mendukung program go
green. Sistem e-office baru diaplikasikan pada tahun 2016 sehingga dibutuhkan
adanya dukungan peralatan dan sumber daya manusia yang mampu
menjalankan sistem tersebut. Diharapkan dengan sistem e-office tersebut dapat
mempermudah sekaligus mempercepat penyampaian dan penerimaan naskah

dinas di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi.

Selain itu, melalui aplikasi e-monitoring.pu.go.id dapat dimonitor pencapaian
kegiatan setiap waktu dan dilaporkan melalui Laporan Monev Kinerja. Output di
dalam komponen Manajemen selalu dipantau dan dievaluasi setiap bulanan
dengan hasil akhir secara keseluruhan masuk dalam kategori AA
(memuaskan). Hasil capaian output berdasarkan e-monitoring.pu.go.id dapat
dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 17. Capaian Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan
Administrasi dalam e-monitoring.pu.go.id

Bulan Desember

Program/Kegiatan/Output Target Keuangan Fisik
RN RL RN RL | Kinerja
Penyelenggaraan Pelayanan Teknis 100,00 95,61 100,00, 99,78
dan Administrasi

Layanan Teknis dan Administrasi 4,00 100,00 97,28 | 100,00
Pembinaan Jasa Konstruksi Dokumen/Laporan ‘

Pelaporan secara Elektronik (e-

por 2,00 Laporan 100,00 90,92 | 100,00
Monitoring)

Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan | 100,00 | 94,55 | 100,00 --
Perang_kat I_:‘engolah Data dan 196,00 Unit 100,00 99,50 | 100,00

Komunikasi |
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 127,00 Unit | 100,00 98,29 100,00 /200,00 |EGGIGE
Gedung/Bangunan 2.316,00 M2 | 100,00 88,46 100,00 200,00 J0EI0E

Sumber: e-monitoring.pu.go.id (20 Januari 2017)

Dengan melihat realisasi output pada komponen manajemen (a) yang dilihat
melalui capaian Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi
memiliki rata-rata 99,78% dan seluruh output tersebut dapat mendukung
peningkatan akuntabilitas kinerja dari 76,32% menjadi 78,87%, maka komponen

manajemen dapat dikatakan tercapai 100%.
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Output dari kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi yang

merupakan

komponen manajemen dari

pencapaian

kinerja  dimonitor

pencapaiannya setiap bulan yang dapat dilihat melalui Laporan Monev Kinerja

Bulanan. Adapun output tersebut merupakan tanggungjawab dari Sekretariat

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang dapat dilihat pencapaiannya melalui

capaian Perjanjian Kinerja TA 2016 sebagai berikut:

Tabel 18. Capaian PK Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2016

100 ‘

Layanan Teknis dan Administrasi 4 4 Dokumen
Pembinaan Jasa Konstruksi
1 | Dokumen Perencanaan,
Program dan Anggaran, dan 1 1 Dokumen
Laporan Evaluasi Kinerja
2 | Layanan Mutasi Pegawai,
Pengembangan Pegawai dan 1 1 Dokumen
Penyelenggaraan Ortala
Penyelenggaraan 3 ) ovanan Akuntansi Keuangan,
Pelayanan Teknis Pengelolaan BMN, Umum ‘
Dan Administrasi Rumah Tangga dan 1 1 Dokumen
Pembinaan Jgsa Perlengkapan
Konstruksi 4 | Layanan Hukum, Informasi 1 1 Dok
dan Komunikasi Publik oxumen
Pelaporan secara Elektronik 1
(E-Monitoring) 1 Laporan
Layanan Perkantoran 12 12 Bulan
Layanan
Perangkat F_’engolah Data dan 15 15 Unit
Komunikasi
Kerja Sama dan Kerja Sama dan Pemberdayaan
P Kompetensi dan Produktivitas 1 1 Profil
emberdayaan K ;
onstruksi

Sumber: LaKIP Sekretariat Ditjen Bina Konstruksi

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa seluruh indikator kinerja di Sekretariat

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah tercapai 100%.

Khusus untuk pencapaian target outcome, komponen manajemen berperan

sebagai berikut:

1. Merumuskan target outcome 1 sampai 5 untuk 5 tahun kedepan;

Mengawal penganggaran dalam rangka pencapaian target outcome;

3. Mengembangkan SDM Ditjen Bina Konstruksi sebagai internalisasi konsep
REVOLUSI MENTAL;
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4. Memberikan advokasi kepada setiap direktorat dan balai dalam rangka
peningkatan akuntabilitas kinerja; dan
5. Melaksanakan publikasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal

Bina Konstruksi.

Komponen Manajemen di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki
sebuah target yang disebut sebagai “Dukungan Manajemen Terhadap
Pencapaian Outcome Ditjen Bina Konstruksi” dengan indikator kinerja
“Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Bina Konstruksi”. Target beserta
realisasinya di dalam komponen manajemen ini atau bisa juga disebut sebagai

outcome antara adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Target Outcome Antara Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

OUTCOME KOMPONEN
NO MANAJEMEN INDIKATOR KINERJA | BASELINE | REALISASI
(OUTCOME ANTARA)
1 Dukungan Manajemen Terhadap Meningkatnya Nilai
Pencapaian Outcome Ditjen Bina Akuntabilitas Kinerja 76,32% 78,87%
Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi

Sumber: Bagian Perencanaan dan Evaluasi (2015-2016)

Pencapaian kinerja manajemen dirangkum dalam Laporan Kinerja Direktorat
Jenderal Bina Konstruksi. Laporan Kinerja berisikan rencana dan capaian
organisasi selama 1 tahun yang kemudian dinilai oleh Inspektorat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasar kepada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.
12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan penilaian komponen sebagaimana dinyatakan dalam tersebut,
maka Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2014 dan TA
2015 masing-masing dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Terdapat kenaikan
nilai LKIP Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebesar 2,55% dengan rincian

seperti tertuang pada tabel di bawabh ini:
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Tabel 20. Perbandingan Nilai LaKIP TA 2014 dan TA 2015 Ditjen Bina Konstruksi

1. | Perencanaan Kinerja 30 % 29,89 % 24,42 %
2. Pengukuran Kinerja 25 % 14,56 % 17,59 %
3. Pelaporan Kinerja 15% 12,22 % 11,29 %
4 Eval i Ki . 10 % 4.23 % (tidak dilakukan penilaian untuk unit Eselon |, hanya
: valuasl kinerja 0 ! 0 untuk tingkat Kementrian)
5. Capaian Kinerja 20 % 15,42 % 17,69 %
Jumlah 100 % 100 % 76,32 %

Sumber: Kertas Kerja Evaluasi TA 2014-2015

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa terjadi peningkatan nilai sebesar 2,16%
dari TA 2013. Peningkatan nilai tersebut berasal dari peningkatan nilai pada
komponen pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Hal ini
merupakan kontribusi Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi beserta
UPT dibawahnya sebanyak 30% dalam setiap pencapaian outcome Direktorat

Jenderal Bina Konstruksi.

B. KOMPONEN KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN (y)

Komponen kerja sama dan pemberdayaan dalam rangka pencapaian
outcome Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dilaksanakan oleh Direktorat Kerja
Sama dan Pemberdayaan. Direktorat Kerja Sama dan berkontribusi terhadap
pencapaian outcome Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dengan bobot
sebanyak 50%. Dalam pelaksanaannya, Direktorat Kerja Sama dan
Pemberdayaan dibantu oleh balai-balai wilayah melaksanakan kegiatan pelatihan
dan pemberdayaan dengan tujuan dalam meningkatkan jumlah tenaga kerja
konstruksi yang berkompeten. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka
pencapaian outcome Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Adapun output yang mendukung komponen manajemen dipantau per bulan
dengan capaian kinerja di bulan Desember dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 21. Capaian Kegiatan Kerjasama dan Pemberdayaan dalam e-
monitoring.pu.go.id

Bulan Desember

No Program/Kegiatan/Output Target Keuangan Fisik

RN RL RN RL |Kinerja
6 | Kerjasama dan Pemberdayaan 100,00 84,30|100,00| 98,05 -
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No

36

37

38

39

40

41

Bulan Desember

Program/Kegiatan/Output Target Keuangan Fisik
RN RL RN RL |Kinerja
Kerja Sama dan Pemberdayaan 100,00 84,05 |100,00
Kompetensi dan Produktivitas 67,00 Profil
Konstruksi

Layanan Manajemen 7,00 100,00 /87,89 100,00
Dokumen/Laporan ‘

Pela_por_an secara Elektronik (e- 11,00 Laporan 100,0079,70|100,00

Monitoring) ‘

Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan |100,00/85,57 |100,00 [100,00 60168
Perang_kat I_Dengolah Data dan 139,00 Unit 100,00 90,10 (100,00

Komunikasi

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 83,00 Unit 100,00 | 0,00 100,00 --

Sumber: emonitoring.pu.go.id (Status data 20 Januari 2017)

Output di dalam Kegiatan Kerjasama dan Pemberdayaan selalu dipantau
dan dievaluasi setiap bulanann dengan hasil akhir secara keseluruhan
masuk dalam kategori AA (memuaskan). Berdasarkan realisasi output pada
komponen kerja sama (y) yaitu rata-rata 98,05% dan seluruh output tersebut
yang mendukung peningkatan pencapaian outcome dari segi kerja sama.
Terdapat output yang dibawah target yaitu berupa pengadaan perangkat
pengolah data dan komunikasi serta output peralatan dan fasilitas perkantoran.
Hal tersebut dikarenakan adanya kendala berupa kesalahan akun penarikan,
kendala pengadaan dengan menggunakan e-catalog, dan terdapat beberapa
item yang belum dapat dilakukan pengadaannya dikarenakan belum ada surat
penghapusan aset BMN. Namun hal tersebut tidak signifikan terhadap
pencapaian kinerja kerja sama. Maka komponen kerja sama dapat dikatakan
tercapai 100% dalam mendukung pencapaian outcome Direktorat Jenderal Bina
Konstruksi.

Output dari kegiatan Kerjasama dan Pemberdayaan yang merupakan komponen
kerjasama dari pencapaian kinerja dimonitor pencapaiannya setiap bulan yang
dapat dilihat melalui Laporan Monev Kinerja Bulanan. Adapun output tersebut
merupakan tanggungjawab dari Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan yang
dapat dilihat pencapaiannya melalui capaian Perjanjian Kinerja TA 2016 sebagai

berikut:
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Kerja Sama dan Pemberdayaan i
Kompetensi dan Produktivitas 4 4 Profil 100
Konstruksi
1 | Terlaksananya Kerja Sama
Kompetensi dan Produktivitas 1 1 Profil 100
Konstruksi
2 | Terlaksananya Pemberdayaan
Kompetensi dan Produktivitas 1 1 Profil 100
Konstruksi Wilayah |
. 3 | Terlaksananya Pemberdayaan
Kerjasama dan Kompetensi dan Produktivitas 1 1 Profil 100
Pemberdayaan Konstruksi Wilayah II
4 | Terlaksananya Pemberdayaan
Kompetensi dan Produktivitas 1 1 Profil 100
Konstruksi Wilayah IlI
Layanan Manajemen 1 1 Dokumen | 100 -
Layanan Perkantoran 12 12 Bulan 100 -
Layanan
Perangkat Pengolah Data dan 139 25 Unit 54.0 -
Komunikasi
Peralatan dan Fasilitas 83 0 Unit 0 -
Perkantoran

Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan telah melakukan beberapa kerja
sama terkait dengan kegiatan dalam rangka pencapaian outcome Direktorat
Jenderal Bina Konstruksi. Kerja sama tersebut diinisiasi bersama badan usaha
jasa konstruksi, asosiasi profesi, institusi pendidikan, pekerja dan ahli konstruksi
serta para stakeholder lain di bidang pembinaan konstruksi. Salah satu tujuan
dari kegiatan tersebut adalam untuk membangun ikatan kerja sama dengan
stakeholders agar tercipta hubungan yang erat sehingga stakeholders dapat
berkontribusi nyata dalam pelaksanaan percepatan sertifikasi kompetensi. Dalam
menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan
selalu mendorong dan berupaya mewujudkan kebutuhan tenaga kerja yang
memiliki kualitas dan kompeten di bidang jasa konstruksi melalui bimbingan dan
fasilitasi teknis sehingga capaian infrastruktur yang dibangun dapat
dipertanggungjawabkan secara teknis dan berkelanjutan. Kegiatan fasilitasi
teknis tersebut disusun dalam suatu kegiatan Program Kerja Sama Konstruksi,
yang memungkinkan keterlibatan pemangku kepentingan bekerja sama dengan

stakeholders dari Negara lain.
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KOMPONEN SUBSTANSI DIREKTORAT (1 — Bs)

Komponen substansi direktorat didukung oleh empat direktorat yang berada
di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yaitu: Direktorat Bina Investasi
Infrastruktur, Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Direktorat Bina
Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi dan Direktorat Bina
Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi. Selain itu, pelaksanaan kegiatannya
juga didukung oleh kegiatan balai-balai yang ada di lingkungan Direktorat
Jenderal Bina Konstruksi. Output yang mendukung komponen substansi
direktorat (B; — Bs) juga dipantau berkala dengan capaian kinerja berdasarkan
kategori pada tabel 13, sebagai berikut::

Tabel 22. Capaian Output Kegiatan Substansi pada emonitoring.pu.go.id

Bulan Desember

Program/Kegiatan/Output Target Keuangan Fisik
RN RL RN RL |Kinerja

Pembinaan Kelembagaan dan 100,00 84,06|100,00 | 95,18

Sistem Konstruksi

Pengaturan Pembinaan _ 5.00 Draft NSPK 100,00| 96,55/100,00

Kelembagaan Jasa Konstruksi ‘

Pemantauan dan Evaluasi ' 100,00 | 63,43/100,00 |

. 12,00 Profil

Kelembagaan Jasa Konstruksi

Pengaturan Pembinaan Sumber 4.00 Draft NSPK 100,00| 99,41 /100,00

Daya Jasa Konstruksi ‘

Pemantauan dan Evaluasi Sumber ' 100,00 | 99,44 /100,00 |
) 4,00 Profil

Daya Jasa Konstruksi ‘

. 1,00 100,00| 99,19|100,00
Layanan Manajemen
Dokumen/Laporan ‘

Pelaporan secara Elektronik (e- 100,00 92,77|100,00

e 1,00 Laporan
Monitoring) ‘
Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan (100,00 99,73|100,00 --
Perangkat Pengolah Data dan 40,00 Unit | 100.00| 99,94 100,00 --
Komunikasi ‘
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 10,00 Unit 100,00 | 95,92/100,00 --
Pembinaan Penyelenggaraan 100,00 92,81/100,00, 98,92
Konstruksi

Pengaturan Pembinaan

. 8.00 Draft NSPK 100,00| 93,24|100,00
Penyelenggaraan Konstruksi ‘
Pemantauan dan Evaluasi ' 100,00 91,85/100,00 |
. 17,00 Profil
Penyelenggaraan Konstruksi ‘

. 1,00 100,00 | 99,70/100,00
Layanan Manajemen
Dokumen/Laporan ‘
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Bulan Desember
No Program/Kegiatan/Output Target Keuangan Fisik
RN  RL RN RL Kinerja
19 Pela_por_an secara Elektronik (e- 1,00 Laporan 100,00 11,81/100,00
Monitoring)
20 |Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan |100,00 | 88,15 100,00 [100,00 JEGEISE
21 Perang_kat I_Dengolah Data dan 20,00 Unit 100,00 100,00 100,00
Komunikasi
22 |Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1,00 Unit 100,00 100,00 100,00 160,00 JEBEIGE
4 |Pembinaan Investasi Konstruksi 100,00 95,63 100,00 100,00 -\
23 Pengaturan Pembinaan Investasi 5.00 Draft NSPK 100,00| 98,39/100,00
Infrastruktur
Pemantauan dan Evaluasi Investasi ' 100,00 | 95,61 /100,00
24 Infrastruktur dan Pengelolaan Risiko 11,00 Profil --
. 1,00 100,00| 84,07 100,00
25 |Layanan Manajemen
Dokumen/Laporan
26 Pela_por_an secara Elektronik (e- 1,00 Laporan 100,00 99,84 /100,00
Monitoring)
27 |Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan [100,00| 99,79 /100,00 [160,00 [S0I68
o8 Perang_kat I_Dengolah Data dan 15,00 Unit 100,00 99,88/100,00
Komunikasi
Pembinaan Kompetensi dan 100,00| 97,12 /100,00 100,00
5 |Produktivitas Sumber Daya
Konstruksi
29 Pengaturan .P.embmagn Kompeter_15| 31,00 Draft NSPK 100,00 97,34 /100,00
dan Produktivitas Kerja Konstruksi
Pemantauan dan Evaluasi 100,00 | 95,65/100,00
30 |Kompetensi dan Produktivitas Kerja 12,00 Profil
Konstruksi
. 1,00 100,00| 98,34 /100,00
31 |Layanan Manajemen
Dokumen/Laporan
32 Pela_por_an secara Elektronik (e- 1,00 Laporan 100,00 93,65/100,00
Monitoring)
33 |Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan |100,00| 99,35 100,00 16000/ JEBBI08
34 Perang_kat I_Dengolah Data dan 1,00 Unit 100,00 | 99,89/100,00
Komunikasi
35 |Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1,00 Unit  [100,00| 99,91 100,00 [160,00 JHBEISE

Sumber: emonitoring.pu.go.id (Status data 20 Januari 2017)

Realisasi output pembinaan kelembagaan dan sistem konstruksi (8, dan Bs)

mencapai 95,18% dengan kategori AA (Sangat Baik) berdasar kepada tabel 21.

Jika dilihat, hanya terdapat 1 output yang capaiannya tidak 100% yaitu Output

Pemantauan dan Evaluasi Kelembagaan Jasa Konstruksi.

Ketidaktercapaian

output tersebut jika dirunut per satker merupakan akumulasi dari dua satker yang

outputnya tidak 100% seperti Balai Jasa Konstruksi Wilayah 11l Jakarta (79,71%)
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dan Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya (52,62%). Output pada kegiatan
pembinaan kelembagaan dan sistem konstruksi secara keseluruhan mendukung

pencapaian outcome 2 dan 5.

Realisasi output pembinaan penyelenggaraan konstruksi (B3) mencapai
98,92% dengan kategori AA (Memuaskan) berdasar kepada tabel 21.
Pencapaian tersebut didukung oleh beberapa output yang mencapai 100% dan
hanya ada 1 output dibawah 100% yaitu Pengaturan Pembinaan
Penyelenggaraan. Output pada kegiatan penyelenggaraan konstruksi secara

keseluruhan mendukung pencapaian outcome 3.

Realisasi output pembinaan investasi konstruksi (3;) mencapai 100% dengan
kategori AA (Memuaskan) berdasar kepada tabel 21 . Pencapaian ini didukung
oleh pencapaian seluruh output yang juga 100%. Output pada kegiatan
penyelenggaraan konstruksi secara keseluruhan mendukung pencapaian

outcome 1.

Realisasi output pembinaan kompetensi dan produktivitas sumber daya
konstruksi (B,) mencapai 100% dengan kategori AA (Memuaskan) berdasar
kepada tabel 21 dan seluruh output tersebut mendukung pencapaian target
kinerja pembinaan konstruksi pada outcome 4.

D. CAPAIAN OUTCOME DJBK (8; — 85)

Pencapaian outcome Direktorat Jenderal Bina Konstruksi secara substansi
didukung oleh setiap Direktorat sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada
dibawahnya, antara lain Direktorat Bina Investasi Infrastruktur, Direktorat Bina
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber
Daya Jasa Konstruksi, dan Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas
Konstruksi. Selain itu, terdapat pula kegiatan-kegiatan yang tersebar di seluruh
balai di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi yang mendukung pencapaian outcome
melalui output kegiatan yang dilaksanakannya. Pengukuran komponen substansi

direktorat merupakan cara untuk mengukur realisasi indikator kinerja sasaran
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yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Adapun penjabaran pencapaian outcome
berdasarkan sasaran program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dijabarkan

sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kapitalisasi Konstruksi oleh Investor Nasional (8;)
Capaian kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk outcome 1,
dihitung berdasar kepada rumus perhitungan sebagai berikut:

a+pi+y=296;
Keterangan:
a = Manajemen
B, = Substansi Direktorat
y = Kerja Sama dan Pemberdayaan

6; = Realisasi Outcome 1 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Tabel 23. Komponen Outcome 1 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Realisasi Target
Komponen . Outcome DJBK
Komponen Kerjasama dan Komponen SUlpsiaTe! (Peningkatan Rasio
Manajemen Direktorat o : :
pemberdayaan Kapitalisasi Konstruksi
oleh Investor Nasional)
o Y B1 8
Dukungan Kerja Output Pembinaan Investasi
Dukungan .
Pelayanan Sama dan Infrastrukt_ur.
Teknis dan Pemberdayaan 1.Tersedianya pengaturan dan
Administrasi terh_adap pemblnaan investasi 12.18%
: peningkatan infrastruktur
Pembinaan Lo
kapitalisasi 2.Terlaksananya pemantauan
Jasa ; 7.
. konstruksi oleh dan evaluasi infrastruktur dan
Konstruksi . -
Investor Nasional pengelolaan risiko

Peningkatan rasio kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional ini
direncanakan bertambah sebesar 3% setiap tahunnya atau setara dengan
15% dalam 5 tahun (hingga 2019). Namun, pada tahun 2016 target diubah
menjadi 1,5% karena anggaran Ditjen Bina Konstruksi TA 2016 yang

dipotong sehingga tidak sesuai dengan yang tertera di Renstra.

Pencapaian target outcome 1 (8,) merupakan hasil kinerja yang dilaksanakan
oleh Direktorat Bina Investasi dan Infrastruktur (B,;) dengan didukung oleh
Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (a) dan Direktorat Kerja Sama

dan Pemberdayaan (y). Dalam pencapaian target tersebut, Direktorat Bina
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Investasi Infrastruktur memiliki strategi sehingga pelaksanaan kegiatannya

lebih terarah. Adapun strategi tersebut antara lain:

1. Supervisi penyiapan kebijakan investasi infrastruktur dengan tujuan
menemukenali permasalahan dalam pola investasi dan pembiayaan serta
mensosialisasikannya kepada pihak-pihak terkait;

2. Mengadakan forum evaluasi penyelenggaraan investasi infrastruktur Non
APBN/APBD di Provinsi Sulawesi Utara dan Kepulauan Riau untuk
menemukenali kemajuan penyelenggaraan investasi infrastruktur non-
Pemerintah dan merumuskan tindakan atas paket kebijakan, implementasi
dan kinerja swasta dalam investasi infrastruktur di Sulawesi Utara;

3. Mengadakan forum nasional investasi infrastruktur mengenai Perubahan
Paradigma Investasi Infrastruktur di Jakarta yang bertujuan untuk
menginternalisasi “transformasi mindset” dari budaya belanja modal
dengan APBN menjadi investasi Non APBN untuk penyediaan
infrastruktur;

4. Menyusun Peraturan Menteri mengenai Simpul KPBU dengan tujuan agar
posisi Ditjen Bina Konstruksi lebih jelas lagi dalam hal Simpul KPBU yang
akan melaksanakan fungsi fasilitasi dan koordinasi dengan sektor di
lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam
mendorong proyek yang dilaksanakan dengan skema KPBU,;

5. Membahas rencana pembangunan Jembatan Pancasila-Palmerah yang
dilengkapi dengan pembangkit listrik yang dilaksanakan antara Gubernur
NTT dengan stakeholder lainnya yang bertujuan untuk mengidentifikasi
tahapan yang perlu dilakukan dalam penyiapan pembangunan jembatan
tersebut;

6. Memfasilitasi proyek KPBU vyang berjalan lambat dengan cara
memfasilitasi stakeholder terkait rencana investasi oleh badan usaha,
melakukan koordinasi lintas kementerian dan mengidentifikasi peraturan
daerabh;

7. Menyelenggarakan FGD terkait urgensi dan strategi penerapan
pembayaran jalan tol secara non tunai dengan tujuan untuk meningkatkan

kinerja pelayanan dan mengurangi resiko pengembalian investasi;
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8. Mengadakan diskusi terbatas terkait rencana investasi pembangunan
PLTA Sungai Kayan di Kalimantan Utara yang bertujuan untuk
memfasilitasi rencana pembangunan PLTA di Sungai Kayan,;

9. Mengadakan rapat konsultasi investasi di bidang air minum oleh PDAM
Badung yang bertujuan untuk memfasilitasi pihak PDAM Badung dengan

stakeholder lainnya terkait regulasi pelaksanaan KPBU.

Dukungan manajemen terhadap pencapaian target outcome 1 yang dilakukan
oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah dukungan
pelayanan teknis dan administrasi pembinaan jasa konstruksi dalam rangka
meningkatkan kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional. Adapun
dukungan kerja sama terhadap pencapaian target outcome 1 yang dilakukan
oleh Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan adalah dengan melakukan
kegiatan kerjasama dalam rangka meningkatkan kapitalisasi konstruksi oleh

investor nasional.

Meningkatnya kapitalisasi konstruksi

oleh investor nasional ditandai dengan Peningkatan Rasio Kapitalisasi
o . _ o Konstruksi oleh Investor
indikator peningkatan rasio kapitalisasi Nasional

konstruksi oleh investor nasional. Target : 1.5 %

. . Realisasi : 12,18 %
Peningkatan tersebut dapat dilihat

melalui peningkatan pangsa pasar

dalam negeri bagi kontraktor nasional. Pangsa pasar dalam negeri dinilai
bertambah jika terdapat peningkatan total nilai konstruksi oleh BUJK
Nasional. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam buku Konstruksi
Dalam Angka, pada tahun 2014 nilai investasi konstruksi di Indonesia adalah
sebesar Rp509 Triliun. Pada tahun 2015, nilai tersebut meningkat menjadi
sebesar Rp 574 Triliun. Pada akhir tahun 2016, BPS telah menerbitkan Buku
Konstruksi Dalam Angka yang didalamnya memuat informasi bahwa total nilai
konstruksi yang diselesaikan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 636 Triliun.
Oleh karena itu, didapatkan nilai peningkan kapitalisasi konstruksi oleh

investor nasional sebagai berikut:
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% &,= (636—574) Triliun % 100% = 12,18%

509 Triliun

2. Meningkatnya Persentase BUJK yang Berkualifikasi Besar
Capaian kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk outcome 2,
dihitung berdasar kepada rumus perhitungan sebagai berikut:
at+B;+y=28;
Keterangan:
a = Manajemen
B, = Substansi Direktorat
y = Kerja Sama dan Pemberdayaan

8, = Realisasi Outcome 2 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Tabel 24. Komponen Outcome 2 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Realisasi Target
Komponen . Outcome DJBK
agrapg;‘z?l Kerjasama dan Kompg?rirlltitrj;stanm (Persentase kenaikan
! pemberdayaan BUJK menjadi
berkualifikasi besar)
o Y B2 8
Output Pembinaan
Dukunaan Keria Kelembagaan dan Sistem
Dukungan 9 J Konstruksi:
Sama dan >
Pelayanan 1.Tersedianya pengaturan
. Pemberdayaan :
Tekn_|s_dan | terhadap pembinaan keleml_)agaan
Administrasi peningkatan dan sumber daya jasa 25,18%
.| yang berkualifikasi ' y .
Konstruksi b pemantauan dan evaluasi
esar
kelembagaan dan sumber
daya jasa konstruksi

Persentase pertumbuhan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang
meningkat menjadi kualifikasi besar ditargetkan sebesar 18% per tahun yang
sama dengan 25 BUJK per tahunnya. Namun, target Perjanjian Kinerja tahun
2016 adalah sebesar 9% karena anggaran Ditjen Bina Konstruksi TA 2016

yang dipotong sehingga tidak sesuai dengan yang tertera di Renstra.

Pencapaian target outcome 2 (8,) merupakan hasil kinerja yang dilaksanakan
oleh Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi (g,)

dengan didukung oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (a) dan
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Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan (y). Dalam pelaksanaannya,
Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi telah
melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian
outcome 2 sebagai berikut:

1. Fasilitasi penyusunan Undang Undang Jasa Konstruksi;

2. Fasilitasi ruang lingkup tenaga ahli profesi dan usaha penyediaan
bangunan;

Fasilitasi penyusunan ruang linhkup SKA/SKT,;

Fasilitasi pembentukan kepengurusan LPJK;

Fasilitasi KUR pada BUJK;

Fasilitasi penggunaan tenaga kerja dan badan usaha jasa konstruksi

2

asing;

7. Fasilitasi pemberdayaan kemampuan bisnis usaha;

8. Fasilitasi pengembangan manajemen proyek bagi pengembangan usaha;

9. Fasilitasi petunjuk teknis pemberian izin usaha jasa konstruksi Badan
Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing;

10.Pemberdayaan BUJK dengan kegiatan berupa FGD penjaringan minat
pendampingan BUJKN dan TOT Usaha Jasa Konstruksi;

11.FGD Pedoman Penyusunan Profil Lembaga Pemerintah;

12.Fasilitasi penilaian kinerja badan usaha; dan

13. Monitoring dan evaluasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.

Dukungan manajemen terhadap pencapaian target outcome 2 yang dilakukan
oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah dukungan
pelayanan teknis dan administrasi pembinaan jasa konstruksi dalam rangka
meningkatkan persentase BUJK yang berkualifikasi besar. Adapun dukungan
kerja sama terhadap pencapaian target outcome 2 yang dilakukan oleh
Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan adalah dengan melakukan
kegiatan kerjasama dalam rangka meningkatkan persentase BUJK yang
berkualifikasi besar.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menargetkan kinerja BUJK dengan
kualifikasi B1 meningkat selama tahun

Persentase Kenaikan
BUJK Menjadi

Berkualifikasi Besar
Target :9 %
Realisasi : 25,18 %
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2015-2019. Adapun kinerja BUJK ditetapkan berdasarkan beberapa indikator
keuangan dan proyek yang telah disepakati. Meningkatnya persentase BUJK
yang berkualifikasi besar didapat melalui persentase kenaikan BUJK menjadi
berkualifikasi besar. Dari total BUJK Pelaksana (kontraktor) berkualifikasi
menengah sebanyak 12.929, telah dipilih sekitar 250 perusahaan yang dibina
oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi selama 5 (lima) tahun ke depan,
sehingga akan terdapat 125 perusahaan selama 5 (lima) tahun pelaksanaan
atau terdapat 25 perusahaan dalam 1 (satu) tahun yang meningkat kinerjanya
yang dilihat dari peningkatan nilai konstruksi yang diselesaikan selama satu
tahun. Pada tahun 2015, terdapat 45 BUJK dengan subkualifikasi B1 telah
menjadi subkualifikasi B2, dan pada tahun 2016 terdapat 135 BUJK baru B2.
Daftar BUJK baru B2 pada tahun 2016 tersebut dapat dilihat pada Lampiran.

Berdasarkan pada data LPJK pada tahun 2014, terdapat 139 BUJK
berkualifikasi B2. Oleh karena itu, dapat diketahui peningkatan persentase

BUJK berkualifikasi besar pada tahun 2016 sebagai berikut:

_ (219-184) BUJK

%8, = e X 100% = 25,18%

3. Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Konstruksi
Capaian kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk outcome 3,
dihitung berdasar kepada rumus perhitungan sebagai berikut:
oa+ B3 +y =283
Keterangan:
a = Manajemen
B; = Substansi Direktorat
y = Kerja Sama dan Pemberdayaan

85 = Realisasi Outcome 3 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
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Tabel 25. Komponen Outcome 3 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Realisasi Target

Outcome DJBK

Komponen Substansi (Persentase kenaikan

Direktorat tingkat tertib

penyelenggaraan
konstruksi)

o Y B3 83

Output Pembinaan

Penyelenggaraan Konstruksi:

1.Tersedianya pengaturan
pembinaan penyelenggaraan

Komponen
Kerjasama dan
pemberdayaan

Komponen
Manajemen

Dukungan Dukungan Kerja
Pelayanan Sama dan
Teknis dan | Pemberdayaan

Administrasi | terhadap . 5,94%
. ; . konstruksi
Pembinaan | peningkatan tertib
2.Terlaksananya pemantauan
Jasa penyelenggaraan ;
dan evaluasi

Konstruksi konstruksi

penyelenggaraan konstruksi

Persentase kenaikan tertib penyelenggaraan konstruksi diukur melalui
capaian 3 indikator mutu (mutu konstruksi, K3, dan administrasi kontrak) pada
proyek kualifikasi besar, menengah, dan kecil. Jumlah yang diharapkan pada
akhir tahun 2019 adalah 40% atau peningkatan sebesar 8% setiap tahunnya.
Namun, pada tahun 2015 dan 2016 target tersebut diubah menjadi 4%
dikarenakan adanya pemotongan pagu Ditjen Bina Konstruksi sehingga tidak

sesuai dengan rencana di Renstra.

Pencapaian target outcome 3 (8;) merupakan hasil kinerja yang dilaksanakan
oleh Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (B;) dengan didukung
oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (a«) dan Direktorat Kerja

Sama dan Pemberdayaan (y).

Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi memiliki strategi
pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tertib penyelenggaraan
dengan metode pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan. Metode-
metode tersebut kemudian menghasilkan output-output yang berkontribusi
terhadap tercapainya output Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi dan outcome Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2016.

Beberapa contoh kegiatan berdasarkan strategi tersebut antara lain:
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1. Pengaturan

e Penerbitan Peraturan Menteri PUPR yang digunakan sebagai acuan
dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi
rancang dan bangun agar pelaksanaan pengadaan pekerjaan
konstruksi terintegrasi rancang dan bangun dalam penyelenggaraan
jasa konstruksi yang lebih operasional dan efektif.

e Penyusunan draft pedoman pelaksanaan dan pengendalian kontrak
pekerjaan konstruksi yang mengatur mengenai: pre award meeting,
penandatanganan kontrak, penyerahan lokasi kerja (lapangan), Surat
Perintah Mulai Kerja, rapat persiapan pelaksanaan kontrak,
pembayaran uang muka, mobilisasi, pengukuran dan pemeriksaan
bersama, perubahan kontrak, perubahan lingkup pekerjaan, perubahan
kuantitas dan harga, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan,
subkontrak, penyesuaian harga, keadaan kahar, pembayaran prestasi
pekerjaan, laporan hasil pekerjaan, keterlambatan pelaksanaan
pekerjaan dan kontrak kritis, pembayaran denda, peristiwa
kompensasi, penghentian kontrak, pemutusan kontrak, penyelesaian
perselisihan, perhitungan akhir pekerjaan, serah terima pertama, masa
pemeliharaan, serah terima akhir, kegagalan kontruksi, kegagalan
bangunan dimana masing-masing bab berisi mengenai definisi, para
pihak, tujuan, waktu pelaksanaan, uraian, flow chart, daftar simak dan
format-format.

¢ Penyusunan pedoman pelaksanaan SMK3L dan petunjuk pelaksanaan
investigasi kasus kecelakaan konstruksi. Pedoman pelaksanaan
SMK3L mempersyaratkan bahwa Perusahaan Penyedia Jasa
Konstruksi (Kontraktor), harus menyediakan prosedur dan petunjuk
kerja/instruksi kerja berkaitan usaha bisnis organisasi, yang semuanya
itu dikendalikan dalam suatu sistem manajemen, baik sistem
manajemen K3 ataupun sistem manajemen lingkungan. Sedangkan
petunjuk pelaksanaan investigasi kasus kecelakaan konstruksi adalah
untuk menunjang tercapainya tertib penyelenggaraan terkait kontrak
berkelanjutan antara lain Penyusunan Petunjuk Teknis Evaluasi Teknis
K3 dalam Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Penyusunan Petunjuk
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Pelaksanaan Investigasi dan Rekomendasi Kasus Kecelakaan Kerja
Konstruksi.

e Penyusunan revisi Peraturan Menteri PUPR tentang Sistem
Manajemen Mutu yang mengacu pada terbitnya ISO 9001:2016 yang
merupakan standar pemenuhan mutu internaisonal yang telah diakui
secara internasional.

2. Pembinaan

e Pelaksanaan pembinaan kepada pihak yang berkepentingan di
lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
diantaranya: Pokja, Penyedia Barang/Jasa, dll. Kegiatan tersebut
meliputi sosialisasi design and build, sosialisasi standar dan dokumen
pekerjaan tunggal, dan sosialisasi e-procurement bagi penyedia jasa.
Capaian pembinaan penyelenggaraan dari kegiatan swakelola dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 26. Capaian Pembinaan Penyelenggaraan

JUMLAH
NO KEGIATAN

SATKER
1 Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Sistem Penyelenggaraan g

Konstruksi

Penyusunan Buku Saku Permasalahan Umum Pengadaan

Barang dan Jasa

Pembinaan Sistem Penyelenggaraan Konstruksi 10
Fasilitasi Tim Peneliti Pengadaan Barang dan Jasa 40
Penyusunan Pedoman Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa 8

5 Diseminasi(Konsensus dan Prakonsensus) Produk Pengaturan 3
Sistem Penyelenggaraan Konstruksi

TOTAL 73

Sumber: LaKIP Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2016

e Pemberdayaan kontrak konstruksi berupa forum diskusi kontrak
konstruksi yang merupakan wadah diskusi antara stakeholder terkait
pelaksanaan kontrak kontruksi yang terdiri dari: balai/satker/SNVT di
lingkungan Kementerian PUPR, Dinas PU Provinsi, akademisi,
pakar/praktisi, asosiasi perusahaan jasa konstruksi, dan asosiasi
profesi jasa konstruksi. Selain itu, terdapat pula monev administrasi
kontrak konstruksi yang dilaksanakan untuk mengukur dan
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mengevaluasi ketercapaian dari tujuan dan sasaran pelaksanaan dan
penerapan kebijakan.

e Pemberdayaan konstruksi berkelanjutan, penghargaan karya
konstruksi Indonesia dan fasilitasi tim nasional keselamatan konstruksi.
Hal tersebut dilaksanakan dengan mengadakan pelatihan dan
bimbingan teknis yang dilakukan di beberapa daerah di Indonesia,
aoresiasi terhadap hasil karya konstruksi, dan dalam bentuk investigasi
kegagalan konstruksi yang terjadi di Kecamatan Selon, Lombok Timur
pada Juni 2016 lalu.

e Pelaksanaan pemberdayaan sistem manajemen mutu di Banjarmasin,
Jakarta, Bandung, Makassar, dan Ambon dengan materi mengenai
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2009 tentang
Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum, Tahapan
Penerapan SMM di lingkungan Kementerian PUPR, dan Rencana
Mutu Kontrak (RMK).

3. Pengawasan

e Penyusunan pedoman pelaksananaan pengadaan barang/jasa
sebagai acuan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kelompok Kerja
(Pokja) ULP maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan penyedia
barang/jasa dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan
wewenangnya. Kegiatan yang dimaksud berupa fasilitasi tim evaluasi
pengadaan barang/jasa dan dengan melakukan monitoring dan
evaluasi kegiatan pembinaan penyelenggaraan konstruksi dan sistem
penyelenggaraan konstruksi.

e Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
administrasi kontrak pekerjaan konstruksi di semua satminkal tingkat
Eselon | di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat yang bertujuan untuk memeriksa klausul-klausul kontrak dalam
rangka menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna dan
penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, dan mendapatkan
solusi/langkah perbaikan.

e Pelaksanaan pengembangan sistem pengelolaan SMK3 serta
monitoring SMK3 dan pemantauan evaluasi terhadap penerapan tertib
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sistem manajemen mutu yang dilaksanakan di 340 proyek bidang
pekerjaan umum (SDA, SBM, CK dan Pera) dengan bentuk kegiatan
antara lain: Monitoring Kinerja KMW Regional dalam Pemantauan
Penerapan SMK3 Pekerjaan Kontruksi, Konsultan Manajemen Pusat
Penerapan SMK3, Konsultan Manajemen Wilayah Penerapan SMK3
dan SMM Wilayah Jawa, Konsultan Manajemen Wilayah Penerapan
SMK3 dan SMM Wilayah Nusa Tenggara, Konsultan Manajemen
Wilayah Penerapan SMK3 dan SMM Wilayah Papua. Hasil
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap SMK3 dan SMM
dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 27. Hasil Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi terkait SMK3 dan
SMKK per Wilayah di Indonesia
% Tingkat Penerapan SMK3 | % Tingkat Penerapan SMM

WILAYAR SDA | BM CK Pera | SDA | BM CK | Pera
Sumatera 30,95 | 47,34 | 31,40 | 15,57 | 60,85 | 61,09 | 47,88 0
Jawa 63,05 | 58,32 | 42,60 0 47,89 | 52,64 | 44,50 0
Kalimantan | 25,68 | 38,00 | 22,00 0 28,46 | 25,13 | 13,52 0
Sulawesi 19,56 | 33,18 | 20,46 0 29,99 | 37,28 | 26,62 0
Bali Nusa 12,28 | 14,77 | 7,28 0 18,27 | 21,41 | 11,22 0
Papua 31,70 | 45,26 | 31,32 0 39,18 | 46,78 | 36,04 0

Sumber: LaKIP Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi TA 2016

Dukungan manajemen terhadap pencapaian target outcome 3 yang dilakukan
oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah dukungan
pelayanan teknis dan administrasi pembinaan jasa konstruksi dalam rangka
meningkatkan tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi. Adapun dukungan
kerja sama terhadap pencapaian target outcome 3 yang dilakukan oleh
Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan adalah dengan melakukan
kegiatan kerjasama dalam rangka meningkatkan tertib penyelenggaraan
konstruksi.

Persentase Kenaikan Tingkat

Tertib Penyelenggaraan
konstruksi ditandai dengan persentase Konstruksi

Meningkatnya tertib penyelenggaraan

Target :4 %
Realisasi : 5,94 %

kenaikan tingkat tertib penyelenggaraan

konstruksi. Indikator dari tertib
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penyelenggaraan konstruksi adalah mutu konstruksi, K3 dan administrasi
kontrak.

Dalam pencapaian outcome 3, Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi memiliki beberapa indikator program untuk mendukung

pencapaian target pada tahun 2016.
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Gambar 4. Pemetaan Sebaran Target Satker Tertib Penyelenggaraan
Sumber: Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Jumlah Satker Kementerian PUPR yaitu sebesar 782 Satker dengan
target sasaran Satminkal Fisik (Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya
dan Penyediaan Perumahan). Sesuai yang tercantum dalam Renstra yaitu
persentase target kenaikan tertib penylenggaraan konstruksi adalah sebesar
40%. Pendekatan yang digunakan dalam pengukuran adalah :

a. Secara total target Satker Kementerian PUPR yang masuk pada kategori
tertib penyelenggaraan sebesar 40% x 782 Satker = 313 Satker
b. Dari 313 Satker dijabarkan selama 5 Tahun
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Tagei FES 4
Resbud 4%
Lt L5 ] ET E -] ?‘-l__
2015 2018
Targei = iM Target A% fumibsh Sather mrasakpas briego
Pakes Pakesiaaan |35 Satker 3016 Testib Frimeemgzarsan fasa Korstninl
11 Satie= Ni tatker A5 Satke!
4% X (46/70) = 5.9%

(Pencapaian Tanget Duboaime Tertib Peivpelenggarsin Lasa Koosbrishsi Lahin 2006}
Gambar 5. Capaian Target Tertib Penyelenggaraan Konstruksi TA 2016

Berdasarkan instrumen monev yang telah ditentukan, maka data diperoleh

dengan 2 metode pengumpulan data, meliputi:

1. Data tertib penyelenggaraan pengguna jasa untuk target monev
satker/PPK/ULP dan PPHP yang dilakukan dengan metode indepth study
dengan target 140 satker sesuai dengan pemetaan.

2. Data tertib Penyelenggaraan Penyedia Jasa untuk target BUJK/Proyek
yang dilakukan dengan metode Rapid Assessment dengan target 2055

Pekerjaan.

Berikut merupakan indikator program beserta baseline 2014 beserta realisasi
pada tahun 2015 dan 2016:

Tabel 28. Realisasi Tariet Indikator Proiram Outcome 3 Ditien Bina Konstruksi

1 | Peningkatan tertib sistem
penyelenggaraan melalui penetapan 110 proyek
lelang 129

2 | Peningkatan tertib administrasi proyek
kontrak melalui kesesuaian kontrak 49 proyek
dengan peraturan

46 satker
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2016

3 | Peningkatan tertib konstruksi
berkelanjutan melalui tersedianya 34 proyek
dokumen RK3K 89
4 | Peningkatan tertib manajemen mutu proyek
melalui tersedianya dokumen RMP 34 proyek
dan RMK
218 227 proyek / 46
TOTAL proyek 31 satker Satker
Sumber: Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (2016)
Sehingga, dapat diketahui persentase peningkatan tertib
penyelenggaraan konstruksi pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:
46
% Peningkatan Tertib Penyelenggaraan Konstruksi (6;) = 3—1$atker X 100

= 5,94%

4. Meningkatnya SDM Penyedia Jasa Konstruksi

Capaian kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk outcome 4,

dihitung berdasar kepada rumus perhitungan sebagai berikut:

Keterangan:

(04

= Manajemen

O(+B4+y=84

B, = Substansi Direktorat

Y

= Kerja Sama dan Pemberdayaan

6, = Realisasi Outcome 4 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Tabel 29. Komponen Outcome 4 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Realisasi Target
Outcome DIBK

Komponen Komponen (Persentase kenaikan
p Kerjasama dan Komponen Substansi Direktorat ; .
Manajemen tingkat tertib
pemberdayaan
penyelenggaraan
konstruksi)
o Y Bs 84
Dukunaan Keria Output Pembinaan Kompetensi
Dukungan 9 J dan Produktivitas Sumber Daya
Sama dan —
Pelayanan Konstruksi:
. Pemberdayaan -
Teknis dan 1. Tersedianya pengaturan
o . | terhadap persentase . .
Administrasi : pembinaan kompetensi dan 11,76%
. kenaikan SDM o : .
Pembinaan L produktivitas kerja konstruksi
penyedia jasa
Jasa konstruksi yang 2. Terlaksananya pemantauan
Konstruksi y dan evaluasi kompetensi dan

kompeten

produktivitas kerja konstruksi
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Realisasi Target
Outcome DIBK

Komponen NEERTEN) (Persentase kenaikan
p Kerjasama dan Komponen Substansi Direktorat ; .
Manajemen tingkat tertib
pemberdayaan

penyelenggaraan
konstruksi)

Output Kerja Sama dan

Pemberdayaan:

1. Terlaksananya kerja sama dan
pemberdayaan peningkatan
kompetensi SDM konstruksi

Pencapaian target outcome 4 (8,) merupakan hasil kinerja yang dilaksanakan
oleh Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi dan balai-balai
pelatihan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (B,) dengan
didukung oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (a) dan

Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan (y).

Pada tahun 2016, Direktorat Bina
Kompetensi dan Produktivitas
Konstruksi  telah  melaksanakan
beberapa kegiatan yang berkaitan
dengan pencapaian outcome 4
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Salah satunya adalah kegiatan

. p—-— . - -

Diseminasi Peraturan Menteri  Gambar 6. Penyerahan Sertifikat ASEAN
Pekerjaan Umum dan Perumahan IS Prefessions g dan

Rakyat tentang Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan pada Senin,
28 November 2016. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) atau
Continuing Professional Development (CPD) merupakan upaya memelihara
kompetensi tenaga ahli untuk menjalankan praktek tenaga ahli secara
berkesinambungan. Bersamaan dengan kegiatan tersebut juga dilaksanakan
penyerahan sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer dan ASEAN
Architect. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Bina Kompetensi dan
Produktivitas Konstruksi ini juga merupakan bentuk apresiasi terhadap tenaga
kerja konstruksi Indonesia yang telah mendapat pengakuan kompetensi

ditingkat regional ASEAN.

64



LAKIP DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 2016

Dukungan manajemen terhadap pencapaian target outcome 4 yang dilakukan
oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah dukungan
pelayanan teknis dan administrasi pembinaan jasa konstruksi dalam rangka
meningkatkan SDM penyedia jasa konstruksi yang berkompeten. Adapun
dukungan kerja sama terhadap pencapaian target outcome 4 yang dilakukan
oleh Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan adalah dengan melakukan
kegiatan kerjasama dalam rangka meningkatkan SDM penyedia jasa
konstruksi yang kompeten. Selain itu, Direktorat Kerja Sama dan
Pemberdayaan melalui balai-balai jasa konstruksi secara aktif melaksanakan
pelatihnan konstruksi di daerah-daerah serta sertifikasi tenaga kerja konstruksi

yang berkompeten.

Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi juga memiliki dalam
program Indonesia Monitoring Committee (IMC). Sesuai tugas pokok
Indonesia Monitoring Committee (IMC) yaitu mengembangkan, memproses
dan mengelola daftar registrasi ASEAN Chartered Professional Engineer
(ACPE) maupun ASEAN Architect (AA), Direktorat Bina Kompetensi dan
Produktivitas Konstruksi sejak tahun 2009 sudah melakukan registrasi bagi
insinyur Indonesia sebagai ACPE dan bagi arsitek Indonesia sebagai AA.
Jumlah insinyur Indonesia yang telah diregistrasi sebagai ACPE adalah
sebanyak 844 orang, berada pada peringkat pertama jumlah peserta

teregistrasi dari seluruh Negara di ASEAN.
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Sumber: Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi (2016)

Grafik 1. Registrasi ACPE Indonesia 2008-2016
Jumlah arsitek Indonesia yang telah diregistrasi sebagai AA adalah sebanyak

111 orang, berada pada peringkat pertama jumlah peserta teregistrasi di

seluruh negara ASEAN.
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Sumber: Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi (2016)

Grafik 2. Registrasi AA Indonesia 2010-2016

Pada pertemuan AAC ke-25, terdapat agenda mengenai dimungkinkannya
bagi Arsitek ASEAN untuk praktek independen dalam MRA, dan persyaratan

bekerjasama dengan arsitek berlisensi local tetap diterima sebagai langkah
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sementara hingga nanti ditetapkan kembali oleh AAC. Setelah bertukar

pandangan mengenai mekanisme RFA yang ada dan situasi di berbagai

negara anggota ASEAN, maka disepakati:

a. Persyaratan untuk mitra lokal akan tidak lagi wajib untuk aplikasi RFA.
Namun, Negara anggota ASEAN tetap dapat menetapkannya dalam
mempertimbangkan aplikasi RFA sebagai tambahan persyaratan
sebelumnya.

b. Masa berlaku lisensi RFA selama durasi proyek atau untuk beberapa
tahun adalah keputusan PRA (di Indonesia LPJKN), dan lisensi RFA dapat
diperpanjang.

c. Negara anggota ASEAN diminta untuk memperbarui form pendaftaran
RFA-nya menyesuaikan dengan kesepakatan tersebut dan kemudian

disampaikan pada pertemuan berikutnya.

Meningkatnya SDM Penyedia jasa Konstruksi ditandai dengan peningkatan
persentase kenaikan SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten.
Berdasarkan data dari LPJKN, peningkatan SDM penyedia jasa konstruksi
berupa jumlah tenaga ahli bersertifikat dan jumlah tenaga terampil
bersertifikatpada tahun 2014-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 30. Jumlah SDM Berkompeten Tahun 2014 dan 2015

Tenaga Ahli Bersertifikat 64.578 104.774 171.607
Tenaga Terampil Bersertifikat 101.669 138.593 396.050
Jumlah 166.247 243.367 567.657

Sumber: LPJKN

Adapun data Sumber Daya Manusia Konstruksi pada tahun 2014 adalah
6.885.401 orang. Rasio yang diharapkan adalah 40% skilled labour dan 60%
unskilled labour. Sehingga, diharapkan adanya skilled labour pada tahun
2019 adalah sebagai berikut:

40
% Target Skilled Labour = 100 X 6.885.401 orang
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Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa total skilled labour pada tahun
2014 adalah 166.293 orang. Jumlah tersebut jika dibandingkan dengan skilled
labour target adalah sebagai berikut:

) 166.247 orang
% Skilled Labour 2014 = 2.754.160 orang X 100% = 6,04%

Selain itu, diketahui total skilled labour pada tahun 2015 adalah 243.367
orang yang terdiri dari tenaga ahli dan tenaga terampil bersertifikat. Sehingga,
diketahui persentase skilled labour pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

243.815 orang
2.754.160 orang

% Skilled Labour 2015 = X 100% = 8,85%

Pada tahun 2016, total skilled labour adalah sebesar 567.657 orang yang
terdiri dari tenaga ahli dan tenaga terampil bersertifikat. Sehingga, pada akhir

tahun 2016 diketahui persentase skilled labour adalah sebagai berikut:

% Skilled Labour 2016 = —>°7%57__  100% = 20,61%

2.754.160 orang

Maka didapatkan peningkatan

L . Persentase Kenaikan SDM Penyedia
SDM penyedia jasa konstruksi Jasa Konstruksi yang Kompeten

yang berkompeten adalah Target :2%

sebagai berikut: Realisasi : 11,76 %

A Tenaga Ahli Berkompeten (d,)
= 20,61% — 8,85%
=11,76%

5. Meningkatnya Utilitas Produk Unggulan
Capaian kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk outcome 5,
dihitung berdasar kepada rumus perhitungan sebagai berikut:
o+ Bs +y=8;
Keterangan:
a = Manajemen
B, = Substansi Direktorat

y = Kerja Sama dan Pemberdayaan
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8, = Realisasi Outcome 5 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Tabel 31. Komponen Outcome 5 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Realisasi Target
Komponen Outcome DJBK
Komponen Kerjasama Komponen Substansi Direktorat (PESEEESE
Manajemen dan kenaikan tingkat
pemberdayaan utilitas produk
unggulan)
a Y Bs 85
Output Pembinaan Kompetensi dan
Produktivitas Sumber Daya Konstruksi:
1.Tersedianya pengaturan pembinaan
kompetensi dan produktivitas kerja
Dukungan )
) konstruksi
Kerja Sama .
Dukungan dan 2.Terlaksananya pemantauan dan evaluasi
Pelayanan kompetensi dan produktivitas kerja
4 Pemberdayaan )
Teknis dan terhada konstruksi
Administrasi ersemgse 1,80%
Pembinaan Eenaikan Output Pembinaan Kelembagaan dan Sistem
Jasa . - Konstruksi:
. tingkat utilitas PEE———— :
Konstruksi roduk 1. Tersedianya pengaturan pembinaan
En ulan kelembagaan dan sumber daya jasa
99 konstruksi
2. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi
kelembagaan dan sumber daya jasa
konstruksi

Peningkatan tingkat utilitas produk unggulan dilihat dari jumlah penggunaan
beton pracetak untuk konstruksi di Indonesia. Angka 3% pertahun dijadikan
target yang harus tercapai sehingga dalam 5 tahun mendatang penambahan
persentase penggunaan beton pracetak pada proyek konstruksi di Indonesia
mencapai 15%. Namun, pada tahun ini target tersebut diubah menjadi 1,5%
dikarenakan adanya pemotongan DIPA TA 2016 Direktorat Jenderal Bina
Konstruksi sehingga jumlahnya tidak sesuai dengan rencana pada Renstra.

Pencapaian target outcome 5 (85) merupakan hasil kinerja yang dilaksanakan
oleh Direktorat Bina Investasi Infrsrastruktur serta Direktorat Kelembagaan
dan Sumber Daya Jasa Konstruksi (Bs) dengan didukung oleh Sekretariat
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (a) dan Direktorat Kerja Sama dan

Pemberdayaan (y).

Dalam mencapai sasaran outcome 5, Direktorat Bina Investasi Infrastruktur

memiliki strategi sehingga dalam pelaksanaannya kegiatan menjadi lebih
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terarah. Kegiatan yang dimiliki Direktorat Bina Investasi Infrastruktur guna

mendukun pencapaian outcome 5 antara lain:

1. Forum Nasional Evaluasi Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean
(MEA) di sektor konstruksi Indonesia yang membahas dan merumuskan
tindakan atas berbagai pertanyaan tentang apa saja yang sudah, sedang,
dan akan dilakukan oleh para stakeholder untuk menjawab pertanyaan
kunci tentang posisi Indonesia dalam merespon MEA dan menentukan
langkah-langkah strategis oleh stakeholder bagi kepentingan nasional di
sektor konstruksi.

2. Forum Konsultasi Pemetaan Potensi Investasi Infrastruktur Regional
Timur, Tengah dan Barat yang bertujuan untuk:
¢ Meningkatkan awareness, knowledge, dan capacity para teknokrat-

birokrat di daerah maupun di lingkungan PUPR terkait investasi
infrastruktur/pembiayaan infrastruktur non APBN/APBD;

e Meningkatkan komitmen stakeholder dalam mengimplementasikan
skema KPBU pad aproyek infrastruktur;

e Memperkenalkan simpul KPBU sebagai PPP Center di lingkungan
Kementerian PUPR,;

e Membuka helpdesk terkait investasi infrastruktur yang dapat
dipergunakan sebagai meja konsultasi langsung antara pihak
kementerian dan stakeholder di setiap regional untuk membahas
proyek-proyek potensi investasi infrastruktur daerah dan memfasilitasi
inivestor yang pada kahirnya bertujuan untuk menjembatani
penyelesaian sejumlah masalah penghambat dalam investasi
infrastruktur di setiap daerah.

3. Pameran Bauma di Jerman pada bulan April 2016, dimana DJBK

mempromosikan tentang sektor konstruksi di Indonesia.

Selain itu, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Bina
Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi terkait pencapaian outcome
5 adalah kenaikan persentase penggunaan beton pracetak pada proyek-

proyek konstruksi. Pada tahun 2015, Direktorat Bina Kelembahaan dan
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Sumber Daya Jasa Konstruksi telah melakukan pembuatan katalog produk
industri beton pracetak dan prategang. Direktorat Bina Kelembagaan dan
Sumber Daya Jasa Konstruksi menargetkan kenaikan penggunaan beton
pracetak dan prategang sebesar 30% terhadap seluruh proyek infrastruktur
pada tahun 2019, maka untuk setiap tahunnya ditargetkan kenaikan
penggunaan beton sebesar 3% dimulai pada awal tahun 2015 sebesar 15%.
Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi telah
melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian
outcome 5 sebagai berikut:

Fasilitasi pendayagunaan beton pracetak dan prategang;

Fasilitasi rantai pasok material dan peralatan utama,;

Fasilitasi pengembangan teknologi konstruksi;

Fasilitasi pengembangan produk dalam negeri;

Fasilitasi kinerja proyek konstruksi 2016;

Monitoring dan Evaluasi rantai pasok material dan peralatan konstruksi;
Fasilitasi penggunaan teknologi;

Fasilitasi pengenalan produk teknologi; dan

© © N o g s~ wDdhPE

Monitoring dan Evaluasi pengembangan teknologi konstruksi pada litbang

dan badan usaha konstruksi.

Dukungan manajemen terhadap pencapaian target outcome 5 yang dilakukan
oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah dukungan
pelayanan teknis dan administrasi pembinaan jasa konstruksi dalam rangka
meningkatkan  utilitas produk unggulan. Adapun dukungan kerja sama
terhadap pencapaian target outcome 5 yang dilakukan oleh Direktorat Kerja
Sama dan Pemberdayaan adalah dengan melakukan kegiatan kerjasama

dalam rangka meningkatkan utilitas produk unggulan.

Meningkatnya utilitas produk unggulan dapat dilihat melalui persentase
kenaikan tingkat utilitas produk unggulan. Berdasarkan data AP3l (Asosiasi
Perusahaan Pracetak dan Prategang Indonesia), pada tahun 2014
penggunaan beton pracetak adalah 24 juta m® atau sekitar 15% dari
penggunaan beton pada proyek infrastruktur di Indonesia. sedangkan, pada

tahun 2015 penggunaan produk beton pracetak naik menjadi 25 juta m2.
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Pada LaKIP Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2016, disebutkan bahwa
total penggunaan keseluruhan adalah sebesar 160 juta m3 yang merupakan
angka kapitalisasi beton pracetak dibandingkan dengan anggaran 4 lembaga
yaitu Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM
dan PLN. Namun, pada tahun ini AP3l merilis bahwa angka penggunaan
beton keseluruhan adalah 136,97 m3 yang merupakan perhitungan berdasar
kepada persentase penggunaan semen pada proyek infrastruktur di
Indonesia yang diestimasi sebanyak 25% dari total penggunaan semen
keseluruhan.

Oleh karena itu, diketahui selama tahun 2014 jumlah penggunaan beton

pracetak adalah sebagai berikut:

Penggunaan beton pracetak Tahun 2014 = X 100% = 17,5%

136,97

Adapun penggunaan beton pracetak Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

25,45 jutam3
136,97 juta m3

Penggunaan beton pracetak Tahun 2015 = X 100% = 18,58%

Sehingga, peningkatan penggunaan beton pracetak pada tahun 2015

seharusnya adalah sebesar 1,08%, berubah

dari data LaKIP TA 2015 sebelumnya yang | Peningkatan Utilitas

sebesar 0,625%. Selanjutnya, diketahui Produk Unggulan
, Target : 1,5 %

peningkatan persentase penggunaan beton Realisasi - 1.86 %

pracetak pada Tahun 2016 adalah sebagai
berikut:

28 jutam?3
136,97 juta m3

X 100% = 20,44%

Penggunaan beton pracetak Tahun 2016 =

05 = 20,44% — 17,5% = 1,86%

Sehingga, diketahui terjadi peningkatan persentase pemakaian beton

pracetak pada proyek konstruksi sebanyak 1,86%.

Direktorat Bina Investasi Infrastruktur melalui kegiatan ekspor jasa konstruksi

oleh BUJK Nasional memiliki target ekspor konstruksi setidaknya 3T per
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tahun. Namun, pada tahun 2016 terlihat penurunan yang sangat drastis pada
nilai ekspor konstruksi Indonesia yaitu hanya sebesar 0,17 T. adapun rincian
ekspor konstruksi tahun ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 32. Nilai Ekspor Konstruksi Indonesia TA 2016

e NAMA 20035 2010
B Peferpana | Nilan Pekerpoan | Ndai
EONTRAKTOE
1 Constructian of
Pevweer Flsv {Throx o CPLP Cotie Srayed .
bearel S 45,000 GO0 Bridge Com 3 A 00 D0
[Twmor Leste)
Construrdion of ot
PT. WIIAYA -
kAnta e S109000,000 | Cual oo sl Woss § 7,524,742
[FERSERD) & I¥ £ fricige
A0 Road Maubin 3 ETD Bavalng {Timar ! 2
{hdyan mar) 515751576 Legre) 5 205,853
AREPIEIT CaepaeD
{Timar Lest=) 5 3.030.309 z
£ 142 TET 70 & 11 0B0ERT
L]
& Fembangaran faion
SEkTOr KOrsme i i e
FT. ?
Pembangsain fakan
PEMEANGLINAN
PERIFMAHAN .I'-'uur-fl-mn [Ty 5 29, 000,000
[PERSERS] TEE i —
IIFW-'WMI" e
Budape lndoeesia 53,004,408
558,804 408
(]
. Academic Duding. Xng
PT. WASKITA Fatrad Sneckolist
BARYA : i §3, 706,155
{FLRSLRO) Hospitnl ona' Ressarch
Center {Foum Arata]
L L
FT. BRANTAS .
i1 ABIPRAYA s $1, 347,332
(FERSERO} ; 2
41,147,232
Total Ekapor 52,390,989, L39 S 1T
Dralaen Rupdals LB, D82, 741670, TED 172,337,575, 757

Sumber: LaKIP Direktorat Bina Investasi Infrastruktur TA 2016

Berdasarkan realisasi pencapaian pada tahun 2016, dapat pula dilihat selisih
ketercapaiannya terhadap target pada Rencana Strategis Ditjen Bina Konstruksi
yang diharapkan tercapai pada tahun 2019. Selisih realisasi tersebut dapat dilihat

pada tabel di bawabh ini:
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Tabel 33. Selisih Realisasi terhadap Target Renstra Tahun 2019

Sasaran Program Target Baseline Realisasi 2015 | Realisasi 2016 |Selisih Realisasi
No Ditjen Bina Indikator Program 2019 2014 Terhadap Target
Konstruksi Renstra Capaian| % |Capaian| % Renstra
Meningkatnya Peningkatan rasio kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional
kaplt_allsa5| kons_truk5| Penmg.katan t_otal nilai Konstruksi 15%  |509 Triliun 574 12.77% 636 12.18% -9.95%
oleh investor nasional yang diselesaikan Triliun Triliun
Meningkatnya Persentase kenaikan BUJK menjadi berkualifikasi besar
2 |persentase BUJK Peningkatan jumlah BUJK o 184 o 219 o 0
yang berkualifikasi a berkualifikasi B2 90% 139 BUK BUJK 32.31% BUJK 25.18% 32.45%
Persentase kenaikan tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi
Peningkatan tertib sistem 110
a |penyelenggaraan melalui penetapan proyek
lelang '
- - — - 129 proyek
Peningkatan tertib administrasi
R . 49
b [kontrak melalui kesesuaian kontrak rovek
Meningkatnya tertib dengan peraturan proy
3 penyelenggaraan Penmgkgtan tertib kgnstruk§| 20% 24 2.13% 46 5.94% 20.03%
konstruksi ¢ |berkelanjutan melalui tersedianya royek satker
dokumen RK3K proy
- - - 89 proyek
Peningkatan tertib manajemen mutu 34
d |melalui tersedianya dokumen RMP rovek
dan RMK proy
218 227

Total proyek | proyek

Persentase kenaikan SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten
Meningkatnya SDM Peningkatan jumlah tenaga ahli

o ) 64,578 | 104,774 171,607
4 penyedia jasa bersertifikat 27%

i i j i .809 769 15.24%
konstruksi yang Pen|ng!<atanjumlah tenaga terampil 101,669 | 138,503 2.80% 396,050 11.76% 5 (
kompeten bersertifikat

Total 166,247 | 243,367 567,657

Persentase kenaikan tingkat utilitas produk unggulan
Peningkatan jumlah kapasitas
produksi perusahaan beton pracetak

Meningkatnya Utilitas -
Produk Unggulan 2545 11 oave | 221412 | 1 gev 12.06%

15% |24 jutam?®| . 3
juta m m

E. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS DIJBK DALAM RENSTRA
KEMENTERIAN PUPR
Kelima outcome Direktorat Jenderal Bina Konstruksi tersebut merupakan

dasar untuk menjawab realisasi sasaran strategis yang termuat dalam LaKIP
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai “Meningkatnya
Kapasitas dan Pengendalian Kualitas Konstruksi Nasional”. Indikator dari tingkat
pengendalian pelaksanaan konstruksi nasional memiliki bobot yang berbeda-beda.
Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya unit kerja yang berkontribusi pada indikator
tersebut. Daftar indikator sasaran strategis beserta dengan unit kerja yang

melaksanakan kegiatan pada indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 34. Indikator Sasaran Strategis Berdasarkan Unit Kerja Pelaksana

TINGKAT PENGENDALIAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI NASIONAL
1 |Rasio kapitalisasi konstruksi oleh badan usaha nasional 1. Direktorat Bina Investasi Infrastruktur 15,00%
2 [Tingkat BUJK yang berkualifikasi besar 1. Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber 15,00%
Daya Jasa Konstruksi
3 Tingkat penerapan manajemen mutu dan tertib 1 Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa 15.00%
penyelenggaraan konstruksi " Konstruksi Sekretariat | _. ) et
- - - . Direktorat Kerja
Direktorat Bina Kompetensi dan Direktorat
1. - . . Sama dan
Produktivitas Konstruksi Jenderal Bina
- | Pemberdayaan
4 |Persentase SDM konstruksi yang kompeten 2. Balai-Balai Pembinaan Konstruksi Konstruksi 40,00%
3 Satker Manajemen dan Pengendalian 74
" Pembinaan Jasa Konstruksi Daerah
5 |Persentase Utilitas Produk Unggulan 1 Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber 15,00%
Daya Jasa Konstruksi
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Dapat dilihat berdasarkan tabel bahwa bobot tertinggi berada pada indikator
Persentase SDM konstruksi yang kompeten. Hal ini dikarenakan banyaknya sumber
daya manusia pada bidang konstruksi yang kompeten merupakan bekal utama dari
program pembinaan konstruksi dalam rangka mencapai peningkatan outcome
lainnya. Selain itu, jumlah unit kerja di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi yang
melaksanakan pencapaian target peningkatan SDM konstruksi yang kompeten juga
lebih banyak jika dibandingkan dengan outcome lainnya. Adapun ketercapaian
sasaran strategis dari Program Pembinaan Konstruksi dapat dilihat pada tabel di

bawah ini:

Tabel 35. Realisasi Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Sasaran Strategis % % Target |Realisasi
DltJenABma Indikator Target |Realisasi [Ketercapaian | Bobot IReEllezE] | Remsii || Remsie
Konstruksi (Renstra Target Per Kemen | Kemen
Kementerian PUPR) 9 Bobot PUPR PUPR
TINGKAT PENGENDALIAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI NASIONAL
. 1 |Rasio kapitalisasi konstruksi oleh badan usaha nasional | 3.00% | 12.18% 406.00% 15% 15.00%
Meningkatnya
i 2 |Tingkat BUJK yang berkualifikasi besar 25 35 140.00% 15% 15.00%
PenK:E:;Iitaa: Igjglitas ngkat eneray angmana'emen mutu dan tertib - - —| 78.00% | 90.44%
9 o Y 3 | !ingKat penerap yemen mutu 8.00% | 5.94% 74.25% 15% | 11.14%
Konstruksi Nasional penyelenggaraan konstruksi
4 |Persentase SDM konstruksi yang kompeten 4.00% | 11.76% 294.00% 40% | 40.00%
5 |Persentase Utilitas Produk Unggulan 3.00% | 1.860% 62.00% 15% 9.30%

Dapat dilihat pada tabel diatas mengenai capaian sasaran strategis Ditjen
Bina Konstruksi dalam Renstra Kementerian PUPR berdasarkan pada Tujuan 1
Kementerian PUPR yaitu Menyelenggarakan pembangunan bidang PUPR yang
terpadu dan berkelanjutan dalam mendukung keseimbangan pembangunan
antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan
perdesaan, dalam kerangka NKRI. Target capaian yang tertera pada Renstra
Kementerian PUPR untuk Program Pembinaan Konstruksi dan Fasilitasi
Pengusahaan Infrastruktur adalah 78%. Pada tahun 2016 ini Ditjen Bina Konstruksi
dapat melampaui target dengan capaian sebesar 90,44%. Capaian tersebut
berdasarkan hasil dari meningkatnya pengendalian pelaksanaan konstruksi nasional
dengan 5 indikator yang disebutkan pada tabel. Adapun rumus penghitungan

realisasi sasaran strategis adalah sebagai berikut:

5

. (Ai. X;)

Realisasi = _—
=1 Yi
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Keterangan:

A = Bobot
X = Realisasi outcome (Jika Realisasi > Target, maka dianggap Realisasi = Target)
Y = Target

15x 3 15 x 25 15 x 5,94 40 x 2 15x 1,86
)+ (Fos)+ =)+ (5

Realisasi = ( 3 T 3 > 3

) =90,44%

Capaian tersebut jika dibandingkan dengan target Renstra Kementerian
PUPR pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawabh ini:

Tabel 36. Selisih Capaian target Sasaran Strategis DJBK TA 2016 terhadap Target
Renstra Kementerian PUPR Tahun 2019

SEEEIED Target | Realisasi EllE
Strategis 9 Target
- . Renstra | Renstra
Ditjen Bina dengan
. . Kemen Kemen ; g
Konstruksi Indikator Realisasi
PUPR PUPR
(Renstra Renstra
Kementerian T;glugn T;(;llu; Kemen
PUPR) PUPR
TINGKAT PENGENDALIAN PELAKSANAAN
. KONSTRUKSI NASIONAL
Meningkatnya Rasio kapitalisasi konstruksi oleh badan usaha
Kapasitas 1| hasional
dan : p—
Pengendalian 2 | Tingkat BUJK yang berkualifikasi besar 90.00% | 90,44% -0,44%
Kualitas 3 Tingkat penerapan manajemen mutu dan tertib
Konstruksi penyelenggaraan konstruksi
Nasional 4 | Persentase SDM konstruksi yang kompeten
5 | Persentase Utilitas Produk Unggulan

Sasaran strategis ini juga mendukung strategi Kementerian PUPR dengan
rumusan tujuan yaitu “Menyelenggarakan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat yang Terpadu dan Berkelanjutan Didukung Industri
Konstruksi yang Berkualitas untuk Keseimbangan Pembangunan Antardaerah,
Terutama di Kawasan Tertinggal, Kawasan Perbatasan, dan Kawasan Pedesaan.

F. CAPAIAN SASARAN PROGRAM DJBK DALAM RPJMN 2015-2019
Sasaran strategis tersebut sudah selaras dengan sasaran pada RPJMN

2015-2019. Hanya terdapat beberapa penyesuaian yaitu: 1) level beberapa outcome
dalam RPJMN berubah menjadi level output dalam Renstra; 2) perbedaan sasaran

dan satuan antara RPJMN dan Renstra hanya pada perbedaan nomenklatur saja,
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yaitu sasaran “Jumlah Badan Usaha’ pada RPJMN menjadi “Tingkat BUJK yang
berkualifikasi besar’ pada Renstra dengan target yang sudah dikonversi. Adapun
realisasi target RPJMN pada tahun 2016 terkait bidang Bina Konstruksi dapat dilihat
pada tabel di bawabh ini:

Tabel 37. Capaian Target RPIJMN Program Pembinaan Konstruksi dan Fasilitasi
Pengusahaan Infrastruktur TA 2016

%
Realisasi
2016

Target | Realisasi

No. Program Sasaran/Indikator 2016 2016

Diterapkannya standar manajemen K3 Konstruksi pada pekerjaan
konstruksi

1 . -
a Persentase pekerjaan konstruksi 9 5.04 66%
yang menerapkan K3
. Terbinanya badan usaha jasa konstruksi
2 Pembinaan Jumlah badan usaha jasa konstruksi
Konstruksi a. ku lifikasi b u J UKst 40 35 87,5%
dan Fasilitasi ualifikasi besar
3 Pengusahaan | Terselenggaranya kerjasama pelatihan dengan penyelenggara pelatihan
Infrastruktur | 5 | jumlah penyelenggara pelatihan ‘ 40 I 32 80%
Terselenggaranya pelatihan kompetensi konstruksi
4 a | Jumlah instruktur/asesor 2.000 1.433 71,65%

b | Jumlah tenaga kerja terlatih 150.000 19.258 12,84%

Adapun penjelasan terkait realisasi masing-masing sasaran berdasarkan

indikatornya dapat dilihat di bawah ini:

1. Diterapkannya standar manajemen K3 Konstruksi pada Pekerjaan
Konstruksi
Penerapan standar manajemen K3 Konstruksi pada pekerjaan konstruksi
ditandai dengan persentase pekerjaan konstruksi yang menerapkan K3. Hal ini
selaras dengan outcome Ditjen Bina Konstruksi berupa Meningkatnya tertib
penyelenggaraan konstruksi yang ditandai dengan persentase kenaikan tingkat
tertib penyelenggaraan konstruksi. Dalam hal ini, penerapan K3 dilihat melalui
tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi. Menurut data Direktorat Bina
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pada tahun 2016 terdapat penambahan
5,94% satker yang tertib menyelenggarakan standar manajemen Ka3.
Peningkatan tersebut didukung oleh peningkatan tertib penyelenggaraan pada
saat lelang, administrasi kontrak, dokumen RK3K dan dokumen RMP dan RMK.
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2. Terbinanya Badan Usaha Jasa Konstruksi
Terbinanya badan usaha jasa konstruksi ditandai dengan jumlah badan usaha
jasa konstruksi yang berkualifikasi besar. Menurut data dari Direktorat Bina
Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi dan LPJKN, terdapat 35 BUJK
yang pada tahun 2016 menjadi subkualifikasi B2. Hal tersebut selaras dengan
outcome Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yaitu Meningkatnya persentase

BUJK yang Berkualifikasi Besar.

3. Terselenggaranya Kerjasama Pelatihan dengan Penyelenggara Pelatihan
Terselenggaranya kerjasama pelatihan dengan penyelenggara pelatihan ditandai
dengan jumlah penyelenggara pelatihan. Penyelenggaraan pelatihan di
lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dikoordinasikan oleh Direktorat
Kerja Sama dan Pemberdayaan bersama dengan balai-balai di lingkungan
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Selama tahun 2016, terdapat 32
penyelenggara pelatihan yang bekerjasama baik dengan Direktorat Kerja Sama
dan Pemberdayaan maupun balai-balai di lingkungan Direktorat Jenderal Bina
Konstruksi. Adapun rincian kerjasama pelatihan yang telah dilaksanakan pada
TA 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 38. Daftar Instansi Penyelenggara Pelatihan bersama Ditjen Bina Konstruksi TA
2016

Tipe/

Mg Jenis

Instansi Mitra Kerja Judul Kerja Sama

Lembaga Pemerintah

Peningkatan dan pengembangan

1 | MoU | Ditjen BK Universitas Sriwijaya | kualifikasi serta kompetensi sumber
daya manusia dibidang jasa konstruksi

Penyelenggaraan program
2 PKS | Dit KSP Universitas Sriwijaya | peningkatan kompetensi peserta didik
universitas bidang konstruksi

Penyelenggaraan program
peningkatan kompetensi peserta didik
politeknik bidang konstruksi

19+1 Politeknik

3 PKS | Dit KSP .
Negeri

Peningkatan kompetensi bidang
konstruksi di sekolah menengah
kejuruan

Ditjen Dikdasmen

4 | PKS | Ditjen BK Kemendikbud (SMK)

78



LAKIP DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 2016

No :]ré?ﬁé Instansi Mitra Kerja Judul Kerja Sama
1. Ditjen
Pemebelajaran dan
Kemahasiswaan o
Kemenristekdikti Pengembangan sertifikasi dan
2. Ditjen Pendidikan peningkatan kompetensi sumber daya
5 | MoU | Ditjen BK Dasar dan manusia (SDM) bidang konstruksi
Menengah melalui link and match pendidikan dan
Kemendikbud kebutuhan industri konstruksi
3. BNSP
Kementerian Riset, ,
6 | Mou Kemen Teknologi dan Penyelengga_raa_n program profesi
PUPR - L Insinyur
Pendidikan Tinggi
Lembaga Masyarakat
. Pengembangan Sertifikasi dan
” Badg_n Ngsmnal . Peningkatan Kompetensi Sumber
1 | MoU | Ditjen BK Sertifikasi Profesi ) )
(BNSP) Daya Manusia (SDM) Bidang
Konstruksi
Persatuan Insinvur Penyelenggaraan Program Fasilitasi
2 | PKS | Dit KSP Indonesia (PII) y Peningkatan Tenaga Ahli Konstruksi
Melalui Pembekalan dan Sertifikasi
Kerja Sama Di Bidang Peningkatan
: PT.MRT Jakarta Kompetensi dan Keahlian SDM
& || W ) Il (Direktur Utama) Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Peningkatan Kapasitas Badan Usaha
4 | PKS | DitKSP BPP GAPENSI dan Sumber Daya Manusia (SDM)
Pelaksana Konstruksi
. Peningkatan Kompetensi Sumber
5 PKS | Dit KSP :jk;,:agr;g“ aPr:acetak Daya Manusia (SDM) Jasa Konstruksi
Indonesiag(lAgPI) Bidang Keahlian Beton Pracetak dan
Prategang
ﬁzgzllgigglrll dan Peningkatan Kompetensi Sumber
6 PKS | Dit KSP Kesehatan Kerja Daya Manusia (SDM) Jasa Konstruksi
Konstruksi Bidang Ahli dan Kesehatan Kerja (K3)
Indonesia (A2K4) e
. - Peningkatan Kompetensi Sumber
I\/!ajell_s Pend_|Q|kan Daya Manusia (SDM) Bidang Jasa
Tinggi Penelitian 3
7 | MoU | Dit KSP dan Penaembanaan Konstruksi
pp Muhgmmadi gah di Lembaga Pendidikan Tinggi PP
y Muhammadiyah
. Universitas Peningkatan Kompetensi Sumber
€ AT Bl Muhammadiyah Daya Manusia di bidang Jasa
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No :]ré?ﬁé Instansi Mitra Kerja Judul Kerja Sama
Palembang Konstruksi
9 PKS Balai JKW Il | Indocement dan Pgl_aksanaan Pemb(_ekalan dan '
Palembang | LPJK Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi
10 | PKks Bala_ti JKW_ Indocement dan P«_el_aksgnaan Pembgkalan dan _
Banjarmasin | LPJK Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi

Sumber: LaKIP Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan (2016)

4. Terselenggaranya Pelatihan Kompetensi Konstruksi
Terselenggaranya pelatihan kompetensi konstruksi ditandai dengan jumlah
instruktur/asesor dan jumlah tenaga kerja terlatih. Hal ini selaras dengan
outcome Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yaitu Meningkatnya SDM Penyedia
Jasa Konstruksi yang Kompeten. Adapun untuk indikator jumlah instruktur/asesor
telah tercapai sebanyak 1433 orang pada tahun 2016. Data tersebut didapatkan
dari pelatihan yang dilaksanakan oleh Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan
beserta balai-balai di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Sedangkan
jumlah tenaga kerja terlatih adalah sebanyak 19.258 orang yang didapatkan dari
data Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan beserta balai-balai di lingkungan

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

4.2 PERBANDINGAN KINERJA
Tahun 2016 merupakan tahun ke-2 pelaksanaan Rencana Strategis

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2015-2019 yang merupakan Renstra pertama
organisasi ini. Dalam pelaksanaannya, terdapat banyak faktor-faktor yang
mempengaruhi baik internal maupun eksternal organisasi. Kinerja Direktorat
Jenderal Bina Konstruksi dapat dilihat melalui pencapaian sasaran program sebagai
berikut:

Tabel 39. Perbandingan Capaian Kinerja TA 2015-2016

SASARAN/INDIKATOR KINERJIA SATUAN 2015 2016
TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI
PROGRAM: PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN FASILITAS| PENGUSAHAAN INFRASTRUKTUR
SASARAN PROGRAM
1 |Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional % 15 12.77 15 12.18
1|Peningkatan rasio kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional
2 |Meningkatnya persen.tase BUJK yang. be.rkual|f|k'a'5| bgsar % 9 32.37 9 25.18
1|Persentase kenaikan BUJK menjadi berkualifikasi Besar
3 |Meningkatnya penerapan manajemen mutu, K3, tertib pengadaan dan administrasi kontrak % 4 413 4 5.04
0 . .
1|Persentase kenaikan tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi
4 [Meningkatnya SDM pt-enyedla jasa kOnS‘tI‘L-IkSI yang kom;?eten % 1 28 ) 1176
1|Persentase kenaikan SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten
5 |Meningkatnya utllltas' prod.uk unggu'lcjm % 15 0.625 15 1.86
1|Persentase kenaikan tingkat utilitas produk unggulan
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Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa pada tahun 2016, kelima sasaran
program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah tercapai targetnya. Hal ini
merupakan suatu perbaikan kinerja jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya,
dimana terdapat 1 sasaran program mengenai peningkatan utilitas produk unggulan
yang tidak tercapai targetnya.

4.3 ANALISIS KINERJA ORGANISASI
Ketercapaian sasaran program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2016

tentunya didukung oleh capaian output unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal
Bina Konstruksi. Ketercapaian tersebut dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

A. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Ketercapaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dijabarkan
melalui capaian Perjanjian Kinerja TA 2016 sebagai berikut:
Tabel 40. Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2016

. . N Target | Realisasi
Sasaran Kegiatan | No Indikator Kinerja 20%6 2016 Satuan
Penyelenggaraan | Layanan Teknis dan Administrasi 4 4 Dokumen
Pelayanan Teknis | Pembinaan Jasa Konstruksi
Dan Administrasi Dokumen Perencanaan, Program dan
Pembinaan Jasa 1 Anggaran, dan Laporan Evaluasi 1 1 Dokumen
Konstruksi Kinerja
Layanan Mutasi Pegawai,
2 Pengembangan Pegawai dan 1 1 Dokumen
Penyelenggaraan Ortala
Layanan Akuntansi Keuangan,
3 Pengelolaan BMN, Umum Rumah 1 1 Dokumen
Tangga dan Perlengkapan
Layanan Hukum, Informasi dan
* | Komunikasi Publik . ! Dokumen
Pelaporan secara Elektronik
(E-MFc))nitoring) 1 ! Laporan
Layanan Perkantoran 12 12 LaB;;?lr;n
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 15 15 Unit
Kerja Sama dan | Kerja Sama dan Pemberdayaan 1 1 Profil
Pemberdayaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

Sumber: LaKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2016

Capaian indikator kinerja kegiatan Sekretariat Ditjen Bina Konstruksi TA 2016

merupakan dukungan dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Ditjen Bina

Konstruksi. Pada capaian 4 (empat) dokumen layanan teknis dan administrasi

pembinaan jasa konstruksi

mempresentastif dukungan seluruh bagian di
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lingkungan Sekretariat Ditjen Bina Konstruksi. Adapun penjabaran dari seluruh
capaian indikator kinerja adalah sebagai berikut:
1. Dokumen Perencanaan, Program dan Anggaran, dan Laporan Evaluasi
Kinerja
Dokumen tersebut tercapai berdasar kepada laporan-laporan suboutput
pada Bagian Perencanaan dan Evaluasi yang terdiri dari:
— Sinkronisasi Perencanaan Pembinaan Konstruksi Pusat dan Daerah
— Penyusunan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2017-
2019
— Koordinasi Penyusunan Program dan Anggaran TA 2017
— Bantek Pelaksanaan Program dan Anggaran TA 2016 dan
Penyusunan Program dan Anggaran TA 2017
— Pengendalian Pelaksanaan Program Pembinaan Konstruksi TA 2016
— Pengukuran Pencapaian Outcome 2015
Pada tanggal 18-20 Januari 2016
telah diadakan kegiatan pelatihan
dan inputing data emonitoring

yang dihadiri oleh petugas e- |

monitoring di lingkungan | _

Direktorat Jenderal Bina

Konstruksi yang bertujuan untuk Gambar 7. Pemaparan Materi tentang
memberikan pelatihan dan Penggunaan Aplikasi E-monitoring

informasi mengenai penggunaan aplikasi e-monitorig sebagai instrumen
pelaporan progres capaian secara online. Selain itu, telah dilaksanakan
pula Workshop Penyiapan LaKIP Unit Kerja dan Satuan Kerja di
Lingkungan Ditjen Bina Konstruksi pada Senin, 17 Oktober 2016 yang
ditujukan memberikan panduan dan petunjuk kepada seluruh satker
mengenai penyusunan laporan evaluasi kinerja pada tahun anggaran
berlangsung. Laporan evaluasi tersebut dimaksudkan untuk melaporkan
kegiatan yang telah dilakukan untuk menjaga prinsip akuntabel dan
transparasi serta sebagai bentuk pertangungjawaban atas penggunaan

anggaran.
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2. Layanan Mutasi Pegawai, Pengembangan Pegawai, dan
Penyelenggaraan Ortala
Dokumen tersebut tercapai berdasar kepada laporan-laporan suboutput
pada Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana yang terdiri dari:
— Penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian
— Penyusunan NSPK Jafung pembinaan jasa konstruksi
— Pemantauan prestasi kerja
— Pembinaan SDM
— Masukan pemetaan kebutuhan peningkatan kompetensi ASN DJBK
— Evaluasi analisis jabatan dan analisis beban kerja
— Penyusunan formasi pegawai
— Penyusunan SOP, Tata Laksana, dan SMM DJBK
— Fasilitasi reformasi birokrasi
Kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya adalah Evaluasi Sasaran
Kerja Pegawai Ditjen Bina Konstruksi TA 2016 yang dilaksanakan pada
13-14 April 2016. Penilaian Prestasi Kerja dilaksanakan untuk
mewujudkan PNS yang profesional, bertanggungjawab, jujur dan adil
sebagaimana tercantum dalam UU no. 43 tahun 1999. Penilaian kinerja
juga merupakan suatu upaya untuk memberikan penghargaan atas kinerja
sebelumnya dan memperbaiki kinerja pada masa yang akan mendatang.
Selain itu, untuk membangun budaya kerja yang lebih mantap, Ditjen Bina

Konstruksi  melalui  Bagian

. . e >
, TA Membangun
Kepegawaian dan Ortala telah nan ggm%silﬂiﬂmani%ﬂ

menyelenggarakan kegiatan e K51
NEMENTERW -

ESQ yang diikuti oleh seluruh
pegawai  di Ditjen Bina
Konstruksi pada 22-23 Juli
2016. Kegiatan capacity

building ini dimaksudkan untuk Gambar 8. Dirjen Bina Konstruksi dan Ary
o o Ginanjar pada Kegiatan ESQ
memantapkan penilaian nilai-

nilai organisasi Ditjen Bina Konstruksi, KITA, kepada seluruh insan DJBK.
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3. Layanan Akuntansi Keuangan, Pengelolaan BMN, Umum Rumah Tangga

dan Perlengkapan

Dokumen tersebut tercapai berdasar kepada laporan-laporan suboutput

pada Bagian Keuangan dan Umum yang terdiri dari:

— Kegiatan Pengelolaan Tertib Administrasi Keuangan Satker Di
Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

— Kajian Pengembangan Potensi PNBP Ditjen Bina Konstruksi

— Pelaksanaan Administrasi Tata Usaha dan Kearsipan di lingkungan
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

— Konsultan Manajemen Penataan Arsip

— Pelaksanaan Penertiban dan Penatausahaan Barang Milik Negara

— Kajian Pengembangan Manjemen Aset Direktorat Jenderal Bina
Konstruksi

Kegiatan yang telah diselenggarakan untuk mendukung capaian sub

output tersebut diantaranya adalah Bimbingan Teknis Tertib Administrasi

Keuangan Pelaksanaan Anggaran Pembinaan Jasa Konstruksi pada

Satker di Lingkungan Ditjen Bina Konstruksi pada 12 Agustus 2016

dengan maksud sebagai persiapan dan perencanaan pengelolaan

kegiatan kesatkeran dengan menerapkan tertib administrasi keuangan.

Pada bintek ini juga dilakukan penguatan SDM dalam melaksanakan

manajemen proyek dan pengawasan serta pengendalian kegiatan di tiap

satker agar pelaksanaan penyerapan anggaran dapat mencapai ketepatan

waktu, mutu dan biaya. Setiap kegiatan yang dimiliki oleh satuan kerja di

lingkungan Ditjen Bina Konstruksi harus mampu mendukung pencapaian

outcome Ditjen Bina Konstruksi dan diharapkan tidak ada paket pekerjaan

yang hampir sama dengan paket pekerjaan tahun sebelumnya.

4. Layanan Hukum, Informasi dan Komunikasi Publik

Dokumen tersebut tercapai berdasar kepada laporan-laporan suboutput

pada Bagian Hukum, Data dan Komunikasi Publik yang terdiri dari:

— Identifikasi Manfaat Produk Hukum dan Penyebarluasan Peraturan
Perundang-Undangan

— Fasilitasi Advokasi Hukum dalam rangka Penanganan Perkara dan
Pendampingan Hukum di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
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— Komunikasi dan Publikasi Ditjen Bina Konstruksi

— Pendampingan Pelaksanaan Strategi Komunikasi Dan Publikasi Ditjen
Bina Konstruksi

— Pengembangan dan Pengelolaan Data Bina Konstruksi

— Fasilitasi Sistem Informasi Bina Konstruksi

eviie® Salah satu kegiatan yang telah
@ i dilaksanakan oleh Bagian
D.Mmlll

Hukum, Data dan Komunikasi

Publik dalam mencapai target
sub output tersebut adalah
Kontruksi Indonesia (KI) tahun

2016 dengan tema Ketahanan

Gambar 9. Presiden Iﬁaonesiadalam Masyarakat Jasa  Konstruksi
Pembukaan Konstruksi Indonesia 2016 Indonesia Menghadapi
Liberalisasi Perdagangan Barang dan Jasa. Kl merupakan salah satu
upaya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam
menumbuhkembangkan apresiasi terhadap peran industri konstruksi
dalam perkembangan sektor perekonomian serta meningkatkan
kompetensi dan profesionalisme pelaku konstruksi nasional. Dalam
kegiatan Konstruksi Indonesia (KI) 2016 telah diselenggarakan 2 (dua)
seminar diantaranya adalah Semianr Construction Tech Indo (CTI) dengan
tema Perubahan Paradigma Investasi Infrastruktur Dan Reformasi Industri
Konstruksi Bagi Pencapaian Target Pembangunan Infrastruktur 2015 —
2019. Dalam forum tersebut, disebutkan bahwa terdapat gap pembiayaan
pembangunan Infrastruktur sebesar Rp 626 Triliun, yaitu kebutuhan
pendanaan Infrastruktur bidang ke-PUPR-an sebesar IDR 1.915 T
sementara total anggaran pendanaan APBN yang tersedia di Kementerian
PUPR sebesar 1.289 T. Sehingga diperlukan adanya simpul KPBU yang
lebih banyak lagi di lingkungan Kementrian PUPR. Dalam hal ini, Ditjen
Bina Konstruksi melalui Direktorat Bina Investasi Infrastruktur memiliki

andil yang penting dalam penanganan tantangan tersebut.

5. Kerja Sama dan Pemberdayaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
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Profil Kerja Sama

dan Pemberdayaan

Kompetensi dan
Produktivitas

Konstruksi telah
tercapai melalui

kegiatan Pameran
BAUMA 2016 yang  Gambar 10. Pameran BAUMA di Munich, Jerman
diselenggarakan di New Munich Trade Fair Center, Munich, Jerman, pada
11 — 17 April 2016. Kegiatan ini diikuti oleh 3.423 exhibitors dari 58
negara, lebih dari 580.000 pengunjung (meningkat 9% lebih dari jumlah
pengunjung BAUMA sebelumnya pada tahun 2013). Pada kegiatan ini
beberapa sektor yang ditampilkan adalah construction sites; mining,
extraction and processing of raw material;production of building material,
component and service supplier. Beberapa materi juga dibahas pada
kegiatan ini diantaranya adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal,
Kemeterian (Perindustrian, PUPR, dan ESDM), BUMN Karya (Wijaya
Karya, Adhi Karya) dan perusahan di bidang konstruksi.

B. Direktorat Bina Investasi Infrastruktur

Ketercapaian kinerja Direktorat Bina Investasi Infrastruktur dijabarkan melalui

capaian Perjanjian Kinerja TA 2016 sebagai berikut:
Tabel 41. Capaian Kinerja Direktorat Bina Investasi Infrastruktur TA 2016

E:;gti?w No Indikator Kinerja T;é%gt Re;(l)llsga Satuan
Plemblnaan Tersedianya Pengaturan Pembinaan Investasi el
nvestasi 4 5
.| Infrastruktur NSPK
Konstruksi
1 | Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Pola > 2 Draft
Investasi dan Pola Pembiayaan Infrastruktur NSPK
2 | Tersusunnya NSPK Penyelenggaraan > 3 Draft
Investasi Infrastruktur NSPK
Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi 5 4 Profil
Investasi Infrastruktur dan Pengelolaan Risiko
1 | Terlaksananya Fasilitasi Investasi 2 2 Profil
Infrastruktur dan Pengelolaan Risiko
2 | Tersusunnya Profil Pasar Konstruksi > > Profil
Nasional dan Internasional
3 | Tersusunnya Profil Penyelenggaraan 1 ) Profil
Investasi Infrastruktur
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Terlaksananya Layanan Manajemen 1 1 Dokumen
Pelaporan secara Elektronik 1 1 Laporan
(E-Monitoring) P
Layanan Perkantoran 12 12 Bulan
Layanan
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 15 15 Unit

Sumber: LaKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2016

. Tersedianya Pengaturan Pembinaan Investasi Infrastruktur

— 1 Draft NSPK Rapermen Standardisasi dokumen investasi infrastruktur
jalan tol

— 1 Draft NSPK Peta Jalan Harmonisasi Regulasi Investasi Infrastruktur
Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

— 1 Draft NSPK Pelaksanaan Bundling Porject Pada Infastruktur Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat

— 1 Draft NSPK Efisiensi dan Efektifitas (Value For Money)
Penyelenggaraan Infrastruktur Utama di Indonesia

— 1 Draft NSPK Permen Simpul KPBU

. Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur dan

Pengelolaan Risiko

— 1 Profil Alokasi Risiko Dalam Perjanjian Investasi Sebagai Upaya
Pencegahan Sengketa Investasi

— 1 Profil Fasilitasi Investasi Infrastruktur oleh Pemerintah Daerah di
Wilayah Sumatera

— 1 Profil Pemetaan Struktur, Perilaku dan Kinerja Pasar Infrastruktur

— 1 Profil Promosi/RoadShow/Pameran/Jejaring Pasar Konstruksi dan
Investasi Infrastruktur

Pada Perjanjian Kinerja terlihat bahwa adanya penambahan output

“Tersusunnya Profil Penyelenggaraan Investasi Infrastruktur’ dalam satuan

Profil. Penambahan target ini, awalnya bertujuan untuk menjawab isu

strategis terkait paradigma investasi infrastruktur yang harus diubah dari

APBN/APBD menjadi mengutamakan investasi swasta. Tetapi dalam proses

perencanaan kegiatan TA. 2016 ditetapkan bahwa untuk melakukan

perubahan paradigma haruslah melakukan kajian atau analisis yang
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menghasilkan pedoman bukan profil. Pada TA 2016 telah ditetapkan untuk

menambah capaian pada output “Tersusunnya NSPK Penyelenggaraan

Investasi Infrastruktur” menjadi 3 draft NSPK. Dalam hal ini disimpulkan:

% Capaian target Perjanjian Kinerja dan TA. 2016 tidak terjawab,
dikarenakan terjadi perubahan ketetapan terkait satuan kajian/analisis.
Untuk output penyelenggaraan investasi infrastruktur dihasilkan kajian
berupa draft Permen Simpul KPBU dalam satuan draft NSPK bukan profil.

% Capaian Renstra dan TA. 2016 terjawab dan melebihi 1 draft NSPK dari
target Renstra. Pada TA. 2016 dihasilkan 5 draft NSPK dan 4 Profil serta
13 Bulan Layanan sementara pada Renstra ditargetkan 4 Draft NSPK dan
4 Profil serta 13 Bulan Layanan.

% Perubahan arah kebijakan dan pengembangan tugas dan fungsi
organisasi, yang lebih fokus kepada KPBU. Perubahan ini dilakukan untuk
memperbaiki paradigma masyarakat konstruksi yang selama ini sangat
bergantung kepada APBN/APBD sehingga diharapkan nantinya lebih

mendahulukan investasi swasta.

C. Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Ketercapaian kinerja Direktorat Bina Investasi Infrastruktur dijabarkan melalui
capaian Perjanjian Kinerja TA 2016 sebagai berikut:

Tabel 42. Capaian Kinerja Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi TA 2016

Sasaran . N Target | Realisasi
Kegiatan No Indikator Kinerja 2016 2016 Satuan
PP:rr]nléllr;ﬁan Tersedianya Pengaturan Pembinaan 7 7 Rl
y 99 Penyelenggaraan Konstruksi NSPK
araan
Konstruksi 1 | Tersusunnya Standar dan Pedoman Sistem 5 5 Draft
Penyelenggaraan Konstruksi NSPK
2 | Tersusunnya Standar dan Pedoman Kontrak 1 1 Draft
Konstruksi NSPK
3 | Tersusunnya Standar dan Pedoman 5 5 Draft
Konstruksi Berkelanjutan NSPK
4 | Tersusunnya Standar dan Pedoman 2 5 Draft
Manajemen Mutu NSPK
Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi .
) 5 5 Profil
Penyelenggaraan Konstruksi
1 Tersusunnya Profil Sistem Penyelenggaraan 2 5 Profil
Konstruksi
2 | Tersusunnya Profil Pelaksanaan Kontrak 1 1 Profil
Konstruksi
3 | Tersusunnya Profil Pelaksanaan Konstruksi 1 1 Profil
Berkelanjutan
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Sasaran . S Target | Realisasi
Kegiatan No Indikator Kinerja 2016 2016 Satuan
4 | Tersusunnya Profil Pelaksanaan Manajemen 1 1 Profil
Mutu
Terlaksananya Layanan Manajemen 1 1 Dokumen
Pelaporan secara Elektronik 1 1 Laporan
(E-Monitoring) P
Bulan
Layanan Perkantoran 12 12 Layanan
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 20 Unit
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1 Unit

Sumber: LaKIP Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi TA 2016

1. Tersedianya Pengaturan Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi

Revisi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.
19/PRT/M/2016 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi Terintegrasi Rancangan (Design & Build).

Konsep Pedoman Evaluasi Pemilihan Sistem Pengadaan Barang dan jasa
(Metode Project Delivery)

Konsep Standar Dokumen Kontrak Konstruksi: Perencanaan Pekerjaan
Konstruksi & Pengawasan Pekerjaan Konstruksi.

Pedoman Pelaksanaan SMK3L

Petunjuk Pelaksanaan Investigasi Kasus Kecelakaan Konstruksi

Petunjuk Pelaksanaan dan Instruksi Kerja di Lingkungan Ditjen Bina
Konstruksi

Peraturan Menteri

Draft Reuvisi No. 04/PRT/M/2009 tentang Sistem

Manajemen Mutu

2. Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Konstruksi

2 Profil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penyelenggaraan
Konstruksi

1 Profil Pelaksanaan Kontrak Konstruksi

1 Prodil Pelaksanaan Konstruksi Berkelanjutan

1 Profil Manajemen Mutu

Berdasarkan hasil output tersebut, dapat dilihat bahwa seluruh output

Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi telah tercapai dengan baik.

Beberapa penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerjanya antara

lain:
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®
**

®
L X4

Terdapat acuan pengukuran tertib penyelenggaraan yang jelas, yaitu
sesuai dengan 4 (empat) tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi yang
didalamnya juga terdapat sub indikator yang total berjumlah 68 indikator.
Terdapat kejelasan terhadap target pengukuran satker yang dibagi
menjadi 5 tahun, dimana yang menjadi target adalah 782 satker
Kementerian PUPR sehingga di Tahun 2016 sasaran tertib
penyelenggaraan sebesar 70 satker (9% x 782) dan target outcome 31
satker (4% x 313).

Adanya mekanisme Monitoring dan Evaluasi yang terintegrasi. Yaitu
adanya KMW dan KMP serta tenaga survei yang dibawah kendali
sekretariat. Dan adanya KMPT dan KPT dibawah kendali Direktorat Bina
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Adanya keterlibatan teknologi informasi dalam pengawasan kegiatan
yaitu dengan dibangun form monitoring dan evaluasi berbasis website.

D. Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi

Ketercapaian kinerja Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa

Konstruksi dijabarkan melalui capaian Perjanjian Kinerja TA 2016 sebagai

berikut:

Tabel 43. Capaian Kinerja Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa

Konstruksi TA 2016

E:;gg:] No Indikator Kinerja Tzacr)ggt Re;(;'fgS' Satuan
PETEET Tersedianya Pengaturan Pembinaan Rlai
NI P Kelembagaan Jasa Konstruksi & & NSPK
dan Sistem
Konstruksi 1 | Tersusunnya Standar dan Pedoman 2 5 Draft
Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat NSPK
2 | Tersusunnya Standar dan Pedoman Usaha 5 2 Draft
Jasa Konstruksi NSPK
Tersedianya Pemantauan dan Evaluasi 4 4 Profi
. rofil
Kelembagaan Jasa Konstruksi
1 | Tersusunnya Profil Kinerja Kelembagaan 2 > Profil
Pemerintah dan Masyarakat
2 Tersusunr)ya Profil Kinerja Usaha Jasa > > Profil
Konstruksi
Tersedianya Pengaturan Pembinaan Sumber 4 4 Draft
Daya Jasa Konstruksi NSPK
1 | Tersusunnya Standar dan Pedoman Material > > Draft
dan Peralatan Konstruksi NSPK
2 | Tersusunnya Standar dan Pedoman 5 2 Draft
Teknologi dan Produk Dalam Negeri NSPK
Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi 4 4 Profil
Sumber Daya Jasa Konstruksi
1 | Tersusunnya Profil K_inerja Material dan 5 2 Profil
Peralatan Konstruksi
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Sasaran . L Target | Realisasi
Kegiatan No Indikator Kinerja 2016 2016 Satuan
2 | Tersusunnya Profil Kinerja Teknologi dan 5 2 Profil
Produk Dalam Nergeri
Terlaksananya Layanan Manajemen 1 1 Dokumen
Pelaporan secara Elektronik 1
(E-Monitoring) 1 Laporan
Bulan
Layanan Perkantoran 12 12 Layanan
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 40 40 Unit
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 10 10 Unit
1. Tersedianya Pengaturan Pembinaan Kelembagaaan Jasa Konstruksi

Draft Undang-Undang Jasa Konstruksi

Kepmen 991/2016 tentang Penetapan Daftar Nama Pengurus Lembaga
Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2016-2020
Permen 03/2016 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Izin Usaha Jasa
Konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing
Premen 30/2016 tentang Perubahan Pertama Petunjuk Teknis Pemberian
Izin Usaha Jasa Konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman
Modal Asing

Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kelembagaan Jasa Konstruksi

Profil Kinerja Kelembagaan Masyarakat
Profil Kinerja Kelembagaan Pemerintah
Profil Usaha BUJK Asing dan BUJK PMA
Profil Usaha BUJK Nasional

Tersedianya Pengaturan Pembinaan Sumber Daya Jasa Konstruksi

Draft Naskah Akademik Peralatan Asphalt Mixing Plant (AMP) untuk
Mendukung Jaringan Jalan di Indonesia

Draft Permen Registrasi Alat Berat

Draft Permen Perhitungan Mandiri TKDN

Draft Permen Kerjasama Riset Konstruksi

Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Sumber Daya Jasa Konstruksi
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— Pedoman Sistem Informasi MPK Indonesia

— Profil Material dan Peralatan Konstruksi

— Profil Penghargaan Kinerja Proyek Konstruksi 2016

— Profil Hasil Perhitungan TKDN pada Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga

dan Cipta Karya

Ketercapaian kinerja pada Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa
Konstruksi pada tahun ini sudah tercapai 100%. Hal ini dapat disebabkan oleh
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan apa yang
diperjanjikan di dalam dokumen perjanjian kinerja. Tahun 2016 merupakan tahun
yang penting bagi sektor kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi.
Karena, pada tahun ini terdapat dua momen penting untuk dunia konstruksi di
Indonesia yaitu disahkannya Undang-Undang Jasa Konstruksi yang baru, serta
dikukuhkannya pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi untuk
periode 2016-2020.

Undang-Undang Jasa Konstruksi yang
telah disahkan merupakan pengganti
UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi yang terdiri dari 12 Bab dan
46 Pasal. Sedangkan UU Jasa
Konstruksi yang baru terdiri dari 14 bab

dan 106 pasal. Beberapa substansi

penting UU Jasa Konstruksi yang baru

dan telah disepakati pemerintah dan Gambar 11. Rpat Paripurna DPR RI

DPR RI antara lain: sekaligus Pengesahan UU Jasa Konstruksi

a. Adanya pembagian peran berupa tanggung jawab dan kewenangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jasa
konstruksi.

b. Menjamin terciptanya penyelenggaraan tertib usaha jasa konstruksi yang adil,
sehat, dan terbuka melalui pola persaingan yang sehat.

c. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan jasa
konstruksi melalui kemitraan dam sistem informasi, sebagai bagian dari

pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi.
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d. Lingkup pengaturan yang diperluas tidak hanya mengatur usaha jasa

konstruksi melainkan mengatur rantai pasok sebagai pendukung jasa

konstruksi dan usaha penyediaan bangunan.

e. Adanya perlindungan hukum terhadap upaya yang menghambat
penyelenggaraan jasa konstruksi agar tidak menganggu proses
pembangunan.

f. Perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia dalam bidang jasa konstruksi,
termasuk pengaturan badan usaha asing yang bekerja di Indonesia, termasuk
penetapan standar renumerasi minimal untuk tenaga kerja konstruksi.

g. Adanya jaring pengaman terhadap investasi yang akan masuk di bidang jasa
konstruksi.

h. Mewujudkan jaminan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi yang sejalan
dengan nilai-nilai keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan
(K4).

Dengan disahkannya Undang-Undang Jasa Konstruksi yang baru, Direktorat

Jenderal Bina Konstruksi juga harus mempersiapkan turunan undang-undang

sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan agar dapat dilaksanakan. Adapun family

tree Undang-Undang Jasa Konstruksi dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

RANCANGAN UNDANG-

UNDANG JASA KONSTRUKSI
I

! 4 ! 4 v

PERATURAN PRESIDEN TENTANG
USAHA PENYEDIAAN BANGUNAN
DAN PENYELENGGARAAN JASA

PERATURAN PEMERINTAH PERATURAN PEMERINTAH PERATURAN PEMERINTAH
TENTANG TENTANG USAHA DAN PERAN TENTANG PENYELENGGARAAN
PENYELENGGARAAN JASA MASYARARAKAT JASA PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
KONSTRUKSI KONSTRUKSI

KONSTRUKSI YANG DIKERJAKAN
SENDIRI

PERATURAN PRESIDEN TENTANG
JAMINAN DAN PENYELENGGARAAN
USAHA PENYEDIAAN BANGUNAN DAN
PERJANJIAN PENYEDIAAN BANGUNAN

!

!

v

1 kondisi tertentu Penunjukan
langsung;

2 pemilihan Penyedia Jasa dan
penetapan Penyedia Jasa dalam

3 Kontrak Kerja Konstruksi;

4 kewajiban dan
pertanggungjawaban Penyedia
Jasa atas Kegagalan Bangunan;

5 pemberian ganti kerugian dalam
hal terjadi Kegagalan Bangunan;

6 penyelesaian sengketa;

7 tata cara pengenaan sanksi
administratif

hubungan kerja Jasa Konstruksi;

1.jenis, sifat, klasifikasi,
layanan usaha, perubahan
atas klasifikasi dan layanan
usaha, dan usaha rantai
pasck sumber daya
konstruksi;

2.segmentasi pasar serta
kriteria risiko, teknologi,
dan biaya;

3.pengaduan,gugatan, dan
upaya mendapatkan ganti
rugi atau kompensasi;

1 Tanggung jawab dan
kewenangan;
2 Pembinaan

PERATURAN MENTERI TENTANG:
1.standar penilaian kualifikasi;

2 sertifikasi dan registrasi badan usaha;
3.registrasi pengalaman;

tenaga kerja Indonesia, dan pemberian Izin Usaha;
5.pengembangan usaha berkelanjutan;

¥

PERATURAN MENTERITENTANG:

1. penilai ahli dan penilaian Kegagalan Bangunan;

2. mekanisme pelaporan terjadinya Kegagalan Bangunan;

3. klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi;

1. tata cara registrasilembaga pendidikan dan pelatihan kerja;

Jasa Konstruksi dan pembentukan lembaga;
10.sistem informasi yang terintegrasi;

| »| 4.pemberian izin perwakilan, mekanisme kerja sama operasi, penggunaan lebih banyak

6.tata cara Menteri melakukan Sertifikasi Kompetensi Kerja, tata cara akreditasi asosiasi profesi,
dan tata cara penyampaian laporan keuangan dan iuran keanggotaan;

7.registrasi dan tata cara pemberian tanda daftar pengalaman profesional;

8.tata cara registrasi bagi tenaga kerja konstruksi asing

9.penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusatyang mengikutsertakan masyarakat

Bagan 3. Family Tree Undang-Undang Jasa Konstruksi
Sumber: Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi (2016)
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Momen penting lainnya adalah pengukuhan pengurus LPJK Tingkat Nasional
Periode 2016-2020 yang diadakan pada Kamis, 12 Januari 2017 lalu di Jakarta.
Pengukuhan ini merupakan tindak lanjut setelah ditetapkannya pengurus LPJK
Tingkat Nasional sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat No. 51/PRT/M/2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti,
Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja LPJK. Pengurus LPJK
Nasional periode 2016-2020 dapat dilihat pada bagan di bawabh ini:
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Bagan 4. Struktur Organisasi LPJK Nasional Periode 2016-2020

Eilh Gondow andojo

Sumber: Ipjk.net
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E. Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

Ketercapaian kinerja Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

dijabarkan melalui capaian Perjanjian Kinerja TA 2016 sebagai berikut:

Tabel 44. Capaian Kinerja Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

TA 2016
Sasaran : — Target | Realisasi
Kegiatan No Indikator Kinerja 2016 2016 Satuan
I(P(?rrgbéz?gr?gi Tersedianya Pengaturan Pembinaan 30 31 DL
dpan Kompetensi dan Produktivitas Kerja Konstruksi NSPK
Produktivitas 1 | Tersusunnya Standar Kompetensi Kerja 24 o5 Dratft
Sumber Daya Konstruksi NSPK
Konstruksi Tersusunnya Standar dan Pedoman
2 ; . . Draft
Penerapan Peningkatan Kompetensi Kerja 2 2
; NSPK
Konstruksi
3 | Tersusunnya Standar dan Pedoman > > Draft
Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi NSPK
4 | Tersusunnya Standar dan Pedoman 5 2 Draft
Produktivitas Kerja Konstruksi NSPK
Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi 3 3 Profil
Kompetensi dan Produktivitas Kerja Konstruksi
1 | Tersusunnya Profil Kinerja Penerapan 1 1 Profil
Kompetensi Kerja Konstruksi
2 | Tersusunnya Profil Kinerja Pengembangan 1 1 Profil
Profesi Jasa Konstruksi
3 | Teciptanya Kinerja Produktivitas Kerja 1 1 Profil
Konstruksi
Terlaksananya Layanan Manajemen 1 1 Dokumen
Pelaporan secara Elektronik 1
(E-Monitoring) . HE{pOIE
Layanan Perkantoran 12 12 Bulan
Layanan
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1 1 Unit
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1 1 Unit
1. Tersedianya Pengaturan Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas

Konstruksi
— SKKNI
Sanitasi dan Limbah, Plumbing dan Pompa Mekanik, dan Landasan
Terbang (5 NSPK)

— Materi Kompetensi Jabatan Kerja Operator :

Subklasifikasi Teknik

. Terowongan, Bangunan Lepas Pantai,

Mesin Pencampur Aspal,

Mesin Penggelar Aspal, Backhoe Loader, Wheel Loader, dan Mesin
Pemecah Batu (5 NSPK)

— Materi Kompetensi : Ahli Manajemen Konstruksi, Ahli SDA, Teknisi Lab
Tanah, Ahli Teknik Jalan, Ahli Geodesi, Quality Controller, Ahli Geoteknik,
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Ahli Teknik Bangunan Gedung, dan Ahli Teknik Bendungan Besar (9
NSPK)

Pemutakhiran Materi Kompetensi : Jabatan Kerja Quantity Surveyor,
Jabatan Kerja Pelaksana Pekerjaan Jalan, Pelaksana Bangunan lIrigasi,
Operator Excavator, Juru Gambar Arsitektur, dan Teknisi Fire Alarm (6
NSPK)

Sistem Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi

Penerapan Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia Bidang Jasa Konstruksi
Naskah Akademik dan Rapermen Tentang RFPE & RFA

Rapermen tentang Pedoman Penilaian Kinerja Profesi dalam Pembinaan
Pengembangan Profesionalitas

Penetapan Standar Pengukuran Produktivitas Konstruksi

Naskah Akademik Kebijakan Pembinaan Konsrtuksi untuk Peningkatan
Produktivitas Konstruksi

2. Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kompetensi dan Produktivitas

Kerja Konstruksi

Profil Penerapan Kompetensi Konstruksi
Mutual Recognition Arrangements (MRA) on Engineering Services and
Architectural Services

Bantek Manajemen dan Pengukuran Produktivitas Konstruksi

F. Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan

Ketercapaian kinerja Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan dijabarkan

melalui capaian Perjanjian Kinerja TA 2016 sebagai berikut:

Tabel 45. Capaian Kinerja Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan TA 2016

Sasaran . N Target | Realisasi
Kegiatan No Indikator Kinerja 2016 2016 Satuan
Kerja Sama | Terlaksananya Kerja Sama dan Pemberdayaan Profil
) L 4 4
dan Kompetensi dan Produktivitas
Pemberdayaan | ;1 | Terlaksananya Kerja Sama Kompetensi dan :
= . 1 1 Profil
Produktivitas Konstruksi
2 | Terlaksananya Pemberdayaan Kompetensi 1 1 Profil
dan Produktivitas Konstruksi Wilayah |
3 | Terlaksananya Pemberdayaan Kompetensi 1 1 Profil
dan Produktivitas Konstruksi Wilayah I
4 | Terlaksananya Pemberdayaan Kompetensi 1 1 Profil
dan Produktivitas Konstruksi Wilayah Il
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Sasaran . L Target | Realisasi
Kegiatan No Indikator Kinerja 2016 2016 Satuan
Terlaksananya Layanan Manajemen 1 1 Dokumen
Layanan Perkantoran 12 12 e
Layanan
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 139 75 Unit
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 83 0 Unit

1. Terlaksananya Kerja Sama dan Pemberdayaan Kompetensi dan Produktivitas
Konstruksi
— Profil Kerja Sama Jasa Konstruksi

Profil Pemberdayaan Jasa Konstruksi Wilayah |

Profil Pemberdayaan Jasa Konstruksi Wilayah I

— Profil Pemberdayaan Jasa Konstruksi Wilayah IlI
Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan walau tidak berkontribusi secara
langsung dalam pencapaian outcome, namun berada pada komponen kerja
sama dan memegang peranan penting dalam pencapaian target outcome melalui
kegiatan-kegiatannya. Dalam rangka mendukung percepatan ketersediaan SDM
penyedia konstruksi yang kompeten, Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan
melakukan sapta agenda percepatan sertifikasi kompetensi bidang jasa

konstruksi sebagai berikut:

1

3 Harmonisasi dan Standardisasi
\\ USTK LPJK — LSP BNSP

54

7

Bagan 5. Sapta Agenda Percepatan Sertifikasi Kompetensi Konstruksi
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i.  Mendorong penciptaan instruktur pelatihan, asesor pelatihan, dan mandor
calon instruktur terlatih dan tersertifikasi. Pelatihan berbasis kompetensi
harus menjadi instrumen untuk mendorong percepatan SDM Konstruksi.
Salah satu yang harus disiapkan adalah peningkatan dan penciptaan
instruktur/asesor yang berkualitas. Penciptaan tersebut diharapkan dapat
dilakukan melalui Kerja sama bersama asosiasi instruktur/asesor bidang
konstruksi yang ada.

ii. Untuk dunia pendidikan, dilakukan pembenahan skema sertifikasi,
sehingga tercipta sinergi antara dunia pendidikan, industri, dan
pemerintah. Dilakukan dengan pembenahan skema Sertifikasi Kualifikasi
dan Okupansi politeknik/SMK yang tahun ini sedang dibuat. Setelah
skema tersebut selesai, ke depan akan diberlakukan secara legal oleh
Kementerian PUPR. Dengan membangun/menyusun skema tersebut,
Kementerian PUPR ikut mendukung sinergi antara dunia pendidikan,
industri, dan pemerintah.

ii.  Untuk menjaga standar mutu sertifikasi, ke depan akan dilakukan
standarisasi USTK (Unit Sertifikasi Tenaga Kerja) setara dengan lembaga
sertifikasi profesi yang dibentuk oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi
(BNSP). Skema sertifikasi BNSP dapat dijadikan acuan/referensi karena
telah sesuai dengan standar internasional.

iv. Pelaksanaan program binjakonda (Pembinaan Jasa Konstruksi Daerah).
Program ini mencerminkan sinergi pemerintah pusat dengan pemerintah
daerah. Bagaimana kita memberdayakan dan mendorong pemerintah
daerah untuk memiliki Unit Pembinaan Jasa Konstruksi yang sesuai
dengan UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana pemerintah
provinsi bertanggungjawab terhadap penciptaan Tenaga Ahli dan
pemerintah kabupaten/kota bertanggungjawab untuk penciptaan Tenaga
Terampil.

v. Link and match antara dunia pendidikan, industri dan pemerintah, di
antaranya menciptakan akses pelaksanaan On the Job Traning pada
proyek-proyek konstruksi. Sinergitas ini diharapkan dapat membantu
siswa dan mahasiswa dengan jurusan yang terkait dengan bidang
konstruksi untuk mendapatkan akses pelaksanaan On Job Training pada

proyek-proyek konstruksi. On Job Traning ini penting untuk memberikan
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pengalaman lapangan awal dalam menapaki dunia kerja di sektor jasa

konstruksi.

vi. Program pelatihan mandiri/plasma. Mekanismenya dilakukan dengan
melatih para mandor yang bekerja pada proyek-proyek konstruksi untuk
dapat menjadi trainer bagi tenaga-tenaga terampil yang menjadi
anggotanya,

vii. Program pelatihan dan uji kompetensi dengan Kendaraan Pelatihan
Keliling/Mobile Training Unit (MTU). Mengingat pelaksanaan pelatihan
dan uji kompetensi terkadang di pelosok daerah/pedesaan yang kurang
akan sarana dan prasarana yang memadai, maka diperlukan juga adanya
Mobile Training Unit (MTU). MTU ini dapat digunakan untuk melatih
masyarakat di perdesaan secara langsung atau proaktif dengan peralatan
dan instruktur pelatihan bersifat bergerak. Kegiatan ini diharapkan mampu
menyediakan kesempatan luas kepada masyarakat perdesaan dalam
meningkatkan keterampilan kerja di sektor konstruksi. Kegiatan ini akan
melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan pembina konstruksi daerah.
Selanjutnya, untuk mendukung pencapaian outcome tersebut, Direktorat
Kerja Sama dan Pemberdayaan bertugas untuk melaksanakan output:
Terlaksananya kerja sama dan pemberdayaan peningkatan
kompetensi SDM konstruksi, yang diukur melalui jumlah profil Kerja
sama dan pemberdayaan peningkatan kompetensi SDM konstruksi
sebanyak 5 profil dalam 5 tahun. Untuk mencapai output tersebut,
terdapat beberapa sub-output yang menjadi bagian dari pencapaian
output: terlaksananya Kerja sama dan pemberdayaan peningkatan
kompetensi SDM konstruksi, yaitu:

o Standar dan pedoman Kerja sama dan pemberdayaan, dengan target
10 draft NSPK dalam 5 tahun.

o Pengembangan kompetensi dan produktivitas konstruksi bersama
lembaga pemerintah dan/atau masyarakat, dengan target 200 Kerja
sama penyelenggara pemberdayaan dalam 5 tahun.

o Profil kinerja pelaksanaan pemberdayaan, dengan target 15 profil

kinerja pelaksanaan pemberdayaan wilayah dalam 5 tahun.
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G. Kegiatan Strategis Lainnya

a) Mobile Training Unit (MTU)
Tujuan dari pelaksanaan pelatihan menggunakan Mobile Training Unit (MTU)

antara lain sebagai berikut:

e Memberikan stimulus/percontohan bagi Stakeholder terkait dalam upaya
peningkatan kompetensi SDM konstruksi.

e Memperluas akses pelatihan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja
konstruksi di kantong-kantong tenaga kerja konstruksi dan pusat-pusat lokasi
proyek yang belum terjangkau oleh lembaga/institusi/balai pelatihan
konstruksi (berada di remote area).

e Memberdayakan masyarakat konstruksi secara mandiri untuk
melaksanakan/ mengikuti pelatihan kompetensi kerterampilan konstruksi

e Melakukan percepatan pelatihan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja
konstruksi terampil Indonesia.

e Meningkatkan kualitas, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pelatihan
dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi nasional.

¢ Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses kegiatan dan
informasi bidang jasa konstruksi terutama pelaksanaan infrastruktur

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Adapun fungsi MTU antara lain:

e Sebagai sarana dan prasarana pelatihan tenaga kerja konstruksi dengan
cara pelaksanaan bimbingan teknis, uji sertifikasi, dan on the job training.

e Sebagai sarana dan prasarana dalam penyebar luasan informasi tentang
tenaga kerja konstruksi, penyelenggaraan pelatihan, kegiatan bimbingan
teknis, dan uji sertifikasi, serta pendataan calon peserta melalui kegiatan
pameran, termasuk informasi mengenai kegiatan pekerjaan bidang konstruksi
terutama pelaksanaan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat.

e Sebagai sarana dan prasarana dalam kegiatan Sosialisasi dalam upaya
meningkatkan kemampuan dan pemberdayaan kepada masyarakat bidang
jasa konstruksi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
pekerjaan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat.
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Hingga pada TA 2016, telah
diserahkan Mobile Training Unit
(MTU) kepada 20 Provinsi di
Indonesia dan 14 Provinsi
sisanya sedang dalam proses

serah terima. MTU tersebut

dikelola oleh Balai Jasa Gambar 12. Kegiatan MTU di Daerah

Konstruksi Wilayah/Sekretaris Daerah/Dinas PU Provinsi untuk dapat
digunakan oleh Pemda Kabupaten/Kota, Asosiasi, Lembaga, Perguruan
Tinggi dan SMK di daerah tersebut. Diharapkan, dengan adanya pelatihan
menggunakan MTU dapat meningkatkan jumlah pekerja konstruksi kompeten
dan tersertifikasi yang memiliki pengetahuan tentang bidang jasa konstruksi.
Selain itu, diharapkan dengan adanya MTU di setiap provinsi, sehingga
masyarakat dapat lebih mudah dalam mengakses kegiatan dan informasi

bidang jasa konstruksi.

Capaian kegiatan Uji dan Pelatihan MTU yang dilaksanakan di seluruh

Indonesia dapat dilihat pada diagram berikut:

¢ L]

Sumber: Balai Material dan Peralatan Konstruksi (2016)

Diagram 10. Capaian Kegiatan Uji dan Pelatihan MTU

Sedangkan, hasil dari kegiatain Training of Trainer MTU (TOT MTU) hingga
tahun 2016 dapat dilihat pada diagram berikut:
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TRAINING OF TRAINER MTU

INSTRUKTUR

JUMLAH ORANG

Bidang Plambing Bidang Listrik  m Bidang Las  m Bidang Bangunan Umum
Sumber: Balai Material dan Peralatan Konstruksi (2016)

Diagram 11. Capaian Training of Trainer MTU

Capaian tersebut telah berkontribusi dalam meningkatkan jumlah tenaga kerja

terlatih dan tersertifikasi di seluruh Indonesia.

b) Lomba Pekerja Konstruksi Tingkat Nasional
Pelaksanaan lomba pekerja

konstruksi merupakan salah satu
bentuk apresiasi kepada para
pekerja konstruksi dan mendorong
terciptanya kondisi  persaingan
. yang sehat antar para tenaga kerja

konstruksi dalam meningkatkan

Gambar 13. Lomba Pekerja Konstruksi kompetensi kerja sesuai bidang

Tingkat Nasional kerja yang digelutinya. Lomba ini
diikuti oleh wakil-wakil pekerja konstruksi dari berbagai wilayah di Indonesia
dengan melibatkan para stakeholder terkait pembinaan konstruksi. Kegiatan
ini, diharapkan dapat mendukung perkuatan institusi daerah dalam
menyelenggarakan pembinaan kompetensi SDM jasa konstruksi dan
mengembangkan pola pembinaan SDM kerja konstruksi di daerah. Adapun
tujuan dari kegiatan ini agar dapat meningkatkan jejaring kerja (networking)
antara para pelaku konstruksi dan pembinanya di tingkat kota/kabupaten,
provinsi, dan nasional sehingga dapat meningkatkan peran daerah dalam
menyelenggarakan pembinaan SDM konstruksi.
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Pada Tahun 2016, Lomba Pekerja Konstruksi memiliki tema “Mewujudkan
Tenaga Kerja Konstruksi yang Kompeten dan Produktif dalam rangka
Mendukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur Indonesia”. Adapun
bidang pelaksanaan lombanya terdiri dari 11 bidang lomba antara lain:
pemasangan batu, pemasangan ubin, pemasangan scaffolding, pemasangan
instalasi listrik, pembesian, plambing, juru ukur, juru gambar, pelaksana
lapangan pekerjaan jalan, pelaksana lapangan pekerjaan gedung, dan
operator excavator. Total peserta lomba pada TA 2016 ini adalah sebanyak
423 orang yang berasal dari 34 Provinsi di Indonesia. Adapun pelaksanaan
lomba sendiri adalah di Balai Pelatihan Konstruksi dan Peralatan pada
tanggal 7-9 November 2016. Kedepannya, diharapkan Lomba Pekerja
Konstruksi Tingkat Nasional ini dapat dilaksanakan dengan lebih baik dengan

adanya kesiapan daerah untuk ikut berpartisipasi.

c) SERTIFIKASI MASSAL TENAGA KERJA KONSTRUKSI

Sebagaimana diketahui bahwa target utama Kementerian PUPR 2015-2019
antara lain pembangunan 65 waduk,1 juta hektar jaringan irigasi baru,
rehabilitasi 3 juta hektar jaringan irigasi, pembangunan 1.000 km jalan tol,
2.650 km jalan arteri baru untuk konektivitas wilayah dan penyediaan
infrastruktur permukiman. Oleh karena itu, Kementerian PUPR membutuhkan
jumlah tenaga kerja konstruksi dalam jumlah yang besar, sehingga penyiapan
tenaga kerja konstruksi yang terlatih, terampil, profesional dan bersertifikat
adalah mutlak diperlukan. Untuk itulah Ditjen Bina Konstruksi kembali
melaksanakan sertifikasi massal di beberapa daerah di Indonesia. Hasil dari
sertifikasi massal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 46. Capaian Kegiatan Sertifikasi Massal

Balai Jasa Konstruksi Palembang 1000 1000
Balai Jasa Konstruksi Jakarta 3922 3809
Balai Jasa Konstruksi Surabaya 1095 1060
Balai Jasa Konstruksi Banjarmasin 1228 1104
Balai Jasa Konstruksi Makassar 1351 1351

TOTAL 8498 7226

Sumber: Balai-Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (2016)
Kegiatan sertifikasi massal dilaksanakan di lokasi proyek dengan

pelaksanaan berupa pelatihan tukang bangunan umum dan fasilitasi uji

kompetensi.
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Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada awal tahun anggaran mendapat
alokasi sebesar Rp681.970.000.000,- dan berdasarkan Instruksi Presiden No. 4

Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja

Kementerian/Lembaga dalam rangka Pelaksanaan APBN TA 2016 berkurang
Rp48,4M sehingga pagu APBN-P menjadi Rp633.570.000.000,-. Selanjutnya, pada
bulan Agustus 2016 terbit Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2016 yang membuat

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melaksanakan penghematan (self-blocking)

sebesar Rp 12 M dalam pagu akhir TA 2016. Sehingga, pagu efektif Direktorat
Jenderal Bina Konstruksi adalah sebesar Rp 627.550.000.000,-. Rincian alokasi

anggaran masing-masing unit kerja beserta realisasi keuangannya tertera pada tabel
berikut:

Tabel 47. Alokasi Anggaran dan Realisasi pada Unit Kerja di lingkungan DIJBK TA
2016

1 Sekretana; Direktorat Jenderal Bina 102.819 128 92 638.456 90.10
Konstruksi

2 Direktorat Bina Investasi Infrastruktur 31.330.563 30.272.191 96,62

3 Direktorat .Bma Penyelenggaraan Jasa 37 497 322 36.011.246 96,04
Konstruksi

4 Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber 36.353.995 35882936 98,70
Daya Jasa Konstruksi

5 D|rektorat. Bina Kompetensi dan Produktivitas 37 618.269 37.045.907 98.48
Konstruksi

6 Direktorat Kerja_ Sama dan Pemberdayaan 35.421.471 33.967.217 95.89
Jasa Konstruksi

7 Balai Jasa Konstruksi Wilayah | Banda Aceh 37.498.285 30.193.571 80,52

8 Balai Jasa Konstruksi Wilayah Il Palembang 19.140.992 16.148.605 84,37

9 Balai Jasa Konstruksi Wilayah 11l Jakarta 27.977.088 24.765.858 88,52

10 Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya 53.331.061 42.959.254 80,55

11 Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin 26.071.854 20.139.934 77,25

12 Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar 26.427.644 24.646.350 93,26

13 | Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura 21.941.737 17.611.073 80,26

14 Balai Penerapan Teknologi Konstruksi 15.239.382 15.221.715 99,88

15 Balai Material dan Peralatan Konstruksi 67.937.266 58.776.980 86,52

16 Manajemen dan Pengendalian Pembinaan 53227 521 43.843.833 82.29
Jasa Konstruksi Daerah
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17 Pelaksana Pfem.berdayaan Jasa Konstruksi 3.495.289 3.494.179 99.97
Daerah Provinsi DI Yogyakarta
18 Pelaksana Pgm.berd.ayaan Ja;a Konstruksi 3.178.409 3.095.870 97,40
Daerah Provinsi Kalimantan Timur
19 Pelaksana Pgm.berdayaa_n Jasa Konstruksi 2992 180 2.904.130 97.06
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
TOTAL 639.549.456 569.619.307 89,07

Sumber: e-monitoring.pu.go.id (Status Data 26 Januari 2017)

Pencapaian realisasi anggaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada
tahun 2016 adalah sebesar Rp569.619.307,- atau sekitar 89,07%. Pencapaian ini
patut diapresiasi karena lebih besar daripada tahun 2015 yang hanya sebesar
80,86%. Selain itu, capaian fisik Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada TA 2016
jika dilihat melalui e-monitoring.pu.go.id adalah sebesar 98,50% jauh lebih tinggi dari
TA 2015 yang hanya sebesar 94,90%. Selain itu, jika melihat terhadap pagu
efektif, maka capaian keuangan dan fisik Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
masing-masing adalah 90,76% dan 100%. Hal ini merupakan hasil dari efisiensi
dan efektivitas kinerja sehingga capaian tahun ini lebih baik daripada tahun 2015.
Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penyerapan anggaran tidak 100%
antara lain:

1. Pengefektifan anggaran di beberapa sektor membuat pemakaian anggaran tidak
mencapai pagu yang sudah dianggarkan.

2. Keadaan Ditjen Bina Konstruksi yang baru mengalami perubahan dari bentuk
sebelumnya vyaitu Badan Pembinaan Konstruksi menyebabkan perlu

penyesuaian kinerja dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.
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Sumber: e-monitoring.pu.go.id (Status Data 26 Januari 2017)
Diagram 12. Alokasi Anggaran dan Realisasi pada Unit Kerja
di lingkungan DJBK TA 2016

Jika dilihat berdasar kepada indikator outcome Direktorat Jenderal Bina
Konstruksi, maka alokasi anggaran dan realisasi pada setiap sasaran program

adalah sebagai berikut:

Tabel 48. Alokasi Anggaran dan Realisasi Pada Setiap Sasaran Program DJBK TA
2016

Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional

Rp58,978,683

Rp55,593,326

Meningkatnya persentase BUJK yang berkualifikasi besar

Rp45,825,117

Rp43,262,603

Meningkatnya penerapan manajemen mutu, K3, tertib
pengadaan dan administrasi kontrak

Rp65,145,442

Rp61,332,381

Meningkatnya SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten

Rp423,775,097

Rp364,168,394

Albh| W NP

Meningkatnya utilitas produk unggulan

Rp45,825,117

Rp43,262,603

TOTAL

Rp639,549,456

Rp567,619,305

Sumber: e-monitoring.pu.go.id (Status Data 26 Januari 2017)
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Pagu setiap sasaran program digunakan dalam pencapaian target program
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada Tahun Anggaran 2016. Alokasi anggaran
tersebut digunakan pada kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian target
sasaran program pada setiap unit kerja yang berkaitan. Adapun persentase pagu
terbesar adalah pada sasaran program keempat, yaitu Meningkatnya SDM penyedia
jasa konstruksi yang kompeten sebesar 66% dari total pagu keseluruhan. Hal inilah
yang dijadikan sebagai dasar pembobotan pada pencapaian sasaran strategis
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada sasaran mengenai
Meningkatnya Kapasitas dan Pengendalian Kualitas Konstruksi Nasional. Selain itu,
peningkatan SDM yang berkompeten dianggap menjadi bekal dalam pencapaian
outcome lainnya dalam rangka program pembinaan konstruksi yang dilaksanakan

oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

4.4 EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS
Sebagaimana diketahui dalam rincian data Sumber daya Manusia yang telah

dijelaskan sebelumnya, diketahui bahwa Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
memiliki total pegawai sebanyak 400 orang PNS dan 311 orang Non PNS yang
tersebar dalam 6 Unit Eselon Il dan beberapa balai di lingkungan Direktorat Jenderal
Bina Konstruksi. Dari total 711 sumber daya manusia yang ada di lingkungan
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi tersebut terbagi pula menjadi beberapa eselon

yang mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing.

Sejak awal periode pemerintahan 2014-2019, terdapat beberapa perubahan
baik itu pada tingkat kementerian maupun di dalam lingkungan Direktorat Jenderal.
Pada tingkat kementerian terjadi perubahan nomenklatur yaitu penggabungan dua
kementerian menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Sedangkan, pada awal tahun 2015 terjadi perubahan bentuk Badan Pembinaan
Konstruksi menjadi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Pada tahun 2016, terjadi
penambahan 1 unit eselon IV di setiap balai di lingkungan Direktorat Jenderal Bina

Konstruksi.

Terjadinya tiga hal diatas secara tidak langsung juga mempengaruhi dengan

bertambah maupun berkurangnya sumber daya manusia di lingkungan Direktorat
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Jenderal Bina Konstruksi, sedangkan dapat diketahui efektif dan efisiennya kinerja di
lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi juga dipengaruhi oleh jumlah sumber
daya manusia yang ada. Dengan jumlah sumber daya manusia yang cukup akan
mampu mendukung tercapainya target kinerja kegiatan di lingkungan Direktorat
Jenderal Bina Konstruksi.

Penambahan eselon IV pada setiap balai, artinya menambah 9 jabatan baru
yang juga harus diisi dengan eselon IV dan staf-stafnya. Salah satu cara untuk bisa
mengisi jabatan dan staf dalam susunan organisasi baru tersebut adalah dengan
melakukan mutasi sumber daya manusia dari unit kerja yang sudah ad. Cara ini
dilakukan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi agar mencapai
pemerataan staf dan pejabat yang cukup di lingkungan Direktorat Jenderal Bina
Konstruksi.

Jika dilihat berdasarkan pagu, pada tahun 2014 Badan Pembinaan Konstruksi
dengan total SDM sebanyak 383 orang memiliki pagu sebesar Rp333.499.791.000,-.
Pada tahun 2015 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki pagu sebesar
Rp722.899.986.000,- dengan jumlah PNS sebanyak 407 orang. Sedangkan, pada
tahun 2016 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki pagu sebesar
Rp639,549,456 dengan jumlah PNS sebanyak 400 orang. Secara umum dapat
dilihat, pada tahun 2014 satu orang pegawai sebanding dengan pagu
Rp870.756.478,-, pada tahun 2015 satu orang pegawai sebanding dengan pagu
Rpl.776.167.042,- dan pada tahun 2016 satu orang pegawai sebanding dengan
pagu Rp1.598.874,-. Sehingga dapat dikatakan bahwa beban pagu setiap per orang
meningkat sebesar 103% atau lebih dari dua kali lipat beban pagu dari tahun 2014
menuju tahun 2015. Hal ini adalah salah satu bentuk pengefektifan kinerja di
lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Namun, tidak dapat dipungkiri
bahwa pengefisienan tersebut harus dibarengi dengan kapasitas SDM yang
meningkat serta strategi-strategi dalam bekerja agar lebih efektif dan efisien. Pada
tahun 2015 dan 2016, perbandingan antara pegawai PNS dengan pagu tidak jauh
berbeda. Hal ini dikarenakan adanya penurunan pagu dan jumlah PNS dari tahun

lalu.
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BAB 6
PENUTUP
5.1 PERMASALAHAN

Permasalahan secara umum yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan di

Tahun 2016 ini antara lain:

1. Peningkatan tugas dan anggaran tidak diikuti dengan sumber daya manusia
yang ada, dimana SDM Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang ada masih
terbatas baik kuantitas maupun kualitasnya.

2. Kurang terkelolanya data dan informasi dikarenakan pengumpulan data masih
belum kontinu dan banyak hasil kajian yang tidak menggunakan data dan
informasi yang akurat.

3. Data dan informasi yang masih tersebar di masing-masing unit kerja belum
diolah menjadi suatu informasi yang dapat dijadikan input kebijakan.

4. Terjadinya perubahan struktur organisasi menyebabkan berkurangnya SDM di
tiap-tiap unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

5. Belum adanya timeline kerja sehingga terdapat beberapa kegiatan antar
Direktorat yang bersinggungan waktunya.

6. Belum efektifnya fungsi monitoring dan evaluasi terhadap penerapan peraturan-
peraturan terkait.

7. Belum adanya pedoman perencanaan dan penganggaran untuk balai dan
pembinaan jasa konstruksi daerah.

8. Kurangnya pemahaman pada setiap poin yang ada dalam agenda Reformasi
Birokrasi serta pelaksanaan budaya kerja yang belum maksimal.

9. Adanya revisi anggaran/pemotongan mempengaruhi keterlambatan dalam
progres keuangan karena proses administrasi.

Adapun permasalahan pada masing-masing bidang pembinaan konstruksi antara

lain:

A. Bidang Investasi Infrastruktur

1. Simpul KPBU baru terbentuk di akhir 2016, sehingga Direktorat Bina Investasi
Infrastruktur sebagai Simpul KPBU dikenal masyarakat jasa konstruksi masih
memerlukan waktu untuk disosialisasikan tugas dan fungsinya terutama kepada
sektoral di Lingkungan DBII.
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2. Pengesahan Permen Tentang Simpul KPBU masih dalam proses sehingga
pelaksanaan fasilitasi KPBU di Lingkungan Kementerian PUPR masih terhambat.

3. Paradigma para pemangku kepentingan di Indonesia di sector konstruksi yang
masih memandang bahwa pendanaan sector konstruksi berasal dari
APBN/APBD.

4. Pembiayaan infrastruktur masih belum sesuai (terjadi missmatch) dengan
karakteristik investasi infrastruktur. Aturan dalam dunia perbankan di Indonesia
menerapkan proses pengembalian pinjaman pada rentang waktu + 5-10 tahun.
Sedangkan tingkat pengembalian investasi infrastruktur memerlukan waktu yang
lebih lama dengan rentang waktu + 15-20 tahun.

5. Proses pembebasan dan pembiayaan lahan yang memerlukan waktu dan biaya
yang sangat besar.

6. Manajemen risiko dan dukungan pemerintah terkait alokasi risiko dan skema
penjaminan untuk Pembangunan infrastruktur masih belum sinkron.

7. Kesiapan Pembangunan terkait kegiatan persiapan Pembangunan dan studi
kelayakan belum memadai.

8. Perencanaan persiapan proyek infrastruktur tidak melibatkan semua stakeholder
terkait.

9. Pelaksanaan proyek yang buruk karena kurangnya pengawasan terhadap
proyek-proyek infrastruktur yang sedang dilaksanakan dan pengambilan
keputusan yang tidak efektif terhadap proyek-proyek yang sedang terhambat
(bottleneck).

B. Bidang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

1. Rendahnya pengawasan konstruksi di lapangan, terutama K3 dan
implementasinya serta masih terbatasnya petugas K3 di daerah.

2. Penegakan hukum yang tidak tegas terhadap tidak dijalankannya tertib
pelaksanaan dan pemanfaatan.

3. Kesadaran stakeholders atas pembinaan masih rendah (Kegiatan pembinaan

hanya dianggap sebagai kegiatan pelengkap, bukan sebagai kegiatan pokok).

Tenaga kerja konstruksi lepas diluar binaan BUJK masih sangat banyak.

Penyelenggaraan konstruksi yang tidak mengikuti peraturan yang seharusnya.

Masih lemahnya regulasi bidang Jasa Konstruksi yang ada.

S -

Lemahnya penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi dalam
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melaksanakan pengembangan jasa konstruksi.

8. Lambatnya pemutakhiran sistem informasi dan buruknya dokumentasi (Database)
mengenai implementasi mutu, K3, dll.

9. Kurangnya koordinasi antar K/L mengenai PBJ terutama dengan adanya regulasi
oleh LKPP.

C. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi

1. Terlambatnya peningkatan kapasitas produksi nasional dalam merespon
kebutuhan pasar konstruksi menyebabkan peningkatan impor material dan
peralatan konstruksi.

2. Banyaknya Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang mulai memasuki pasar
konstruksi nasional.

3. Pemaketan nilai konstruksi dalam jumlah besar cenderung berklasifikasi
terintegrasi dan mensyaratkan subkontraktor spesialis menggiring BUJK

kualifikasi kecil untuk mengubah proses bisnis menjadi spesialis.

D. Bidang Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
1. Rendahnya dukungan kementerian lainnya, pemerintah daerah, asosiasi
profesi dan para stakeholder lainnya dalam rangka peningkatan kompetensi
dan produktivitas konstruksi dengan pelatihan konstruksi bagi tenaga kerja.
2. Kurangnya koordinasi peningkatan kompetensi tenaga ahli dan terampil
dengan stakeholder lain yang memiliki tugas dan fungsi dalam hal

peningkatan kompetensi.

E. Bidang Kerja Sama dan Pemberdayaan

1. Roadmap maupun bisnis proses inti pelaksanaan kerja sama dan
pemberdayaan sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan anggaran
belum tersusun secara sistematis.

2. ldentifikasi kebutuhan NSPK Kerja Sama dan Pemberdayaan belum
difinalisasi.

3. Fungsi monitoring dan evaluasi kegiatan belum optimal sehingga
mempengaruhi evaluasi masukan teknis untuk perencanaan keberlanjutan

program dan anggaran.
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4. Belum adanya sistem informasi/database terintegrasi antar Subdit wilayah;

5. Belum optimalnya pelaksanaan sistem manajemen mutu di lingkungan
Direktorat Kerja sama dan Pemberdayaan.

6. Pelaksanaan kegiatan terfokus pada kegiatan link and match dunia
pendidikan dan industri dalam rangka pencetakan asesor dan sertifikasi calon
peserta didik dimana pembebanan anggaran terbatas.

7. Beberapa keberlanjutan program kegiatan kerja sama terhenti sementara
dikarenakan keterbatasan anggaran sehingga diperlukan evaluasi ruang
lingkup kerja sama yang telah ada.

8. Miskomunikasi antar PARA PIHAK yang terlibat dalam kegiatan kerja sama
dan pemberdayaan dalam pelaksanaan kegiatan bersama.

9. Sulitnya mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam mendukung
kegiatan pemberdayaan tenaga kerja konstruksi.

10.Inkonsitensi penerapan SMM pada pelaksanaan kegiatan pembinaan
konstruksi baik di Balai, Satker maupun PPK Provinsi.

11.Rendahnya pemahaman pemda mengenai pentingnya kegiatan pembinaan
konstruksi di wilayah kerjanya.

12.Kuantitas dan kualitas SDM pelaksana terhadap pembinaan konstruksi di

daerah belum memenuhi kebutuhan di lapangan.

5.2 LANGKAH KE DEPAN

Adapun langkah tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk perbaikan ditahun

depan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman terhadap tusi yang baru, yang disebabkan
perubahan organisasi dari badan menjadi direktorat jenderal.

2. Mengusulkan penambahan SDM di lingkungan Direktorat Jenderal Bina
Konstruksi.

3. Membuat timeline yang berhubungan dengan perencanaan, penganggaran,
serta evaluasi untuk dapat digunakan setiap tahunnya.

4. Mengoptimalkan koordinasi internal di lingkungan Direktorat Jenderal Bina
Konstruksi sehingga terjadi sinergi kegiatan antar direktorat dan memperkuat

pencapaian outcome terkait pembinaan konstruksi.
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5. Mensinergikan program dengan lingkungan eksternal baik dengan satminkal lain
di Kementerian PUPR maupun dengan institusi pemerintah lainnya, serta
masyarakat jasa konstruksi yang lebih luas.

6. Merekomendasikan review Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina
Konstruksi TA 2015-2019 terkait target per tahun outcome Direktorat Jenderal
Bina Konstruksi.

7. Memperbaiki sistem data dan informasi agar data yang sudah terkumpul dapat

terolah dan dijadikan informasi dalam pengambilan kebijakan.

Adapun langkah ke depan pada masing-masing bidang pembinaan konstruksi
antara lain:
A. Bidang Investasi Infrastruktur

1. Pelaksanaan sosialisasi/workshop/diseminasi/bantek/pelatihan ke seluruh
daerah tingkat provinsi terkait perubahan paradigm pendanaan infrastruktur
dari APBN/APBD agar lebih mengutamakan investasi terlebih dahulu.

2. Adanya akselerasi penugasan BUMN untuk melaksanakan pembangunan-
pembangunan KPBU, sebagai contoh pembangunan trans sumatera.

3. Pengesahan permen tentang Simpul KPBU akan dikawal agar dapat lebih
cepat disahkan sehingga fasilitasi KPBU di Lingkungan Kementerian PUPR
dapat segera dilakukan.

4. Ditjen Bina Konstruksi melalui Direktorat Bina Investasi Infrastruktur akan
lebih banyak menyusun pedoman terkait pelaksanaan investasi infrastruktur,
yang tentunya akan memperhatikan tingkat urgensi dan tidak tumpang tindih
dengan aturan-aturan yang ada.

5. Pelaksanaan pra-feasibility study untuk proyek-proyek KPBU yang akan
dilakukan sehingga diharapkan nantinya dapat membantu para investor untuk
mempercepat investasinya.

6. Lebih mengembangkan daftar potensi proyek KPBU, yang nantinya dapat

disebarluaskan kepada para stakeholders.
B. Bidang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

1. Optimalisasi  koordinasi internal di lingkungan Direktorat Bina

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, sehingga terjadi sinergi kegiatan antar
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subdirektorat dan memperkuat pencapaian output dan outcome terkait
pembinaan penyelenggaraan konstruksi.

2. Sinergi program dengan lingkungan eksternal baik dengan unit lain yang
berada di lingkungan Kementerian PUPR maupun dengan institusi
pemerintah terkait lainnya, serta masyarakat jasa konstruksi yang lebih luas
(pihak swasta/asosiasi profesi) sehingga dapat dilakukan percepatan
terhadap kegiatan pembinaan penyelenggaraan konstruksi, yang meliputi
pengadaan barang/jasa, administrasi kontrak, sistem manajemen mutu,
sistem keselamatan dan kesehatan kerja serta konstruksi berkelanjutan.

3. Pengawasan penerapan sistem manajemen mutu di lingkungan Direktorat
Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dalam rangka pelaksanaan Reformasi
Birokrasi dan peningkatan mutu pelayanan, sehingga seluruh kegiatan dapat
dilaksanakan dengan lebih sistematis, dan upaya perbaikan dapat dilakukan
secara terus menerus selama proses pelaksanaan kegiatan.

4. Penyelenggaraan kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jasa
konstruksi secara terpadu oleh seluruh sub-direktorat yang ada, dalam rangka
peningkatan kompetensi seluruh personil Direktorat Bina Penyelenggaraan
Jasa Konstruksi dalam bidang penyelenggaraan jasa konstruksi, dan
meningkatkan kualitas pelaksanaan jasa konstruksi Indonesia menyongsong
MEA 2017.

C. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi

1. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait jasa konstruksi.

2. Meningkatkan kinerja Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa
Konstruksi dengan lebih banyak melibatkan sumber daya internal pada
kegiatan swakelola.

3. Melakukan barrier terhadap penggunaan material dan peralatan impor
dengan mulai menerapkan komitmen TKDN pada penyelenggaraan jasa
konstruksi.

4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat dengan
adanya momentum disahkannya UU Jasa Konstruksi dan pengukuhan
pengurus LPJK 2016-2020.
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5. Mendorong penerbitan Perda IUJK dan pelaksanaan Sistem Informasi
Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) wajib ditindaklanjuti sebagai indikator
pelaksanaan pelayanan pemerintah daerah kepada penyedia jasa konstruksi.

6. Melaksanakan tertib kerjasama antara BUJK Nasional dan BUJK JO untuk
melibatkan subkontraktor BUJK Nasional spesialis serta memaksimalkan
pemberdayaan tenaga kerja dan sumber daya dalam negeri.

7. Kehadiran BUJK Asing dijadikan stimulus alih teknologi dalam pelaksanaan
pengembangan jasa konstruksi nasional dengan cara kebijakan pengetatan
alih teknologi asing ke penyedia jasa nasional.

8. Menyiapkan perangkat pembinaan pada BUJK Nasional spesialis untuk BUJK

kualifikasi kecil.

D. Bidang Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
1. Peningkatan koordinasi dengan kementerian dari sektor lain, pemerintah
daerah, asosiasi profesi dan stakeholder lainnya untuk memprioritaskan
tingkat kompetensi tenaga ahli dan terampil dalam bidang jasa konstruksi.
2. Pensinergian pelatihan kompetensi dengan balai-balai dan lembaga sertifikasi

terkait tenaga ahli dan tenaga terampil dalam bidang jasa konstruksi.

E. Bidang Kerja Sama dan Pemberdayaan

1. Melakukan sinergi serta segera menyusun roadmap dan bisnis proses inti
pelaksanaan Kerja sama dan pemberdayaan sebagai acuan perencanaan
dan pelaksanaan anggaran.

2. Melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi kegiatan secara terpadu.

3. Konsistensi dan komitmen dalam melaksanakan sistem manajemen mutu
dalam rangka peningkatan mutu layanan.

4. Melakukan kaji ulang kebutuhan akan NSPK Kerja sama dan pemberdayaan.

5. Pendampingan pelaksanaan pembinaan konstruksi di wilayah kerja masing-
masing secara langsung maupun melalui Balai-Balai.

6. Mendorong peran serta Balai dalam meningkatkan kesadaran Pemerintah-
Pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan di wilayahnya.

7. Pemetaan kondisi eksisting dan kebutuhan kuantitas dan kualitas SDM
pelaksana pembinaan konstruksi.
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Dokumen Perjanjian
Kinerja (PK) Direktorat
Jenderal Bina Konstruksi
Tahun 2016
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LAMPIRAN 2 Rencana AKSi



Lampiran 2. Rencana Aksi

RENCANA AKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

A. Rencana Aksi Keuangan

Berikut adalah rencana aksi keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada TA

2016:
Pagu Keuangan
No Kode Program/Kegiatan/Output Target (Rp Ribu) TW I TW I TWII | TWIV
RN RN RN RN
1| 2435 Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan 148.251.605 9,10 32,91 69,28 | 100,00
Administrasi
1| 032 Layan.an Teknis dan Admln.lstraS| 4 Dokumen/Laporan 31.320.855 7,69 42,01 72,51 | 100,00
Pembinaan Jasa Konstruksi
5 | 201 Pelar')ora?n secara Elektronik (e- 2 Laporan 183.17 4,01 16,61 55,92 | 100,00
Monitoring)
3| 994 Layanan Perkantoran 168 Bulan Layanan 71.014.090 9,59 27,26 61,53 | 100,00
4| 996 Perangl.<at ?engolah Data dan 197 Unit 3.818.500 18,40 60,15 83,50 | 100,00
Komunikasi
997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 109 Unit 32.369.990 | 11,26 32,27 80,69 | 100,00
998 Gedung/Bangunan 2316 M2 9.545.000 0,00 36,54 87,57 | 100,00
5 | 2436 Pembinaan Kelembagaan dan Sistem 50.631.538 20,58 52,33 85,78 | 100,00
Konstruksi
71 06 Pengaturan Pe.mblnaan Kelembagaan 5 Draft NSPK 12.419.686 24,50 60,52 91,95 | 100,00
Jasa Konstruksi
3| 027 Pemantauan df':\n Evaluasi Kelembagaan 12 Profil 16.831.852 18,50 49,78 86,81 | 100,00
Jasa Konstruksi
9| 028 Pengaturan Pernbmaan Sumber Daya 4 Draft NSPK 6.800.000 20,88 51,18 81,18 | 100,00
Jasa Konstruksi
10 | 029 Pemantauan dan Evaluasi Sumber Daya 4 Profil 4.100.000 14,63 48,41 82,20 | 100,00

Jasa Konstruksi
11| 031 Layanan Manajemen 1 Dokumen/Laporan 6.692.476 | 24,06 52,38 80,71 | 100,00
Pelaporan secara Elektronik (e- 15,00 55,00 85,00 | 100,00

12 | 201 o 1 Laporan 94.074
Monitoring)

13 | 994 Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan 3.205.000 | 19,31 49,31 79,31 | 100,00

14 | 996 Perangl'<at I?engolah Data dan 40 Unit 437.45 0,00 0,00 | 100,00 | 100,00
Komunikasi

15 | 997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 10 Unit 51 0,00 0,00 | 100,00 | 100,00

3| 2437 Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi 55.179.380 8,23 29,62 63,75 | 100,00

16 | 031 | PeneaturanPembinaan 8 Draft NSPK 16.227.606 | 88| 3065] 62,951 100,00
Penyelenggaraan Konstruksi

17 | 032 Pemantauan dan Evaluasi . 17 Profil 31.827.526 8,42 30,38 65,57 | 100,00
Penyelenggaraan Konstruksi

18 | 034 Layanan Manajemen 1 Dokumen/Laporan 4.173.358 3,05 21,11 58,05 | 100,00

19 | 201 Pelar.)ora?n secara Elektronik (e- 1 Laporan 50.8 18,60 | 37,20 | 55,81 | 100,00
Monitoring)

20 | 994 Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan 2.400.000 5,00 25,00 60,00 | 100,00

21 | 996 Perangkat Pengolah Data dan 20 Unit 300 0,00 0,00 0,00 | 100,00

Komunikasi




Lampiran 2. Rencana Aksi

Pagu Keuangan
No Kode Program/Kegiatan/Output Target (Rp Ribu) TW I TW I TWII | TWIV
RN RN RN RN
22 | 997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1 Unit 200 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00
4 | 2438 Pembinaan Investasi Konstruksi 41.044.088 7,16 30,06 72,63 | 100,00
23 | 026 Pengaturan Pembinaan Investasi S Draft NSPK 11.846.130 3,41 25,23 74,72 | 100,00
Infrastruktur
24 | 027 Pemantauan dan Evaluasi Invest.a.5| 13 Profil 23.518.518 7,64 31,29 72,42 | 100,00
Infrastruktur dan Pengelolaan Risiko
25 | 029 Layanan Manajemen 1 Dokumen/Laporan 3.328.559 5,55 25,73 66,31 | 100,00
26 | 201 Pela;?ora_n secara Elektronik (e- 1 Laporan 109.44 25,00 50,00 75,00 | 100,00
Monitoring)
27 | 994 Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan 2.071.441 | 25,00 50,00 75,00 | 100,00
18 | 996 Perangl.<at I.Dengolah Data dan 15 Unit 170 12,08 32,48 50,18 | 100,00
Komunikasi
Pembinaan Kompetensi dan 46.427.238 5,91 42,67 83,70 | 100,00
5| 2439 .. .
Produktivitas Sumber Daya Konstruksi
29 | 031 Pengatu.ra.n Peml?lnaan Komgeten5| dan 31 Draft NSPK 21.033.566 0,27 41,23 82,25 | 100,00
Produktivitas Kerja Konstruksi
30 | 032 Pemantauan. c!an Eval.ua5| Kompet.en5| 12 Profi 16.419.322 6,25 41,50 88,34 | 100,00
dan Produktivitas Kerja Konstruksi
31| 034 Layanan Manajemen 1 Dokumen/Laporan 4.819.974 | 18,33 46,25 79,14 | 100,00
35 | 201 Pela;?ora_n secara Elektronik (e- 1 Laporan 827 0,00 38,81 55,20 | 100,00
Monitoring)
33 | 994 Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan 3.571.676 | 21,75 | 49,29 | 75,43 | 100,00
34 | 996 Perangl'<at I?engolah Data dan 1 Unit 200 0,00 50,00 | 100,00 | 100,00
Komunikasi
35 | 997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1 Unit 300 0,00 66,67 | 100,00 | 100,00
6 | 5590 Kerjasama dan Pemberdayaan 340.437.916 8,49 38,93 68,81 | 100,00
Kerja Sama dan Pemberdayaan 8,30 40,07 70,76 | 100,00
36 | 010 Kompetensi dan Produktivitas 176 Profil 314.012.276
Konstruksi
37 | 013 Layanan Manajemen 14 22.396.787 10,56 23,97 42,89 | 100,00
Dokumen/Laporan
38 | 201 Pelapora?n secara Elektronik (e- 20 Laporan 532 361 20,33 40,01 60,09 | 100,00
Monitoring)
39 | 994 Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan 2.496.492 | 10,00 35,74 66,49 | 100,00
20 | 996 Perangl.<at I.Dengolah Data dan 139 Unit 300 10,00 40,00 75,00 | 100,00
Komunikasi
41 | 997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 83 Unit 200 | 10,00 40,00 75,00 | 100,00
TOTAL 681.971.765 9,26 37,64 71,08 | 100,00




B. Rencana Aksi Fisik

Lampiran 2. Rencana Aksi

Berikut adalah rencana aksi fisik di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada TA 2016:

Pagu Fisik
No | Kode Program/Kegiatan/Output Target (Rp Ribu) TWI TWII | TWII | TWIV
RN RN RN RN
1| 2435 Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan 148.251.605 8,81 33,03 69,91 | 100,00
Administrasi
1| 03a Layanf':\n Teknis dan Admln'lstra5| 4 31.320.855 6,89 40,29 72,51 | 100,00
Pembinaan Jasa Konstruksi Dokumen/Laporan
5 | 201 Pelap.)orayn secara Elektronik (e- 2 Laporan 183.17 4,01 16,61 55,92 | 100,00
Monitoring)
3| 994 Layanan Perkantoran 168 Bulan Layanan 71.014.090 9,67 | 27,49 | 61,85 | 100,00
4| 996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 197 Unit 3.818.500 | 18,42 | 60,93 83,78 | 100,00
5| 997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 109 Unit 32.369.990 | 10,41 32,34 82,99 | 100,00
6 | 998 Gedung/Bangunan 2316 M2 9.545.000 0,00 | 42,69 | 89,12 | 100,00
o | se Pembinaan Kelembagaan dan Sistem 50.631.538 | 20,72 | 52,48 | 86,08 | 100,00
Konstruksi
71 026 Pengatura.n Pembinaan Kelembagaan Jasa 5 Draft NSPK 12.419.636 25,06 60,52 92,03 | 100,00
Konstruksi
8| 027 Pemantauan dt':m Evaluasi Kelembagaan 12 Profil 16.831.852 18,52 49,88 86,88 | 100,00
Jasa Konstruksi
9| 028 Pengatura.n Pembinaan Sumber Daya Jasa 4 Draft NSPK 6.800.000 20,54 51,53 82,17 | 100,00
Konstruksi
10 | 029 Pemantauan dén Evaluasi Sumber Daya 4 Profil 4.100.000 15,11 49,21 83,62 | 100,00
Jasa Konstruksi
11 | 031 Layanan Manajemen ! 6.692.476 24,06 22,38 80,71 1 100,00
Dokumen/Laporan
1 | 201 Pelap.)ora?n secara Elektronik (e- 1 Laporan 94.074 15,00 | 55,00 | 85,00 | 100,00
Monitoring)
13 | 994 Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan 3.205.000 | 19,31 49,31 79,31 | 100,00
14 | 996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 40 Unit 437.45 0,00 0,00 | 100,00 | 100,00
15 | 997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 10 Unit 51 0,00 0,00 | 100,00 | 100,00
3 | 2437 | Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi 55.179.380 8,23 29,63 63,76 | 100,00
16 | 031 Pengatura.n Pembinaan Penyelenggaraan 3 Draft NSPK 16.227.696 9,88 30,65 62,95 | 100,00
Konstruksi
17 | 032 Pemantauan dan Evaluasi . 17 Profil 31.877.526 842 | 30,38 | 65,57 | 100,00
Penyelenggaraan Konstruksi
18 | 034 Layanan Manajemen 1 4,173.358 3,05 21,11 >8,05 | 100,00
Dokumen/Laporan
19 | 201 Pelap.)ora?n secara Elektronik (e- 1 Laporan 50.8 19,88 44,88 72,44 | 100,00
Monitoring)
20 | 994 Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan 2.400.000 5,00 25,00 60,00 | 100,00
21| 996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 20 Unit 300 0,00 0,00 0,00 | 100,00
22 | 997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1 Unit 200 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00
4 | 2438 | Pembinaan Investasi Konstruksi 41.044.088 7,16 33,52 76,96 | 100,00
23 | 026 Pengaturan Pembinaan Investasi 5 Draft NSPK 11.846.130 3,41 29,72 80,34 | 100,00
Infrastruktur
24 | 027 Pemantauan dan Evaluasi Invest'a'5| 13 Profil 73.518.518 7,64 | 34,46 | 76,38 | 100,00
Infrastruktur dan Pengelolaan Risiko




Lampiran 2. Rencana Aksi

Pagu Fisik
No | Kode Program/Kegiatan/Output Target (Rp Ribu) TWI TWII | TWII | TWIV
RN RN RN RN
25 | 029 Layanan Manajemen 1 3.328.559 255 30,06 71,71 | 100,00
Dokumen/Laporan
26 | 201 Pelaporén secara Elektronik (e- 1 Laporan 109.44 25,00 50,00 75,00 | 100,00
Monitoring)
27 | 994 Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan 2.071.441 | 25,00 | 50,00 | 75,00 | 100,00
28 | 996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 15 Unit 170 | 12,08 | 32,48 | 50,18 | 100,00
Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas 46.427.238 5,91 42,67 83,70 | 100,00
5| 2439 .
Sumber Daya Konstruksi
29 | 031 Pengatu'rafn Pemt?lnaan Kompeten5| dan 31 Draft NSPK 21.033.566 0,27 41,23 82,25 | 100,00
Produktivitas Kerja Konstruksi
30 | 032 Pemantauan. d-an Eval.ua5| Kompet-en5| 12 Profil 16.419.322 6,25 41,50 88,34 | 100,00
dan Produktivitas Kerja Konstruksi
31| 034 Layanan Manajemen 1 4.819.974 18,33 46,26 79,14 | 100,00
Dokumen/Laporan
32 | 201 Pelap.)ora?n secara Elektronik (e- 1 Laporan 827 0,00 38,81 55,20 | 100,00
Monitoring)
33 | 994 Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan 3.571.676 | 21,75 49,29 75,44 | 100,00
34 | 996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1 Unit 200 0,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00
35 | 997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1 Unit 300 0,00 66,67 | 100,00 | 100,00
6 | 5590 | Kerjasama dan Pemberdayaan 340.437.916 8,61 38,75 69,49 | 100,00
36 | 010 Kerja Sama.dan Pemberd.a\'/aan . 176 Profil 314.012.276 8,43 39,87 71,49 | 100,00
Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
37 | 013 Layanan Manajemen 14 22.396.787 10,56 23,95 42,90 | 100,00
Dokumen/Laporan
38 | 201 Pela[{)ora}n secara Elektronik (e- 20 Laporan 537 361 20,72 40,77 60,24 | 100,00
Monitoring)
39 | 994 Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan 2.496.492 | 10,00 | 35,74 | 66,49 | 100,00
40 | 996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 139 Unit 800 | 10,00 | 40,00 | 75,00 | 100,00
41 | 997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 83 Unit 200 | 10,00 | 40,00 | 75,00 | 100,00
TOTAL 681.971.765 9,27 37,80 71,85 | 100,00




LAKIP DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 2016

LAMPIRAN 3 |Capaian Bulanan
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LAKIP DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 2016

Hasil Review LaKIP Tahun
2015 Direktorat Jenderal
Bina Konstruksi oleh
Inspektorat Jenderal
Kementerian Pekerjaan
Umum
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Lampiran 4. Hasil Review LaKIP Tahun 2015 Ditjen Bina Konstruksi

oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PU

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

INSPEKTORAT JENDERAL
Jalen Fullimate Ne. 30, Rabupiras Bau, Jobure Selaten 13070 Teip (ORT) 1281206 Fee 027 139N
Nomor koS 09- 'N/S566 Jakata, \GMaret 2016
Lampiran ,
Pariral . Laporan Hasll Evaluau SAKP
Tahun Anggarsn 2015
Kepada Yin,

Direktur Jenderal Bina Konstruksi
Kamentanan Pekenaan Urrum dan Perumzhan Rakyat

d
Tempat
Berdasarkan Peraturan Pemeriniah Nomor 8 Tahun 2008 tertang Pelaporan Kesangan
dan Kinerja Inetansi Pemermtah dan Parsturan Pragidan Nomer 29 Tahun 2014 tentang Sistemn
Akurtabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIPY, kami ielah mebkukan Evauas atas

implementasi SAKIP pada Direktora: Jenderal Bina Konstruksi Tahun Anggaran 2015 dengan
waian ssbagai berikut

1 Evaluasi SAKIP Direktorat Jandaral Bina Konstruks: Tahun Anggaran 2015 déakeanakan
borpedoman pada Peraturan Mentsri Pandayagunaan Aparatir Negara dan Relormasi
Biokasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evauasi atas Implamantasi Sistem
Akuntabitas Kinera Insiansi Perreriatah, Surat Keputusan Inspextur Jendara Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyal Nomor 11/KPTS/AN2016 tanggal 12 Februari
2016 dan Surat Penntzh Tugas Nomor: 251/SFT/SET.ITJENMNZ06 tangoal 17 Februarl
2016 dengan fguan :

Menilal penerapan SAKIP dalem rangka mawujudkan pamerintahan yang bak serta
pencegahan Kolusl, Koupsl, dan Nepcisme (KKNJ.

Menilai pelaksanaan program dan kegistan Direktorat Jenderal Bins Konsirulad
Maning«atcan akuntabiitas kinona organisasi.

Meningkat«an efisiensi dan efekifitas pangelclasan sumber daya,

Memberikan infomasi kinerja Direktoral Jenderal Bna Konstruksi

Memberikan saran perbaikan terhacap penerapan SAKIP guna penngiatan kinerja dan
akuntadilitas Direktorat Jenderal Bina Konstruks

~oano ®

2 Fokus Evslussl SAKIP Dircktorat Jenderal Bina Konstruksi meipatt svaluasi atas
prosec/pensrapan SAKIP, evaluasi stas keliamn |oulped) dan evaluasi atas hasil [ovtcomal,
redangkan calupan evaluasi melput

Ne Kampoenen Sub Kemponen

a. Rancana Sirategis Pemenuhan renstra,
kuaitas renstra, Implementasi renstra

b. Rsncans Kinetja Tahunan (pemenuhan RKT,

1 | Perencaraan Knere kualias RKT, dan implemantasi RKT)

¢ Penetapan Kinerja (pemenuhan PK. kuaitas
PX, can implementasi PK)

Inregritaske Kabanggaanku
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No Komponen Sub Komponen

Pemenuhan Pengukuran
Kualitas Pengukuran
Impiementasi Pengukuran
Pemenuhan Felaporan
Penyajian Informasi Kinorja
Pemanfaatan Informasi Kinarja

Pemenuhan Evaluass
Kualitas Evaluasi
Pamanfaatan Hazil Evaluasi

Kinerja yang dilaporkan (oufpu)
Kinerja yang dilaporkan (oufcoma)
Kinerja lsinnya

2 | Pengukuran Kinerja

3 | Pelaporan Kinena

4 | Evaluasi Kinerja

5 | Capsian Kinerja

pow oopl coelooe

Berdasarkan penilaian kompeonen sebagaimana dinyatakan datam Peraluran Menteri PAN
dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP, maka implementasi stas
SAKIP Direktoral  Jenderal Bina Konstruks! Tanhun Anggaran 2015 dapat dkategorkan BB
(Sangat Baik), skurtabiltas hinerjanya sudah baik, memili sistemn yarg dapet digunakan
untuc Manaeman kerja dan parlu sedkit perubahan dergan nial angka 78,87 % dengan

rincian sebagai berkut.

No. Komponen w Nin Hasil Evaluasi
1. | Perencanaan Kinerja 3¢ % 2442 %
2. | Pengukuran Kinerfa | 25% 17.56 %
3. | Palaporan Kinena 15 % 1128 %
4, | Evahasi Kinerja ‘ 10% 0%
S 1 Copoien Wineqs B — k. 17,68 %
Jumiah 100 % 78,87 %

., Temadap kelemahan yang masth ada direkomendas: kepada Drektur Jendaral Bina
Konstruksi besera |ajarannya agar melakukan perbahkan sebagal berikut.

|

| A Perenzanaan Kinerna a Melakukan perbaikan terhadap ndkstor kinena
‘ "Persentase kenaikan tingkat tertib penyelonggaraan
I konztruks” manjadi dapat diukur, dapet diidentifikaci
satuan dan parametemya.

b Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP)
tentarg mekansme moniloring  Renslra  secara
periccik  dan menindaklanjutl seluruh rekomendasi
has| monitoring Taget Jangka Menengah.

KRITERIA EVALUASI REKOMENDASI|
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KRITERIA EVALUASI REKOMENDASI

¢ Mclakukan perbaikan terhadap incikator kinera
“Porsontase kenakan tngkat tertib penyelenggaraan
konstruks" sehingga menjadi dapst dwskur, dapat
diidentfikasl saluan dan paramedernya termasuk
indikator dalam perbakan Persncenaan Kinerje
Tahunan.

d. Menerapkan reward dan punishment pada monitoring
rencana kineria dan memasukkan ha' tercait dengan
otonsas| dan eksekus pelaksanaan atau penundaan
kegatan pada Pemanfaatan Rerncana Aksi atas
kinerja.

8. Panguiaran Kinens a. Menyusun pedoman atau SOP tertang pengumpulan
data kinerja yang up fo dale dan jelas jika teradi
kesalahan data, menyodiakan skses data bagl pihak
yang berkepertingan, serta membuatl [adwal waktu
pengiriman data

b. Melakukan perbaikan terhadap Indikator kinerja
"Perseniase kenaikan fingkat tertib penyelenggaraan
konatruks™ sehingga menjadi dapat diukur dan
memperbaki metode pengumpulan  dala  kinafa
bargasarkan mekansme yang memadal stau
terstruktur.

¢. Menggunakan Indiketor Kinarja Sesaren sebagal aat
ukur tercapainya outcome atau hasil-hasl program
yang ditatapkan dalam dokumen anggaran (RKA)

d. Menggunakan capaian |Indikalor Kinena Saseran
sebagai dasar promos atou kenaikan/penurunan
peringkst, daser ingentif atau dgingontif terkait dengan
reward & punishment

& Mendckumentiasikan ¢an memonilonng targe! kineja

secara lerencana, terfadwal dan diengkapl S0P atau
mekanisme yang jolas.

- Feaporen Kingre a Menjadi perhatian agar dalam penyusunan Laporan
Kinerja tahun berkutnya memuat peneiasan aiur
mulai  deri  input-proscs-output dan oulcome,
menyajikan pembandingen data kinefjla mengenai
realicasi atay capaian orgenieasyinstansi Sejenis,
sera menyajkan informas) entang analisis afisiensi
penggunaan sumber daya.
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KRITERIA EVALUASI REKOMENDASI

b. Menjadikan informasi dalam Laporan Kinerja sebagai
dasar perbalkan perencanaan (perencanaan jangka
menangan, tahunan maupun dalam penetapan atau
perjanjian Kkineria yang disusun), perbakan dalam
pengeloizan program dan kegiatan; perbaikan capaian
kineria organisasi yang ‘ebih baik periode barikutnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan ‘erma
kasih

R o

-

Tembusan disampakan kepada Yih:

1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
2. Bspek Menteri PAN dan Raformasi Birokrasi;

3. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR;

4. Sekretaris ifjen Kementerian PUPR,

5. Inspektur IV Iyen Kementerian PUPR,

6. Inspektur V Ijen Kementenan PUPR.
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Surat Penyesuaian
Perjanjian Kinerja Eselon |
TA 2016 Direktorat
Jenderal Bina Konstruksi
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Lampiran 5. Surat Penyesuaian PK Eselon I TA 2016 DJBK

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
J. Patlimura No. 20 Kabayoran Bary Jakarta Selaan 12110 Telepon (021) T279784E Faksimil {(21) 7221782

Nomor LUk - D /3T Jakaria, /5 Februari 2016
Lampiran i 1 {satu) berkas

Kepaca Yt

Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan KLN
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Di Jaxarta

Perinal - Penyesualan Perjanjlan Kinerja Eselon | TA 2016 Direktorat Jenderal Bina
Konstruksi

Menindaklanjutl Surat Kepala Biro Perencansan Anggersn dan KLN Nomor
UM.01.11-81/08 tenlang Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2016, dengan hormat kaml
sampaikan bahwa menimbang DIPA Tahun Anggaran 2016 yang tidak sesua dengan
Rencana Strategis Djen Bina Konstnksl TA 2015-2019, maka diperiukan penyesualan
terhacap perjayen kinena Eselon | TA 201€ Drsktorat Jenderal Bina Konstruksi
sebagaimana terlampr.

Sebagal Informasi penyesuaian inl fidak mengubeh target Renstra yang harue

dicapai pada tshun 201€, Demikien kami sampakan, ates perhatianye diucapkan terima
kasin.

ﬁcﬁtal Bina Konstruksi

//f

it-‘.' .".L ‘

1\ /.5

LRy
NIF. 185708311286031003
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LAKIP DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 2016

Matriks Program dan
Kegiatan Tujuan | Renstra
Ditjen Bina Konstruksi
2015-2019

LAMPIRAN 6




S9 €T eT eT eT eT uelodeT uelojuexiad ueuedeT yejwnc] T
S9 €T €T T eT eT ueloden uelojuexad |SeliSiuiwpe ueejolabuad| £
0T 4 4 4 4 4 [joid uep [euoISeN ISYNIISUo} Jesed [oid yejunr| (T
0T 4 4 4 4 4 [joid [euoiseu Isynisuoy Jesed |joid eAuunsnsial | g
0] 4 4 [4 [4 4 [joid uee|o|abuad uep inpinasedjul Iseljise} yejwnc| (T
0T 4 4 4 4 4 [Jjoid  [Inpjnaisedjul ISeisaAul ISell|ise) eAuetebbualasia] | e
0 NVLVIOIM NVHVYSYS NS
0¢ 14 1% ¥ ¥ v [joid Inpjniselul IseisaAul ueeuiquiad |joid yejwne] T
0¢ 14 14 174 174 4 11014 ISsenjeAa uep uenejuewad eAueuesye|la]l| ¢
0T 4 4 4 4 Z yeliq Iselsanul ueelrebbua@Auad 4SSN welp yejwnc| (T
0T 4 4 4 4 Z yeliq Iselsanul ueelebbua@Auad 4SSN eAuunsnsial| q
0T 4 4 4 4 4 yelq e|od uep Iselsanul ejod yeup yejwnc| (T
0T 4 4 Z Z Z yeliq ejod Ibayens uep uexeligay eAuunsnsia] | e
NVLVIOIM NVHVYSYS NS
0¢ 14 14 14 14 14 jeid ISe}saAU| ueeulquad MdSN Yeld yejwung| T
0¢ 14 1% 1% ¥ ¥ yeliq ISe1SaAuUl ueeulqwad uelniebuad eAueipasial| T
\VLVIO3IN NVIVSVS
dNLMNYLSVHINI ISVLSIANI VNIF LVHOINTLIA [ISVSINVOHO LINN
HNIMNYLSVHINI ISYVLSIANI NVVNIGNId T'Z NVLVIOINA
ST € € € € € % Ynpo.d sejin yexbul} ueyreusy asejussiad| T
uenbbun ynpoid sejjinn eAureqbulusiy| g
/lC 6 A g 4 4 % ese| elpaAuad NAS UeXeusy asejuasiad| T
I1SYNI1suoy esel eipaAuad NQS eAureybulusiN| v
014 8 8 8 8 8 % g8} yexbun uexreusy asejuasiad| T
'©y ‘ninw uswaleuew uedelauad eAuieybulusiN| €
06 8T 8T 8T 8T 8T % Ipelusw MrNg uexreus) asejuasiad| T
BueA M rNng aseiuasiad eAurebulusiN| ¢
qT € € € € € % U310 IsynJisuoy Isesifeldey oises uelexbuiuad| T
Y30 1S NIISU0y Isesifelidey eAureqbuiusiy| T
NVYHO0dd NYHVSVS
ISYNILSNOM NVVNIFINTd - ¢ NVHd9O0dd
6 8 L 9 ] 14 € [4 T
V101 6T0C 8T0C LT0C 9T0C ST0C VCAIANIM JOLVMIANI
1394VL ISVMOT | NVNLVS INVHVSVS

ueBuequiasay niun sellfenylaq Buek 1s)yniisuoy Lisnpul Bunynpip ueinfueaxiaq uep npedia) BueA 1eAxes ueyewniad uep wnwn ueeliayad ueunbuequad uexerebbuaj@Ausiy
T NVNCNL

INVNCNL NYVNVANId NVA NVLVIOIN 'WVHD0Hd SHIMLVYIA T2 139VL

6T0Z-ST0Z eaisuay H)drg ueieibay uep weiboid sye 9 uedidweq




0] Z 4 4 4 4 Jeid weep ynpoJid uep 1bojouxal MdSN yelp yejwnc| (T
0T Z Z Z Z Z yeiq Ibojouya] uewopad uep Jsepuels eAuunsnsia] | p
0] 4 4 4 4 [4 Jeid uelerelad uep [eusrelN MdSN yelp yejwnc| (T
0T Z Z Z Z Z yeiq [euale|\ uewopad uep repuels eAuunsnsia]| o
0] 4 4 4 4 4 Jeid ISYnsuoy esel eyesn M4SN Yedp yejunc| (T
0T Z Z Z Z Z yelq [eser eyesn uewopad uep repuels eAuunsnsia]l| q
0] 4 4 4 4 4 Jeid Uejuawad ueebequiaidy MdSN Yelp yejwnc| (T
0T Z Z Z Z Z yeiqg uewopad uep Jepuels eAuunsnsia] | e
\VLVIOFIN NVHVYSYS NS
ov 8 8 8 8 8 ye.d ueebequia|ay ueeuiquiad MJSN YJedp yejunc| T
o 8 8 8 8 8 yelid ueeulqwad uelnyebuad eAueipasial| T
\VLVIOIN NVHVYSVYS
SHNHLSNOM VSVI VAVA d3dANS NVA NVVOVYAANTTIN VNI LVHOLMIHIA ([ISVSINYOHO LINN
SHNYLSNOMN VSVI VAVA Jd3dINNS NVA NVVOVENTTIN NVVNIFINTd €'C NVLVIOIN
G9 T T T T T uelodeT uelojuexad ueuele] yejwnc| T
q9 €T €T eT €T eT ueloden uelojuexad ISesiSiuiwpe ueejolebuad| €
S T T T T T [4oid NN\ uswsleue ueeuesye|ad |§joid yejwnc| (T
S T T T T T [4o.d NN\ uswsaleue ueeuesye|ad [Joid| P
S T T T T T [4oid ISYNASU0) ueeuesxe|ad |Joid yejunc| (T
G T T T T T [oid uelnfued@ylag IS)NISUO)| ueeuesye|ad |1oid| 2
S T T T T T [4oid ISYNIISUO} Yeluoy ueeuesyeldd |Joid yejwnc| (T
S T T T T T [40id ISYNJISUO} YeJluo) ueeues)e|ad |Joid| q
0T Z Z Z Z Z [oid ISeneAd uep ueneluewsd uelodeT yejwnr| (T
0T Z Z Z Z Z [oid WBISIS ueeUeSYe|9d ISen[eAd uep uenejuewad| e
\VLVIOFIN NVHVYSYS NS
(¥4 [ q q q q |1104d ueelebbus|@Auad ueeuiquad |yoid yejwnc| T
(¥4 g [ [ [ [ |1Jo1d ISenjeAa uep uenejuewad eAueuesyeal| ¢
0] 4 4 4 4 4 Jeid NN\ uswaleuel\ M4SN Yelp yejwnce| (T
0T Z Z Z Z Z yelq [uswsaleue uewopad uep Jepuels eAuunsnsia] | p
0] 4 4 4 4 4 Jeid uenfue|a)iag ISHNISUON MdSN Help yejung| (T
0T Z Z Z Z Z yeiq ISYNIISUOY Uewopad uep Jepuels eAuunsnsia]| o
S T T T T T Jeid ISYNJISUOY Yeljuoy MdSN Help yejung| (T
G T T T T T yeiq Menuo)| uewopad uep Jepuels eAuunsnsia] | q
0T Z Z Z Z Z yeiq ueelebbus|Auad walsIS MdSN yelp yejung| (T
0T Z Z Z Z Z yeiq WwaISIS Uewopad uep Jepuels eAuunsnsia] | e
\VLVIOIN NVHVYSYS NS
Ge / / / / / Jjeiq |ueesebbusjgAuad ueeuiquiad MASN Welp yejwung| T
1% JA L L , l yeid ueeulqwad uelnyebuad eAueipasial| T

\NVLVIOIN NVHVSVYS

SHNYLSNON VSV NVVHVOONITIANIL VNIF 1VHOLMTHI]

ISVSINVOYO LINN

SHNILSNOXA VSVIE NVVIHVOONITIANId NVVNIGNTd : 2°¢ NVY.LVIOIA

6T0Z-ST0Z eaisuay H)drg ueieibay uep weiboid sye 9 uedidweq




S99 €T €T €T €T eT ueiodeT uelojuexad ueuele] yejwnc| T
S99 €T €T eT eT eT ueioden ueiojuexad Isesisiuiwpe ueejojgbuad| €
S T T T T T [jo.d eliay seyapnpold elisuiy [yold yejwnc| (T
S T T T T T iyo.d ISYnisuoy eliay senAnpold elisury |yoid| 2
S T T T T T joid [eselissjoid uebuequabuad elisumy |yoid yejwnc| (T
S T T T T T |yold uebuequwabuad eliaupy jyjoid eAuunsnsia] | g
S T T T T T [4oid /10S8sY /Inpiniisu| /ioleljised |joid yejwnr| (T
S T T T T T |yold uedelauad elisury |4oid eAuunsnsia] | e
\VLVIOIN NVHVYSYS NS
GT € € € € € Ijoid | elia) senaynpoid uep isusiadwoy [ijoid yejung| T
1 € € € € € |1}01d ISenjeAs uep uenejuewad eAueuesye|ial| ¢
0] [4 [4 [4 [4 [4 Jeid elia)y SeyAINpold MdSN yelp yejung| (T
0T Z Z Z 2 Z yeiq uewopad uep Jepuels eAuunsnsial | p
0] [4 [4 4 Z Z yeiq esel 1saj0.1d uebuequabuad M4SN yelp yejwnc| (T
0T Z Z Z 2 Z yeiq uewopad uep Jepuels eAuunsnsial | o
o) [4 [4 [4 [4 [4 Jeid uerexbuluad uedelaudd MdSN Yelp yejunr| (T
0T Z Z Z 2 Z yeiq uedelauad uewopad uep Jepuels eAuunsnsial| q
14} 114 o€ 0€ 144 0¢ Jeid el1ay] Isualadwoy M4SN yeld yejwnr| (T
Gt 12 (0] (0] e 02 yeiq el1a)] Isualadwoy] fepuels eAuunsnsial | e
\VLVIOFIN NVHVYSVYS NS
GST JX4 9¢€ 9€ 0€ 9¢ Jeid uep Isualadwoy MdSN Hyelp yejwnc| T
GST 12 9€ 9¢ 0g 9¢ weiqa ISualadwoy ueeulqwad ueinjebuad eAuelpasial| T
\VLVIOIN NVHVYSVYS
ISYNILSNOMN SVYLIAILMNAOHd NVA ISNILIdINOX VYNIFG LVHOLMIAHIA ISVYSINVYOYO LINN
ISYNYLSNOX SYLIAILYNAOAd NVA ISNILIAdINOX NVVYNIFINID ‘7'¢ NVLVIOIM
G9 €T €T eT eT €T ueloden uelojuexad ueuele] yejwnc| T
S99 €T €T eT eT eT ueioden ueiojuexad Isesisiuiwpe ueejojdbuad| €
0] 4 4 [4 [4 [4 [joid YNpoid uep Ibojouxd L eliauy |joid yejwnc| (T
0T 4 4 4 4 4 |yold uep 1bojouya] elisury jjold eAuunsnsial| p
0] [4 [4 [4 4 4 14oid uelerelad uep reusye|y elisupy jyold yejwnc| (T
0T Z Z Z 2 Z [joid uep [euare elisuny |1old eAuunsnsia]| o
0T Z Z Z Z Z Joid ISYNISuO eser eyesn elisury [joid yejwnc| (T
0T 4 4 4 4 4 |yold eser eyesn elisuny [1joid eAuunsnsial| q
0] [4 [4 [4 4 4 140.d yejuuawad ueebequiady elisury [joid yejwunc| (T
0T Z Z Z Z Z |jold ueebequia|ay| elisury |1joild eAuunsnsia] | e
\VLVIOFIN NVHVYSVYS NS
ov 8 8 8 8 8 |1Joid uep ueebequs|a) ueeulquiad |yoid yejwnr| T
(0% 8 8 8 8 8 |1101d ISenjeAs uep uenejuewad eAueuesye|ial| ¢

6T0Z-ST0Z eaisuay H)drg ueieibay uep weiboid sye 9 uedidweq




S9 €T €T €T €T eT ueiodeT uelojuexlad ueuele] yejwnc| T
99 €T €T eT eT €T ueloden uelojuexad ISesiSiuiwpe ueejolebuad| ¢
0.7 v€ v€ v€ v€ v€ uelode ISUIAOId Ueeulquad uelodeT yejung| (T
04T 143 143 143 143 143 ueloden ISUINOId YI]0 ueeulquad| |
ST € € € € ) uelode [uidojuebuequiniad ueeuesye|ad ueiode| yejwnc| (T
aT € € € € € ueisode | uebuidwepuad euas wnyny luildo/uebuequinad| @
0. 14 7T 7T 14 |4 uawmjoq | Yignd Isexiunwoy uep IsewJojul ueuehe| yejwnc| (T
0. 7T 7T 7T 14 |4 uswnod Aiignd Isexiunwoy uep Isewlojul ueueAeq| p
qT € € € [ e uelodeT Isuejunye ueejojabuad ueisodeT yejwnc| (T
aT € € € € e ueloden uep ‘NG uee|ojabuad ‘uebuenay Isuejunyy| 2
aT € € € € € ueloden remebad 1seinw ueueke| uelode yejwnc| (T
aT € € € € e ueloden uebuequwabuad ‘remebad 1seinw ueuehe| q
0€ 9 9 9 9 9 uswn)og uep welboud ‘ueeuedualad uswnyop yejwnc| (T
o€ 9 9 9 9 9 uawnjoq| ‘uerebbue uep welibouid ‘ueeuesualad usawnyoq| e
\VLVIOIN NVHVYSVYS dNS
14 S S g <] S uswnyoQg ISes)sjulWpe uep siuxa) ueueAe| yejwnr| T
14 q S [ S <} awnyoq |esel ueeuiqwad [Selisiuiwpe uep Siuya) ueueled| T
\VLVIOIN NVHVSVYS
ISMNHLSNOM VNI TVHIANIC 1VHOLMFHIA LVIHVLIINIS T ISVYSINYOHO LINN
SYNHLSNOMX VSV NVVNIGINTd ISVHLSININAY NVA SINMIL NVYNVAVIId NVVYHVOONITIANTd ‘9'C NVLVIOIN
S99 €T €T €T €T eT ueiodeT uelojuexad ueuele] yejwnc| T
99 €T €T €T eT €T ueloden uelojuexad ISediSiuiwpe ueejolebusad| ¢
000'0€ | 000'9 0009 0009 0009 0009 ueleybue uipuew eliay ebeus) ueelepiaquad yejwnc| (T
000°0€ | 000'9 000'9 000'9 000'9 0009 ueexbue el1a) ebeus) ueeAepiaquiad eAueuesyeal| }
000'0T | 000°'¢ 000°¢ 000°¢ 000°¢ 000°¢ bueio 1aleuew /losase/inpinisul/ioreljise; yejwune| (T
000°0T | 000°C 000°C 0002 0002 000‘¢ bueio uedelsuad uedelAuad eAueuesyea] | o
000'0S [ 000°0T | 000°0T | 000°0T | 000°0T | 000°0T buelo eliaYad efeday/iopuejy/iosinedns yejwne| (T
000'0S [ 000°0T | 000°0T | 000°0T | 000°'0T | 000°0T buelo ueeAepiaquiad Iselljiseq eAueuesyeiaL| p
qT € € € € € |yold ueeuesye|ad eliaup (4oid yejunc| (T
qT € € € € € |yold ueeuesye|ad eliaup] |I10ld eAuunsnsia]| 2
00¢ (014 (0% (0% oV oV eliay] ueelebbusjaAuad ewes eliay yejwnc| (T
00¢ (0)74 (0)74 (0)74 ov oV eliay] uep Isusladwoy uebuequabuad eAueuesyeal| g
0] 4 4 4 4 [ yeld uep ewesellay MdSN yela yejwnc| (T
0T Z Z Z Z 2 eweseliay] uewopad uep Jepuels eAuunsnsia] | e
\VLVIOIN NVHVSVYS dNS
S T T T T T |4o.d ueeAepiaquad uep eweseliay [yoid yejung| T
S T T T T T |1Jo1d ueeAeplaquad uep eweseliay eAueuesye|la]| T

\NVLVIOIN NVHVSVYS

\VVAVAYIdINId NVA VIAVS VIiHIN LVHO1IM3IHId

ISVSINVOYO LINN

SHNYLSNOM VSV NVVAVAIIIGNId NVA VINVS VHIN G¢ NVLVIOIN

6T0Z-ST0Z eaisuay H)drg ueieibay uep weiboid sye 9 uedidweq




LAKIP DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 2016

Daftar Isian Pelaksanaan

LAMPIRAN 7
Anggaran



e - Dd R by

R LI t LT T
SO 125 (e BRI B EICNON D) DA
LR Wy o : BENH §
FOETC ALY BCATT) LD YWD chiwsfguen (D : TEPLLHES AW ETYS T
A Lt BoIE T ST L R ] WO 1
ey LE AT of S ] S R RS SRL IS KT BT T SES L WHES MRS T Rt SaT N S S

| HwlariE M YW TG WS STLLY S HOITLL WMV MILYS HIT W HTVTLL S e WSS HRT A MIWT HIT G Ry T S0 MR

OO RAC S s g [

RIS WS TR LvilaE 1) Fersaswsal) LN

Lo MY iaske W 1O MY RS R EELNTNS s LD WEREREN | WETEEN NS IHENE
Lt Owle i HE0

Ve SlEd MY ETDONY HYC YIaENIA IS0l

SEOEE YA © HOWON
9LBE NYHYDONY NHYL

= EER (s ut
i
_____i_._.___jﬁ,__,__ﬁm_____— T T e i e nenn [

vdiq ‘£ ueaidwer




LAKIP DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 2016

Daftar Isian Pelaksanaan

HANTWan & Anggaran APBN-P



Lampiran 8. DIPA APBN-P

Lot g et [ Pyt

SURAT FENGES SN DEFTAR 1k FELARA S HAGN ARGRIELY FETIREN
TALEIH ABGLARAM JTHG

WOWACR | AP [P (0001 TR GG B

A Cdsicsl Ml
TIAT e "3 Tarvm T, wemary amprope: Ly
EirTE

et -1l-|-l-1-r:|1|-|"l-|'l-ﬂll|

B st S e L.
| b e s |=n FTLRPRTIFRLN TN LA, LA T PR L B AT
I L gl (11 CISEATORNT O, PSRN TR
T Ry mj D LLEAFTR
& PR s R TR AT e RSN L b [ 1 ik Dl ey
S Zp Ml | T kTl i b LS T B (e B i T TR DL G B B
T RAQSEAA I S P T
Vo s i g L P
0w
L1 o R Ry T
iyt b Sy e o Vg i |y
=81 Frryae P rrmras s £ MHTLET
S T %) P OO IS Tl BTl B i
= Sariewr Diara e S
¥ e - Rangill o o L e ]
2 Frpear Caa g Py 1
L = - ik b b 5 1
3 M L LY H
R = E - Hilah Lo Hagar Larguarg rr n
S il = 3 = o L P L H i
[F ey S LS EE L9 1
i W oL
e T By i 0
B N e il e L
1 v —
1 AR i e g e i
1 % T e IR P & R B i o
4 gy Sy i e S ] [0 I S LT
B Ty E AR WA § 8 s o e i mmmmmﬁ“ﬁm
!I mﬂmm-mﬂ::ﬁm“ﬂ-ﬁ;ﬁ“wmwnm-ml— LWL b L T
L]
imdaria 7 S 01
& i AT i
(DG TR dee AT
=
LA
AP, P BESETE
SEFSLE

e ]
ST LKA o s S i
:l_ FURAT PERGE AN DAFTAR IEHAY PTLEEEAHRAR ARSGARA PLTTRAN
i TEHN AMGOARRM JinE

HOBOH - 37 DIFA- OO0 1101 40881 30 B

ITemHim
i 7 T Sl g e e
2 T P .
Rooir i - T [ o gy s T [

B 1 b, M g e Lk

1 b g e | CRANP TR RIEPL AL I P PR RAER ML
AT R i [ [T il gra iyl ey
2 Eank i ]
ey L el A P i T s s, i i
T Sy SGQUETUEE ) PERCTRLB RN I ESLA LT P (WA LM Y E LS RTLATTE L TR LI FLLEH T e L
PR T
e e P g S e
5...
e e B e RO R
e W s PR e s A L
Terlampr
¥, T Lo Bvrwan L
[ i [ = -]
1 P S g L 0
LFBTE S ® - HLal S B - -]
. il Ly £ -]
VB Foiad L St = B i e ey L ]
FRT il i L ] S s L i 0
- HL Lk P L LR - ]
[ gty e e e e
VPRI T 1 EL-Eal |
[ L e ]
1 =i — Irn e, m——
FY P— 5 390 ey s
1 HIF A [P,
i S, Fara e Sarirae
> wnmmwmmﬂm_ﬁq—rﬁw YT
= [ SELELD Faarge g
1

1} 1 ..

sy, D vl
@y k] B o ety
ESLETLS SADEAL SHTEARA

L
L — e )



Lampiran 8. DIPA APBN-P

SN T S e ey ST i T
s s e et [ 1 P
:'ﬂ', SERAT FERGEA RSN [ FTAR |S0H FELAKBARAAN AMGH RS AN PETINEY I-III.II

TAIUH ARGCARNH ZHE
RCRICR - B TERE. 510,05 1 REVSEE A0

T o
x |m:"-r"1n.=|-—u_-_ m‘!’ 5
o T Sl s PR R S

LA L sl T TH sarmsay W0 TLX T

B Chele? e L e e o B T
HI ST S T R ] P Pl bl sl oy P LY = by T 8
i L e . T ST, Bl TR
o Py B ] i
& Propary S oo DRDORNT A VRN IL AL BT A
Cebwear P Mp EMEOOIE ) TERMTUALLITI R LN TS ERT PR LTS B |
e by I O D
o e e e e Fenge
» ]
en Al T A el e
R R R S P =LY
am T = e - B o AR
TR e ek B Vo i Fe Lot R
£ S Parva Baewnad P
1 Pl i = ICFUEEIN 3 RS L i ey e T
= Forsr e L Do M |
R B -y 1 b P g L H
T S Ll LS H
R ey . 1 [ . £
- Ry e P £ d o (et b LR Rl iy ]
- P Ll i A A -] e H
. T o B AT
| o prsATL Y ITH % R
[ e R R e
1R e R R R e Tl pn ) Supes s (R A T M A
3 07l L i S s Rl e ki T
R L TR 0 S ]
4 T S il [rees
L gmra L
B ey, Bt i i s s S S P e e e AL S gua A1 i i
T ki b g | b, T e e 1 M T E
dmrn [ Do (T8
& W T e

[
[ ]
0N TR

[l T UL LA LR D)
" LA A T e T b ae
’.@ HUEAT PERGEREHAR (U TR aH PELEESANARN AHTHIAR &N PETRGN -III.I-

TAHUM AHGOARAN HIE
SR - B DHPA- A0, 1 T 1

JRE b P [ s Sy G
A e [ g B T
3§ e e Sl gk

|l Hepm v g - PIFER_SAN, A2,
i um L L] T el B
1 Prrem [T} I RIS
& o Bl TIRALT Pt B P Pk i SR b i
= W VRO i T TR T e B T, B
L S T (L
< e s P e P
-
[T} e T L TR
o o e P Ty e L o dnaias Ly
ol B A S Bl T BT
paine e et T L] 7 ]
0 e P fasaa e
[T T = n s = B
1 " B L s e ]
L R - [ R B 'l
L e Ly L ]
| T s Y [ B . | By E
Faymrdy oo i = -] - e D S L L ]
s P Y & B BN PR P B
O M e R e SR
1R R E EE TR 17
L]
o 0 P e R R Bk [ W, E B LT
B i o S S TR o i =y
1 L w2y i
a gy gy e 1 fn
i . I LI QA Sy e [ W s
B Tl iy e B e D TR gy g T ey ] Lt 8 (1 (T s e o Bwi
] ] ¥ e EC]




Lampiran 8. DIPA APBN-P

M Ty e b ST g e g
L, NI i O Py
l,'“, SHRAF FERGESAHAH DAFTGR 154K PELAR S RAGH AWGGESEN PETIRGY
i i THHUM AHGOARARN D5 [IESTEFEITH
HAE - §P CIPA- 1145 1 4106 2 HHE
T

P e T e T sy s b
L T S ety e e
LEIFa T T ey A TTH

B s B P R LT
| B e iliad (-]
L. i Crgaraass iy TSN DR ] sk b T
3 B i sl HaanTa
8 mmry e el DalEETTALLT Pl Sy LR A Jails wnd VR T
Lawwr W DIEEEEET | TV MR TR U LG N LRI R LR ELE |
[y PN P

e e g g e b P
H e

hu--r-u-"mnu AR s
. b Popgpan S wytay g o 0
FHILE HT  Ferereee Srpaegyese b e L
i T D gt D
[ - x i L [ ]
L = = P [ e P 1
P T Caepgn L3 1] - s D B ] ]
4 Hisak . arquary LS B
[ S T e L B - s L g ey L 1 [ ]
v ien g T ] s Sy b Ly .S 1
- i £ Rl L B opEeTme L L]
I Pl I e Bl s £,
{ Ry pAadETa e BEaE Ll
E
[T : 5 - s
L [, S o s AR T o o
I Dﬂlhnﬂm-hpﬂ“mmm-ﬂvmq BeliF Sl
1 eall e s lan Lot i ] h_-nrwmn_—-?
b T e I Liad G L Fasas T TR
! o e oL s T I TR e e

I=w e e
Do S npma e B ¢ b B e g Duu-l-ll :l:Il

"
T LAMYRA] ake ed CARA S
|'*j SURAT FERGESEHAR DETTAR [SIAH FELAKSAMNBAS] SHLGARN FETIEAN
s e e

TAHUN APCIGARRN G016
HOMOA - 5F DA B 1140100110

s = - e
L R T Pt DI L ol P, gy ﬂ ;
Ll o T e ey Paeres v e

ALK B LE b T ey SO TR

R el L e et ]

e L T =l LR TEF
2 o oo e Ly | PG TRCAT Eaf R e, i b (AT uly
1 Pows ] e e
LR L e g SR AT A e
B Sp NIRRT | LS L L A LA R AR T T DL L AR UL |
Ltk s b kg, e
Pl o TRl e 2 s
-] [
Wi TV (AT
§ e e P s b i Ly
Tt lampir
I P Caras Bl T
. Plaps Mars LS ETEESIES 4 Prperaediiel S-S L8 1
HE ] P Caar g = £
L _RLE S L IS - Hilish Dans P = 1
o bk gy = | |
1 Frpranrmas Lew e L4 ! Friwn L i Liegrrn L ]
i Hege "= = Fiaar Do Hiemye gy Fie 2
=i o Fager L) i R L} 1
5 Prmacar e e ek
1A e
Ll ‘pmm e P
= e P e A B .
1 £4 P e
e
l Perruw= Fumarvar For e
sl i
‘ _nmhmmﬂnh—hﬂqm T s Li® Lo bereram e viilen sep e
[ — d T i T

iamaria, £ Sewrrdrs 3011
A SERE PPN KELRT
e ]



Lampiran 8. DIPA APBN-P

ST AL mams ST e A
T L ks o [ P
.‘h‘; BAREAT PEMGESSHAY DAFTAR [BLAM PEL & EBARAAN ARG aREM PETIHAN II ...I

TARRS AHGGARAH Fed &7 HHHTH @
SRR AP P AT 1 SRR T

& Dk Haiutn.
i e T P TR S meror Faommpee Fampars
ELE TR | T (R Ay P s P
Dimgrgs ve Ve OHE sy SR Tl

B S o v bevtan g
{ Mg lagma e am Lt AL T L o
T L g [ (=1 1
1 A =} SRR ISLETIH
4 Hodm M s il L T
i & Ay tEfa el SRRy DRk s g LA TS LT e BT (T ek A AT P e S Dol

ST T e renE ey

ILFUMI T Pryururesh g N i

¥ s Taa b

#3F F X
1l
k
ié
]
FHrdIH T

! B P e gy o, e s e el agn

i Eymgen Syeese fra o Frieser ey e S i1 R E L el

T DAL R g wwsialen L = Ll ]

L S il
SRR FaTE SR e T

Lt ]
I PR 1 | 00 RO

b e ul--l:lc-l-.l.--
I;-\Lﬂ\'l} BURAT FLHTE S AAAN A TAR HAR FILEARSA HAAN ARCCARAR SFETIRAN
= =

Tajiih SeGGARAM pad
RONCH : £F DF&- D55 111 IS

T Tomm s - -
ol =7 Tt J00 mopwmg o) L. 3
St g S arae e g W’%_

F e e e T A S e
e AU O Eil sy TR S kB[ R stk B el
& e im [etn T 5T P, il i TR
D B i [ TER SR
o o b e PN FEL IV ¥ il
- L™ | S BELAR AITS DR FEILE EEPAT FLLIH DL W L
"L bR R Ak B
(9 e e g o e P
b e
e RERJTTE EAH STHETELES:
SR I RO IR L R o LA
Tarlampir
= T D e
[ L == Bkl i Emparasieiue B ades o L]
F= - Pl i LT el - [}
R Th e = H SR R e =3 L]
21 e LI = '
3 Sranie e el Vg = a - Hil Ll g iy L3 1
By Wricn's Lot i "ol £ ] ShnE T e e g e L]
IS L g LS 3 I LY H
T T P e b7 T
LR T i B B B
5 By v 1B o]
| et St g B § e T e g TS o paerg M e, Lk (rga v 08 S M LT
1 s R Srorae mare Ergact s L
4 A P s 3t P Femani g e ekt ey -
BT i BT et [ Py e g ¥y, Do e b
- T PRI SR g N vy Tmm—w— e o

T S e HeS T e 3 e e T D

b, 107 Coegrings B8 T
S e B
TS L, ATELAAH

LA
PERLE St



Lampiran 8. DIPA APBN-P

-y Lot ]
- i o et [ Pl
..!E? BURAT FERGERAHAN DAFTAR I8H PELA KAUASAN ERGhaRaM PETIHAR
'||__‘ TARHUM SROCARSH 3198
HOkR - 8P [P BX0. 050 Gaapdd an
i Haiam i T
THAL b 7 Taram S Y ey s B i
i e - T T e Pt e b
Haiip w T T ARRITL TN
ool s P SLTESY S e AW IR
e e T e PR
e e 1 Dol T OGO Tny Dl b VAT w0
B PR mi EEUE LT SPIE
[ M T Sy ]
L S WAUROEE | EVELAASEE Rl b LA LTS ST B T AT U L L B R
ot e wriag b
et 2P P - g S Sl b
o= F e
wE ST TR
e i M Laghn L Furgedlan: AR L)
Terrlarvgpir
= e D Bl Ei
1 Falif - BEHAUAL 4 Pkl L e E ]
= - Piogn . Bl it 8 E
ST R =3 i - Ty e =3 ]
1~ S [ 2]
1 " Har o e L [ + B v e Ly Fs B
LT L = q - s (RIS g LR = 1]
IS La g L8 £ 0 N B E
T Tavpry. mo o s
e BT i e e o T
B e R TR |
| o i o e A L] e T ~rp

L L Sy b

4 e mﬁnwi:"nrwﬁmmmf:ﬁu o4 u'pnuip_-'n-:l.l.uﬂn

T I P e el oy s o S

FOIEE TR L S TAm R P D8 Sy e aearse Se el LR Fe e @ e T i S Y L nlm e E B g
T P s Al e OB o e I D

oy Tt L P
s ST o, ey
CHNT S SRR AL

L)
HTLE
e LI 1] IO B

FUHAT FEHGESREHAR DAFTAR |565H FELAKEAMIAR AHGGARAN PETHCAN II-—.
LT TE A

ThHUY ARCGARAN 316
HOECH - B9 00nA . 111001 SR 3EG

o T [ ey Pt ol il
BLE B B T ST sy S0 TRCR

e e b b A s
B SR e DS diki s [ ST £ - T
& g e ik R TOEAT R, Bria b TR ey
1 ek Ly Bl oAt
e s i EPTeR REETORRT Dl ek TP
e L i} EUTATND | TR SATR A& T EUH L L T RSN I TLLE N R T PR T O LA M | B T R R

e T ey
et gl e e e Feig

S [ Ta
" N ST DA AT P
Cuat T P rp— L vy
Tertasnpir
= e Ears Bl B
. Pl W L9 A MG 4 o LT Dl S Fa [
e Pirprwe Caiu brge ra [ 3
Pk N & s L (5 E
1 b mang LA ]
1 Fryaraniah | g b= r F - iy | e ey L E
T Ll Mg L ¥ S Fa £
vk . am P - T & IEEE LY | 4
1 b Ll ke s
7 R T T B BT 00
ks 3 oo

= Do By e T B R RO Bt [ i ¢ PR O I S A AT

B D B g W (TR T s

5 Feawa D e g rrar e

I ST L ey e e

" [T, —— ey ey L - sy
. LR Pl bl 1 s F1 Dubilies 2N




LAKIP DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 2016

LAMPIRAN 9 Dokumentasi



Lampiran 9. Dokumentasi

Presiden RI bersama Menteri PUPR
Mengunjungi Booth Konstruksi Indonesia 2017

Pembahasan Rancangan Undang-undang
tentang Jasa Konstruksi bersama DPR

Lomba Pemasangan Ubin pada Kegiatan
Konstruksi Indonesia 2017

Pelaksanaan Bimbingan Teknis SMK3
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Serah Terima Mobile Training Unit (MTU)
kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu

Serah Terima Mobile Training Unit (MTU)
kepada Pemerintah Provinsi Lampung

Serah Terima Mobile Training Unit (MTU)
kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan
Utara

Serah Terima Mobile Training Unit (MTU)
kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah
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Serah Terima Mobile Training Unit (MTU)
kepada Pemerintah Provinsi Bali

Uji Kompetensi Mandor dan Kepala
Tukang BUMN-BUMS Sumatera Barat

Ji

SERTIFIKASI TENAGA K
SERENTAK SESULAWESI

1]

Pemberian Selamat kepada Pemenang
Lomba Tukang

Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi
Serentak di Se-Sulawesi
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Lampiran 9. Dokumentasi

Pelatihan dan Sertifikasi Tukang Plester
dengan Mobile Training Unit (MTU)

Delegasi Indonesia foto bersama Bauer
pada kegiatan Pameran BAUMA 2016

Direktur Jenderal Bina Konstruksi bersama
Menteri PUPR pada Pembukaan
Konstruksi Indonesia 2017

Lomba Operator Excavator
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Pelatihan Training of Trainer Mobile
Training Unit

Direktur Jenderal Bina Konstruksi
Membuka Kegiatan ESQ DJBK
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Dirjen Bina Konstruksi pada kegiatan Uji
Kepatutan dan Kelayakan Calon
Pengurus Lembaga Tk. 2016-2020

Peninjauan Pembangunan Proyek Jalan
Layang
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Peninjauan Pembangunan Proyek MRT

Direktur Jenderal Bina Konstruksi
Menggaungkan Skema KPBU pada Program
Metro Plus Siang, Metro TV
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Direktur Jenderal Bina Konstruksi Membuka
Kegiatan Sertifikasi Serentak pada Proyek
Pondok Indah Residence

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
Memperoleh Juara pada Kompetisi Pelayanan
Publik PUPR
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